
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.1

H. PERIZINAN BERUSATIA SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMNIAN RAKYAT
No Kode

KIll I
Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

TiagLat
Rislto

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangka
trIaktu

Peuerbitan

KewaJiban PB I'MKTI Parameter Kewenangan

(U l2t (3t (4) (s) (6) 17t (8t (e) (101 (11) lt2l (131

1 36001 Penam-
pungan,
Penjemi-
han, dan
Penyalur-
an Air
Minum

(*Pelaku
Usaha
dibatasi :

1.BUMN
Air
Minum
(Perum,
Persero)

2.BUMD
Arr
Minum
(Perum-
da,

Pengambilan
air baku,
pengolahan
air baku
menjadi air
minum dan
pendistribusi-
an air minum
kepada
konsumen/
pelanggan

Mikro
Kecil
Mene-
ngah
Besar

Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

l. Surat Perjanjian
Kerja Sama dengan
Pemerintah/ BUMN
Air Minum/ BUMD
Air Minum terkait
Pemanfaatan
IPSDA (*khusus
untuk Badan
Usaha selain BUMN
Air Minum /BUMD
Air Minum
/BUMDes)

2. Dokumen Rencana
Bisnis

3. Dokumen Kajian
Kelayakan

4. Dokumen
Perencanaan
(*Khusus untuk
badan usaha yang
akan melakukan

30 Hari 1. Izin Pengusaha-
an Sumber Daya
Air (IPSDA)
(*Khusus untuk
BUMN Air
Minum/BUMD
Air Minum
/BUMDes)

2.Beita Acara
Layak Operasi

3. Menyampaikan
laporan tahunan
kepada
Pemerintah
Pusat/Daerah
sesuai dengan
kewenangannya
masing-masing

4. Memperbaiki
lingkungan jika
teriadi

Izin Pengu-
sahaan
Sumber
Daya Air
(TPSDA)
(*Khusus
untuk
BUMN Air
Minum/
BUMD Air
Minum/
BUMDeS)

1. SPAM di
Wilayah
Perdesaan

2. SPAM di
Wilayah
Kabupaten/
Kota

Bupati/
Walikota

SPAM
Strategis
Provinsi atau
Lintas
Kabupaten/
Kota

Gubernur

SPAM
Strategis
Nasional atau
Lintas
Provinsi

Menteri /
Kepala Badan

SK No 147195 C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

T.H.2

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

Skala
Usaha

Tingtat
RisiLo

Perlzlnan
Berusaha

Persyaratan Jaagla
Waktu

Pencrbitaa

KewaJlban PB IIMKU Peremeter Kewenangan

(1) t2t t3) (4) (st (6) t7t (81 (e) (101 (ru lr2l l13l

Persero-
da)

3.BUM-
Des/
BUM-
Des
bersa-
ma

4.Badan
Usaha
Pelaksa-
na
Proyek
KPBU
SPAM
(BUP)/
Badan
Usaha
untuk
me-
menuhi
kebutu-
han

kegiatan
konstruksi)

5. Surat Rekomendasi
Teknis dari BUMN
Air Minum /BUMD
Air Minum atau
Pemerintah
Pusat/Provinsi/
Kabupaten/ Kota
sesuai
kewenangannya
(*khusus untuk
Badan Usaha selain
BUMN Air Minum
/BUMD Air Minum)

6. Surat Penugasan
dari Pemerintah
Kabupaten/Kota
kepada Pemerintah
Desa (*khusus
BUMDes)

7. Dokumen
Perjanjian

kerusakan
secepat mungkin

5. Pelibatan
masyarakat lokal

6. Memberikan
akses
masyarakat
untuk berusaha
dan beraktivitas
sesuai dengan
kebutuhan

7. Pelaporan hasil
pengawasan
kualitas air
minum sesuai
dengan
Peraturan
Menteri yang
menyelenggara-
kan urusan di
bidang
kesehatan

SK No 147196 C



FRES!DEN
REPUELTK INDONESIA

I.H.3

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Liagkup

SLala
Usahe

Tingtat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangka
Waktu

Pencrbitan

Kewajiban PB IIMKU Parameter Keweaaagan

(1) t2t (3t (41 (sl (61 17l (8) (e) (101 (1 1l lt2l (131

sendiri
(BUKS
yaitu
badan
usaha
yang
ber-
badan
hukum
atau
tidak
ber-
badan
hukum
yang
bidang
usaha
pokok-
nya
bukan
merupa-
kan

Kerjasama
Pemerintah dengan
Badan Usaha
(*Khusus untuk
BUP)atau
Perjanjian Ke{a
sama antara Badan
Usaha (*Khusus
untuk Badan
Usaha yang bekerja
sama dengan
BUMN Air
Minum/BUMD Air
Minum)

Pengambilan
air baku dan
pengolahan
air baku
menjadi air
minum

Mikro
Kecil
Mene-
ngah
Besar

Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifrkat
Standar

1. Surat Perjanjian
Kerja Sama dengan
Pemerintah/ BUMN
Air Minum/ BUMD
Air Minum terkait
Pemanfaatan
IPSDA (*khusus
untuk Badan

30 Hari 1. Izin Pengusaha-
an Sumber Daya
Air (IPSDA)
(*Khusus untuk
BUMN Air
Minum/BUMD
Air Minum)

lzin
Pengusa-
haan
Sumber
Daya Air
(TPSDA)

SPAM di
Wilayah
Kabupaten/
Kota

Bupati/
Walikota

SPAM
Strategis
Provinsi atau
Lintas

Gubernur

SK No 147197 C



PRESTDEN
REPUBLIK lNDONESIA

1.H.4

IYo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Llnglrup

SLel,a
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Janglra
Wettu

Pcnerbltan

Kewajiban PB I'IIKTI Parameter Kewenangan

(U t2t (3) (4) ls) (6t 17l (Et (e) l10l (ru lt2l (13)

usaha
penyedi-
aan air
minum
dan
salah
satu
kegiata-
nya me-
nyeleng-
garakan
SPAM
untuk
kebutu-
han
sendiri)
sesuai
dengan
ketentu-
an per-
unda-
ngan)

Usaha selain BUMN
Air Minum /BUMD
Air Minum)

2. Dokumen Rencana
Bisnis

3. Dokumen Kajian
Kelayakan

4. Dokumen
Perencanaan
(*Khusus untuk
badan usaha yang
akan melakukan
kegiatan
konstruksi)

5. Surat Rekomendasi
Teknis dari BUMN
Air Minum /BUMD
Air Minum atau
Pemerintah
Pusat/Provinsi/
Kabupaten/ Kota
sesuai
kewenangannya
(*khusus untuk

2. Berita Acara
Layak Operasi

3. Menyampaikan
laporan tahunan
kepada
Pemerintah
Pusat/Daerah
sesuai dengan
kewenangannya
masing-masing

4. Memperbaiki
lingkungan jika
te{adi
kerusakan
secepat mungkin

5. Pelibatan
masyarakat lokal

6. Memberikan
akses
masyarakat
untuk berusaha
dan beraktivitas

(*Khusus
untuk
BUMN Air
Minum/
BUMD Air
Minum)

Kabupaten/
Kota
SPAM
Strategis
Nasional atau
Lintas
Provinsi

Menteri /
Kepala Badan

SK No 147198 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.5

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruaag
Lingkup

SLala
Usaha

Tinglat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Pcrsyaratan Jangka
Waktu

Pcnerbitan

KewaJlban PB TIIIIKT' Perametcr Kcwenengan

(U t2t (3t (4) (s) (6t t7l (8) (e) (101 ( 11) lt2l (131

(.uPT/
UPID
diproses
diluar
oss)

Badan Usaha selain
BUMN Air Minum
/BUMD Air Minum)

6. Dokumen
Perjanjian
Kerjasama
Pemerintah dengan
Badan Usaha
(*Khusus untuk
BUP) atau
Perjanjian Kerja
sama antara Badan
Usaha (*Khusus
untuk Badan
Usaha yang bekerja
sama dengan
BUMN Air
Minum/BUMD Air
Minum)

sesuai dengan
kebutuhan

7. Pelaporan hasil
pengawasan
kualitas air
minum sesuai
dengan
Peraturan
Menteri yang
menyelenggarak
an urusan di
bidang
kesehatan

Pendistribusi-
an air minum
kepada
konsumen/
pelanggan

Mikro
Kecil
Mene-
ngah

Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Dokumen Rencana
Bisnis

2. Dokumen Kajian
Kelayakan

30 Hari 1. Berita Acara
Layak Operasi

2. Menyampaikan
laporan tahunan
kepada

1. SPAM di
Wilayah
Perdesaan

2. SPAM di
Wilayah

Bupati/
Walikota

SK No 147199 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

I.H.6

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLala
Usaha

Tinglat
Rlslho

Perizinan
Bcnrsaha

Persyaratan Jangke
Wahu

Penerbiten

KewXJiban PB IIMKI' Paramcter Kewenangan

(1) t2t (3) (4) (5t (6) t7l (8) te) (rol (11) lr2l (13)

- Besar 3. Dokumen
Perencanaan
(*Khusus untuk
badan usaha yang
akan melakukan
kegiatan
konstruksi)

4. Surat Rekomendasi
Teknis dari BUMN
Air Minum /BUMD
Air Minum atau
Pemerintah
Pusat/Provinsi/
Kabupaten/ Kota
sesuai
kewenangannya
(*khusus untuk
Badan Usaha selain
BUMN Air Minum
/BUMD Air Minum)

5. Surat Penugasan
dari Pemerintah
Kabupaten/Kota

Pemerintah
Pusat/Daerah
sesuai dengan
kewenangannya
masing-masing

3. Memperbaiki
lingkungan jika
te{adi
kerusakan
secepat mungkin

4. Pelibatan
masyarakat lokal

5. Memberikan
akses
masyarakat
untuk berusaha
dan beraktivitas
sesuai dengan
kebutuhan

6. Pelaporan hasil
pengawasan
kualitas air
minum sesuai

Kabupaten/
Kota

SPAM
Strategis
Provinsi atau
Lintas
Kabupaten/
Kota

Gubernur

SPAM
Strategis
Nasional atau
Lintas
Provinsi

Menteri /
Kepala Badan

SK No 147200C



FRESIDEN
REFUBLIK INDONEEIA

1.H.7

No Kode
KBLI

Judul
I(BLI

Ruang
Lingkup

Slrala
Usahe

Ttngkat
Rlsiko

Perizinen
Benrsahr

Persyaratan Jangle
WaLtu

Penerbltsn

Kcwqilban PB UMI{U Perameter Kewenangan

(U t2t (3) (4) (st (61 17l (8t (e) (10) 111) ll2l (13)

kepada Pemerintah
Desa (*khusus
BUMDeS)

6. Dokumen
Perjanjian
Kerjasama
Pemerintah dengan
Badan Usaha
(*Khusus untuk
BUP) atau
Pe{anjian Ke{a
sama antara Badan
Usaha (*Khusus
untuk Badan
Usaha yang bekeda
sama dengan
BUMN Air
Minum/BUMD Air
Minum)

dengan
Peraturan
Menteri yang
menyelenggara-
kan urusan di
bidang
kesehatan

o 36002 Penam-
pungan
dan
Penyalur-

Penampu-
ngan dan
Penyaluran
Air Baku yang

- Mikro
- Kecil

Mene-
ngah

Rendah

NIB dan
Sertihkat
Standar

Otomatis 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 147201 C



FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

I.H.8

No Kode
KIILI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Sfrela
Usaha

Tingket
Risito

Perizinan
Bcrusahe

Persyaratan Jaagka
trIektu

Penerbltrn

Kewajiban PB IIMKT' Parameter Kewenangan

{1) t2t (31 (4) (s) (6) t7l (8t (et (10) (11) lt2l (r3)

an Air
Baku

berasal dari
air
permukaan
selain air laut

- Mene-
ngah

- Besar

Tahunan Badan
Usaha

2. Menerapkan
Sistem
Manajemen
Mutu

3 41011 Konstruk-
si Gedung
Hunian

Kode Sub-
klasifikasi
Konstruksi
Gedung
Hunian:
BGOOl

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah

Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertil-rkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifrkasi:
BGOOl

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertihkat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi

15 Hari l. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147202 C



PRESlDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.9

ItIo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Janglra
Waktu

Penerbitan

Kewajiban PB IIMI{U Parameter Kewenangan

(r) t2t (3) (4) (s) (6t 17l (81 (e) (10) (11) lt2l (131

/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasihkasi:
BGOOl

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJI(A:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar
sesuai sub-
klasifikasi
setiap 3 tahun
dan
membayar
biaya
administrasi
perpanjangan
penzinan

SK No 147203 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.10

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingtup

Skela
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizlnan
Benrseha

Pcrsyaratan Jengle
Waktu

Penerbltan

Kcwqiiban PB IIMKTI Parameter Kewenangan

(1) t2t (3) (4) (5t (6) 17l (8) (e) (101 (11) lt2l (13)

saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertifikat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualihkasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham

berusaha per
jenis usaha
sesuai
peraturan
perundang-
undangan
yang berlaku

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualihkasi
Besar dan
memiliki
klasihkasi/
subklasihkasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mensikuti

SK No 147204C



PRESIDEN
REPUELTK INDONESIA

I.H.11

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

Skala
Usaha

Tingkat
Rislko

Perlzinen
Benreaha

Persyeratan Jangka
Waktu

Penerbitan

KewqJiban PB UMKT' Parameter Kewenangan

(r) t2t (3t (4) (51 (6) 17l (8) tet (rol 111) (12) (13)

dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualihkasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2) Sertifikat
Badan Usaha
subsektorjasa
konstruksi

proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekerjaan
Konstruksi
atau
Pekerjaan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
l)Paling

rendah 50%o
(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dikeriakan

SK No 147205C



FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

r.H.t2

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Slrala
Usaha

Tingkat
Risiho

Pcrlzinan
Berusaha

Persyaratan Jangka
Waktu

Penerbltan

Kewajiban PB I'MKU Parameter Kewenangan

(U t2l (3) (4) (st (6) 17l (8) (e) (101 (11) lt2l (13)

di dalam
negeri

2)Paling
rendah 307o
(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi
dikerjakan
oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasihkasi
Konstruksi
Gedung
Hunian:
BGOlO

Mikro Mene-
ngah

Rendah

NIB dan
Sertifikat
Standar

Otomatis l. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SKK masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di

Usaha Orang
Perseorangan
dengan skala
usaha Mikro

Bupati/
Walikota

SK No 147206C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.13

No Kodc
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

SLala
Usahe

Tingtat
Rislko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangta
Waktu

Pcnerbitan

Kewqfiban PB IIMKU Parameter Kewenangaa

(U l2l (3) (4) (s) (61 17l (8t (e) (101 (111 lt2l (131

bidang jasa
konstruksi

Kode Sub-
klasifikasi
Bangunan
Gedung
Hunian :

GTOOl

Besar Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasihkasi:
GTOOl

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJI(A:
a. Mempakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertihkat
Standar
sesuai
subklasifrkasi
setiap 3 tahun

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147207 C



PRESIDEN
REFUELIK INDONESIA

I.H.14

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

SLala
Usaha

TingLat
Rlslko

Perizinan
Berusehe

Persyrratan Janglra
Waktu

Penerbltrn

Kewqilban PB TIMKU Parameter Kewenangan

(1) t2t (3) (4) (st (6t t7l (8) (el lro) ( 11) lt2l (13)

undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertifrkat
penzinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualihkasi
Besar di negara
asal atau yang

dan
membayar
biaya
administrasi
perpanjangan
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai
peraturan
perundang-
undangan
yang berlaku

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualihkasi
Besar dan
memiliki
klasifikasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di

SK No 147208C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

r.H.15

!Io Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usahe

Tingkat
Risiho

Perizinen
Berusaha

Pcrsyaratan Jangta
Waktu

Peaerbitan

Kewqiiban PB IIMKU Parameter Keweneagan

(u t2t (31 (4) (st (6) t7l (8t (e) (101 111) lt2l (13)

seJenls yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifikasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2) Sertihkat
Badan Usaha
subsektor jasa
konstruksi

lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekeq'aan
Konstruksi
atau
Pekeg'aan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 50%o
(lima puluh

SK No 147209C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.16

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skela
Usaha

TingLet
Risiho

Perizinan
Berusaha

Persyaratan JangLa
Waltu

Penerbitan

Kewajiban PB UMKTI Parameter Kewcnangan

(rt l2l (3t (4) (s) (6t 17l (8) te) (101 111) lr2l (13)

persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dike{akan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 3O%o

(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekedaan
pelaksanaan
konstruksi
dikery'akan
oleh BUJKN
mitra KSO

4 4tot2 Konstruk-
si Gedung
Per-
kantoran

Kode Sub-
klasihkasi
Konstruksi
Gedung
Perkantoran
BGOO2

Mikro
Kecil
Mene-
ngah

Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifrkat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertihkat Badan
Usaha (SBU)

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

SK No l472l0c



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

T.H.T7

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLeIa
Usahe

Tingkat
Risiko

Perizinan
Beruseha

Persyaratan Janglra
Waktu

Peaerbitan

Kewajiban PB IIMKU Parameter Kewenengan

(u t2t (3t (41 (51 (6t 17l l8) (el (10) (11) lt2l (13)

Subklasifikasi:
BGO02

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

Besar Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertihkat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifrkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
BGOO2

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan jasa
konstruksi

2. Melakukan
perpanjangan
SBU setiap 3
tahun

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No l472ll0



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.18

No Kode
I(BLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLala
Usaha

Tingkat
Risiko

Periziaan
Berusaha

Pcrsyaratan JangLa
Waktu

Penerbitan

KewaJiben PB IIMKTI Parameter Kcwenangan

(U l2t (3) (4) (s) (6) 17l (8) (e) (ro) (11) lt2l (r3)

perTzfiran
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertifikat
perizinan

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertihkat
Standar
sesuai
subklasihkasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi
Besar dan
memiliki
klasilikasi/
subklasihkasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
nsan iasa

SK No 147212 C



FRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

I.H.19

No Kode
I(BLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLala
Usaha

Tinglat
Risiho

Perizlnan
Berusaha

Persyeratan Jangke
Wektu

Penerbitan

Kewqilban PB I'MKTI Parameter Kewenangan

(u t2t (3) (4) (st (6) 17l t8) (e) (10) (ru ltzl (131

bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifikasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektor

konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelakdanaan
Pekeq'aan
Konstruksi
atau
Pekeq'aan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 50%o

(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekeriaan

SK No 147213 C



PRESIDEN
REFUELIK INDONESIA

I.H.20

IYo Kode
KBLI

Judul
I(BLI

Ruang
Ltngkup

SLala
Ueaha

Tiagkat
Risiko

Pcrlziaan
Berusaha

Persyaratan Jangka
Wektu

Pencrbltra

Kewqiiban PB IIMKU Parametcr Kcwenangaa

(U t2t (3) (41 (s) (6) t7) (8) tet (10) ( 11) ltzl (13)

Jasa
konstruksi

2) Sertihkat
Badan Usaha
subsektor
jasa
konstruksi

konstruksi
dikerjakan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 30%o

(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekeq'aan
pelaksanaan
konstruksi
dike{akan
oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasifikasi
Konstruksi
Gedung
Perkantoran
GTOO2

Besar Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

l. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
GTO02

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJI(A:

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No l472l4O



FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

I.H.2T

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingtup

glrola
Usaha

Tingkat
Risito

Perizinan
Berusaha

Persyaretaa Jangka
Waktu

Pcaerbltan

Kewajlban PB IIMKU Perametcr Kcwenangaa

(1) l2l (3) (4) (s) (61 17l (8) (et (10) (1U lt2l (131

a. Merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
penzinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertihkat
Standar
sesuai
subklasihkasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifrkasi
Besar dan
memiliki
klasihkasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di

SK No l472l50



FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

r.H.22

ItIo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingtat
Rlslto

Perizinan
Berusaha

Pcrsyaratan JaagLa
trIaktu

Peaerbitan

KeweJiban PB IIMKT' Perameter Kewenangan

(U t2t l3l (4) l5) (6) 17l (8) (el (ro) (1U lt2l (13)

yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2)Sertifrkat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifrkasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negei/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifikasi

lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekerjaan
Konstruksi
atau
Pekerjaan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 507o
(lima puluh

SK No 147216 C



FR,ESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1.H.23

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Rueng
Lingkup

Skela
Usaha

Tingkat
Rislho

Perlzinan
Benrsaha

Persyaratan JangLa
Waktu

Penerbitan

KewaJlben PB IIMNU Peramcter Kewenangan

(1) t2t (3) (4) (s) (6t t7t (8) (e) (10) ( 11) lt2l (13)

Besar yang
dibuktikan
dengan:
1) Perizinan

berusaha
subsektorjasa
konstruksi

2) Sertifikat
Badan Usaha
subsektor jasa
konstruksi

persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dikerjakan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 307o
(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
peke{aan
pelaksanaan
konstruksi
dike{akan
oleh BUJKN
mitra KSO

5 41013 Konstruk-
si Gedung
Industri

Kode Sub-
klasifikasi
Konstruksi
Gedung
Industri:
BGO03

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah

Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertil-tkat Badan
Usaha (SBU)

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

SK No 147217 C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

t.H.24

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangka
trIalrtu

Pcnerbltan

Kewajibaa PB IIMI(U Parameter Kewenangan

(U t2t (3) (4) (sl l6) t7l (81 (e) (101 (11) lt2l (13)

Subklasifikasi:
BGO03

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

Besar Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifrkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
BGO03

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJI(A:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJI(A:
a. Melakukan

pemaniangan

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147218 C



PRESIDEN
REFUELIK INDONESIA

I.H.25

I{o Kodc
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiho

Perizinan
Berusaha

Persyaretan Jangka
Waktu

Peaerbltaa

Kewqfiban PB UMKU Parameter Kewenangau

(1) t2t (3) (4) (s) (6) 17l (8) (et (10) (1U lt2l (13)

penzlnan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertihkat
penzinan

Sertifikat
Standar
sesuai
subklasihkasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi
Besar dan
memiliki
klasihkasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

SK No 147219 C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

r.H.26

ilo Kode
KBLI

Judul
I(BLI

Ruang
Lingkup

SLala
Usahe

Ttnglat
Rlslho

Periziaan
Benrsaha

Persyaratan Jaagka
Walrtu

Peaerbitan

KewaJiban PB IruKU Parameter Kewenangan

(u t2t (3) (4) (s) (61 17l (8) (et (10) (1U lt2l (131

bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualif,rkasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektorjasa
konstruksi

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekerjaan
Konstruksi
atau
Pekerjaan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 50%o

(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dike{akan
di dalam
negeri

SK No 147220 C



FR,ESIDEN
REPUELIK INDONESIA

r.H.27

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

SLala
Usaha

Tingkat
Rislko

Perizinan
Bcrusaha

Pcrsyaratan Jangta
Waktu

Penerbiten

Kewqfiban PB T'MKTI Paramcter Kewcnangen

(1) t2l (3t (4) (s) (6) t7l (8) (et (10) (11) lt2l (13)

2) Sertifikat
Badan Usaha
subsektor jasa
konstruksi

2)Paling
rendah 307o
(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi
dikefakan
oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasifikasi
Konstruksi
Gedung
Industri :

GTOO3

Besar Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertihkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasihkasi:
GTO03

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No l4722lO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

t.H.28

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Ttnglat
Rlslho

Perizinen
Berusaha

Persyaratan Jangka
WeLtu

Penerbltan

Kewejiban PB IIMKTI Parameter Kewcnengan

(rl tzt (3t (41 (s) (6) 17l (E) (e) (10) (11) lt2l (13)

berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
periztnan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar
sesuai
subklasil-rkasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi
Besar dan
memiliki
klasihkasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan iasa

SK No 147222 C



PRES!DEN
REFUELIK INDONESIA

r.H.29

No Kodc
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Rislko

Periziann
Bcrusaha

Persyaratan Jangka
Wektu

Penerbitaa

KewaJiban PB IIIUKU Parametcr Kewenangan

(1) t2t (31 (4) (51 (6) 17l (Et (e) (10) (1U lr2l (13)

1)Akta pendirian
yang
dilegalisasi

2) Sertifrkat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualihkasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negei/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasiona-l
berkualihkasi
Besar yang

konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekerjaan
Konstruksi
atau
Pekerjaan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 50%o

(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekeriaan

SK No 147223 C



PRES!DEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.30

No Kode
I{BLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

glrala
Usaha

Tinglrat
Risiho

Perizinan
Benrsaha

Persyaratan Jangka
Waktu

Pencrbitan

Kewqiiban PB IIMKT' Paremeter Kewenangan

(1) t2t (3) (4) (s) (6t 17l (8) (et (101 (1U lr2l (13)

dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2) Sertihkat
Badan Usaha
subsektor jasa
konstruksi

konstruksi
dikeq'akan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 30%o
(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi
dike{akan
oleh BUJKN
mitra KSO

6 4tot4 Konstruk-
si Gedung
Per-
belanjaan

Kode Sub-
klasifikasi
Konstruksi
Gedung
Perbelanjaan
: BG004

Mikro
Kecil
Mene-
ngah

Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasihkasi:
BGO04

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

SK No 147224 C



PR,ESIDEN
REPUBLIK INDONETIA

I.H.31

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Linglrup

Slrela
Usaha

Tinglat
Rislho

Perizinan
Berusaha

Persyeretan Jangka
Waktu

Penerbitan

KeweJlben PB IIMITU Parameter Kewcnangan

(U l2l (3) (4) (sl (6) 17l (8) (et (10) (11) lt2l 113)

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

undangan di
bidang jasa
konstruksi

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertihkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
BGOO4

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147225 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.32

No Kode
I(BLI

Judul
I(BLI

Ruang
Lingkup

Skela
Usaha

Tiagkat
Rislko

Perizinan
Berusaha

Pcrsyaratan Janglra
Waktu

Penerbltan

Kewqiiban PB UMKU Parameter Kewenangan

(U t2t (3) (41 (st (6t 17l (8) (e) (101 (1U (12) (13)

jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertifikat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi

sesuai
subklasifikasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifrkasi
Besar dan
memiliki
klasifikasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan

SK No 147226 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

I.H.33

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

TingLat
RisiLo

Perizlnan
Berusaha

Persyaratan Jengka
Waktu

Penerbitea

Kewqiiban PB UMI(U Paremeter Kewenangan

(1) l2t (3' (41 (51 (6) t7t (81 (e) (101 ( 11) lt2l (13)

berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifrkasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2) Sertifikat
Badan Usaha

Pekerjaan
Konstruksi
atau
Pekerl'aan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 50%o
(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dikerjakan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 307o
(tisa puluh

SK No 147227 C



PRES!DEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.34

IlIo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skela
Usaha

Ttngkat
Risilro

Pcrizlnan
Berueaha

Persyaratan Jaagka
Waktu

Penerbltan

Kcwqiibaa PB IIMKTI Prrameter Kewenaagea

(1) t2t (3) (4) (5) (6) t7t (El (e) (10) 111) lt2l (131

subsektor jasa
konstruksi

persen) dari
nilai biaya
peke4'aan
pelaksanaan
konstruksi
dike{akan
oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasifikasi
Konstruksi
Gedung
Perbelanjaan
: GT004

Besar Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertihkat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
GTO04

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJI(A:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunal

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147228 C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.35

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skela
Usaha

Tingkat
Rielko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangka
Waktu

Penerbitan

KewaJiban PB UMKTI Paramcter Kewenangan

(U t2t (3) (41 (sl (6) t7l (8t (e) (10) (1U lt2l (13)

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
l)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

a. Melakukan
perpanjangan
Sertifikat
Standar
sesuai
subklasihkasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi
Besar dan
memiliki
klasifikasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti

SK No 147229 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.36

IYo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLrla
Usaha

Tinglat
Rislko

Periziaan
Bcrusaha

Persyaratan Janglra
Wahu

Peaerbltea

Kewajiban PB IIMKU Parameter Kcwcnangan

(rl t2t (3) (4) l5) t6) 17t (81 (et (101 (lrl lr2l (131

2) Sertifikat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkua-lifikasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negei/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifrkasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha

proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekery'aan
Konstruksi
atau
Pekedaan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 50%o
(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekedaan
konstruksi
dikerjakan

SK No 147230C



PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA

r.H.37

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

g,lrala

Usaha
Tingkat
Rlsiho

Periziaan
Berusaha

Persyaratan Jangka
Waktu

Pencrbitan

Kcwqiiban PB UMKII Parameter Kewenangan

(U t2t (3t (4) (st (6t 17l (8t (e) (101 t1u lr2l (13)

subsektor jasa
konstruksi

2) Sertifikat
Badan Usaha
subsektorjasa
konstruksi

di dalam
negeri

2)Paling
rendah 30%o

(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi
dikeq'akan
oleh BUJKN
mitra KSO

7 4 1015 Konstruk-
si Gedung
Kesehat-
an

Kode Sub-
klasihkasi
Konstruksi
Gedung
Kesehatan
BGOO5

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah

Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertihkat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertihkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifrkasi:
BGOO5

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangarl

l5 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

SK No 147231 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.38

Ito Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usrba

Tingkat
Risiko

Perizlnan
Bcrusaha

Persyaratan Jangke
Wehu

Penerbitan

Kcwqiiban PB IIMKU Paramctcr Kewenangan

(U l2t (3) (4) (s) (6) 17l (8) (et (101 (11) lt2l (13)

bidang jasa
konstruksi

Besar Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertilikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
BGOO5

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar
sesuai
subklasifikasi
setiap 3 tahun

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147232 C



FRESIDEN
REPUELIK !NDONESIA

I.H.39

IIo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruaag
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Benrseha

Pcrsyaratan Jengta
WaLtu

Pcnerbitan

Kewqilban PB I'}IXU Parameter Kewenangan

(1) t2t (31 (4) (5) (6) 17l (8) (et (10) (11) lt2l (13)

undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertifrkat
perizrnan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualihkasi
Besar di negara
asal atau yang

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualihkasi
Besar dan
memiliki
klasifikasi/
subklasihkasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekerjaan
Konstruksi
atau

SK No 147233 C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

I.H.40

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Linghup

SLah
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinen
Berusaha

Persyaratan Jengka
trIaLtu

Penerbltan

Kewqiiban PB UMKTI Paramcter Kewenangan

(U t2l (31 (41 (5) (6) 17l (8t (e) (ro) ( 1rl lt2l (131

seJenls yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negei/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasiona-l
berkualihkasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2)Serlihkat
Badan Usaha
subsektor jasa
konstruksi

Pekerjaan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 50%o

(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dike{akan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 30%o

(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekeriaan

SK No 147234C



FRESIDEN
R,EFUELIK ]NDONESIA

I.H.41

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangka
Waktu

Penerbitea

Kewajiban PB UMKTI Paramcter Kewenangan

(u l2l (3) (4) (5) (61 t7l (8) (et (101 (ru lt2l (13)

pelaksanaan
konstruksi
dikerjakan
oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasifikasi
Konstruksi
Gedung
Kesehatan
GTOOS

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifrkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
GTOO5

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per

15 Hari l. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147235C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1.H.42

IlIo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLala
Usaha

Tingtat
Rlsilro

Perlzinan
Berusaha

Persyarataa Jangta
Waktu

Penerbltan

Kewqiiban PB IIMKU Peremeter Kewenangan

(U t2t (3) (4) (s) (6) 17l (8t (el (10) (1rl lt2l l13l

jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. UNTUK BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertifrkat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi

sesuat
subklasifikasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Ker;'a Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkua-lifikasi
Besar dan
memiliki
klasifrkasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan

SK No 147236C



FRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

I.H.43

I{o Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Llnglrup

Skala
Useha

Tingkat
Risiko

Periziaan
Berusahe

Persyeratan Jangka
Waktu

Penerblten

KewqJiban PB IIMKU Parameter Kewenangan

(U t2l (3t (4) (s) (6) t7t t8) te) (101 (1r) ltzl (13)

berkualihkasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifrkasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2)Sertifikat
Badan Usaha

Pekerjaan
Konstruksi
atau
Pekerjaan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 507o
(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dikerjakan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 307o
(tiga puluh

SK No 147237 C



PR.ESIDEN
REPUELIK INDONESIA

1.H.44

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLala
Usaha

Tingkat
Rlsilro

Perizlnan
Bcrusaha

Persyaratea Jangka
WeLtu

Pcncrbitan

KewaJiben PB IIMXU Paremcter Kewenaagan

(U t2t (3) (4) ts) (6) t7l (8) (el (10) (1U lt2l 113)

subsektor jasa
konstruksi

persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi
dikeq'akan
oleh BUJKN
mitra KSO

8 4toL6 Konstruk-
si Gedung
Pendidik-
an

Kode Sub-
klasifikasi
Konstruksi
Gedung
Pendidikan
BGO06

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah

Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertihkat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifrkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
BGOO6

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

Besar Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertihkat
Standar

Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147238C



PRESIDEN
REFUELIK INDONESIA

I.H.45

ItIo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Ueaha

Ttngtat
Rislho

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangka
trIaktu

Penerbitsn

Kewejlban PB INUKU Parameter Kewenaagan

(U t2t (3t (4) (st (6) 17l (8t (et (101 ( 11) lt2l (r3)

/Sertihkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
BGO06

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJI(A:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizrnan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar
sesuai
subklasifrkasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi

SK No 147239C



PRESTDEN
REFUELIK INDONESIA

1.H.46

I[o Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

SLela
Ueaha

Tingkat
Risiho

Perizlnan
Berusaha

Persyeratan Jengka
Waktu

Pcnerbltan

Kewqiiben PB IIMKTI Paremeter Kewenangan

(1) t2t (3t (41 (s) (6) 17t (8) (e) (10) (11) lt2l (13)

saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertifrkat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifrkasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham

Besar dan
memiliki
klasihkasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekerjaan
Konstruksi
atau
Pekerjaan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan

SK No 147240 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

1.H.47

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risito

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangka
Wahu

Peaerbitan

Kewajibaa PB I'MKTI Parameter Kewenangan

(1) t2t t3) (4) (5) (6) 17l (8t (e) (rol (11) lr2l (131

dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualif,rkasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2) Sertihkat
Badan Usaha
subsektor jasa
konstruksi

kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 507o
(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
peker;'aan
konstruksi
dikerjakan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 307o
(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekeq'aan
pelaksanaan
konstruksi
dikerjakan
oleh BUJKN
mitra KSO

SK No l4724lO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.48

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLala
Usaha

Tingkat
Rislko

Perlzinen
Berusaha

Persyaretan Jangka
Wektu

Penerbltan

KewaJiban PB UMKTI Parameter Kewcnangan

(u t2t (3) (4) (5) t6t 17t (8t (e) (ro) (1U lt2l (13)

Kode Sub-
klasihkasi
Konstruksi
Gedung
Pendidikan
GTO06

Besar Mene-
engah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifrkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
GTO06

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstmksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
penzinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertihkat
Standar
sesuai
subklasifikasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Keria Sama

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147242 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

r.H.49

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

Skela
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaraten Jangka
Wahu

Penerbltan

Kewqiiban PB IIMKTI Paremeter Kewenangan

(1) t2l (31 (4) (st (6) 17l t8) (e) (10) (lrl lt2l (13)

undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertifikat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang

Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualihkasi
Besar dan
memiliki
klasifikasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekerjaan
Konstruksi
atau
Peke{aan
Konstruksi

SK No 147243C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.50

No Kode
rBLI

Judul
I(BLI

Ruang
Lingkup

SLala
Usahe

Ttngkat
Rlsiko

Pcrizlann
Berusaha

Pcrsyeratan Jangka
Wahu

Penerbitan

Kewajiban PB I'llIXU Parameter Kewenangan

(U tzt (3) (4) (s) (6) 17l (8) (e) (101 (1U lt2l (131

sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifikasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:

1) Perizinan
berusaha
subsektorjasa
konstruksi

2) Sertifrkat
Badan Usaha
subsektorjasa
konstruksi

Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 50%o

(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dikedakan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 307o
(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi

SK No 147244C



PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA

r.H.51

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Llngkup

Skala
Usahe

Tinglat
Rislho

Perizinan
Berusahe

Persyaratan Jangka
Waktu

Penerbltan

KewqJlben PB IIMKT' Parameter Kewenangan

t1) t2t (3t (4) (5) (6t 17l (8t (et (10) (rr) lt2l l13l

dikedakan
oleh BUJKN
mitra KSO

9 4tot7 Konstruk-
si Gedung
Penginap-
an

Kode Sub-
klasifikasi
Konstruksi
Gedung
Penginapan
BGOOT

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah

Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertihkat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
BGOOT

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifrkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifrkasi:
BGOOT

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147245C



PR,ESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

r.H.52

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Llngkup

Skala
Usaha

Ttagkat
Rlello

Perizinan
Berusaha

Persyaraten Jangka
trIaktu

Penerbitan

KewaJiban PB IIMKT' Parameter Kewenangan

(r) t2t (3) (41 (5) (6) 17l (8) (e) (101 (1U lt2l (131

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi

perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar
sesuai
subklasihkasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifrkasi
Besar dan
memiliki
klasifikasi/
subklasihkasi
sejenis yang

SK No 147246C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.53

No Kodc
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Llngkup

Strala
Useha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jaagka
Waktu

Peaerbitan

Kewqfibaa PB UMKTI Parameter Kewenangan

(1) t2l (3) (41 (s) (6) 17t (81 lel (101 (11) ll2l (131

berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertihkat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifrkasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi

tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekerjaan
Konstruksi
atau
Pekerl'aan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
l)Paling

rendah 50%o

SK No 147247 C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

r.H.54

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usahe

Tinglat
Risiko

Perlzinan
Berusaha

Persyaratea Jangka
WeLtu

Penerbitan

KewaJiban PB IIIUKT' Paremeter Keweneagan

(1) t2t (31 (4) (sl (6) t7t (8t (e) 110) ( 11) lt2l (13)

nasional
berkualifikasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2) Sertifikat
Badan Usaha
subsektor jasa
konstruksi

(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dikeg'akan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 30%o

(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi
dike{akan
oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasifikasi
Konstruksi
Gedung
Penginapan
GTOOT

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifrkat Badan
Usaha (SBU)

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147248 C



FR.ESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.55

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

Skala
Usaha

Tinglat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangla
Waktu

Penerbltan

Kcwajiban PB IIMKTI Paremeter Kewcnangan

(U l2t (31 (4) (5) (6t 17l (8t (e) (101 (111 lr2l (131

Subklasihkasi:
GTOOT

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizrnan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifrkat
Standar
sesuai
subklasifikasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerl'a Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi
Besar dan
memiliki

SK No 147249C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

I.H.56

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Llngkup

SLala
Usaha

Tingtat
Risiho

Perlzinan
Berusaha

Persyeratan Janglra
Waktu

Penerbltan

Kewqiiban PB I'MKII Parameter Kewenangan

(1) t2t (3) (4) (st (6t t7l (8t (et (101 111) lr2l (13)

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertifikat
penzinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan

klasifikasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekerjaan
Konstruksi
atau
Pekerjaan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis

SK No 147250C



PR.ESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.57

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Slrala
Usaha

Tiaglat
Risiko

Perlzlnan
Bcrusaha

Persyaratan Jangla
Waktu

Peaerbitan

Kewqilban PB IIMKTI Parametcr Kewenangan

(1) t2t (31 (4) (5) (6) t7t (8) (e) (101 ( 11) lr2l (13)

badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifikasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1) Perizinan

berusaha
subsektorjasa
konstruksi

2) Sertifrkat
Badan Usaha
subsektorjasa
konstruksi

KSO sebagai
berikut:

1) Paling
rendah
50% (lima
puluh
persen)
dari nilai
biaya
pekerjaan
konstruksi
dikery'akan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah
30% (tiga
puluh
persen)
dari nilai
biaya
pekerjaan
pelaksana-
an
konstruksi

SK No l4725lC



FRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

I.H.58

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLele
Useha

Tingkat
Risiho

Perizinan
Berusaha

Persyeratan JangLa
Wahu

Penerbiten

Kewqilban PB IIMKU Parameter Kewenangan

(1) t2t (3t (4) (s) (6t 17l t8) (e) (10) ( 11) lt2l (13)

dikedakan
oleh
BUJKN
mitra KSO

10 41018 Konstruk-
si Gedung
Tempat
Hiburan
dan
Olahraga

Kode Sub-
klasifikasi
Konstruksi
Gedung
Tempat
Hiburan dan
Olahraga :

BGOOS

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah

Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
BGOOS

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifrkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifrkasi:
BGO08

15 Hari I. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147252 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

I.H.59

No

I

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

gLola
Usaha

Tingtat
RisiLo

Perlzlnan
Berusaha

Persyaratan Jengka
Waktu

Penerbitan

Kewqiiban PB IIMKU Paramctcr Kewenangan

(U t2t (31 (4) (st l6l t7l (81 (e) (10) (1U lt2l (13)

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJI(A:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. UNTUK BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi

peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertihkat
Standar
sesuai
subklasifikasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Ke{a Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi
Besar dan
memiliki
klasifrkasi/
subklasifikasi

SK No 147253 C



PF,ESIDEN
REFIJBLIK INDONESIA

I.H.60

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

Skala
Usaha

Tingtat
Risilro

Periziaan
Berusaha

Persyaratan Jangta
WaLtu

Penerbitan

Kewqiiban PB IIMKT' Parameter Kewenangan

(1) t2l (3) (4) (5t (6) 17t (8) (et (101 (1U lt2l (13)

berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta

pendirian
yang
dilegalisasi

2)Sertifikat
perizinan
bidang usaha
jasa
konstruksi
berkualihkasi
Besar di
negara asal
atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negei/
pemegang saham
dalam neseri

seJenls yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Peke4'aan
Konstruksi
atau
Pekedaan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:

SK No 147254C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.61

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

Skala
Usaha

Tinglat
Rlelko

Perizinan
Berusaha

Persyeratan Janglra
trIaLtu

Pcnerbitan

Kewajiban PB IIMKT' Parameter Kewenangan

(1) t2t (31 (41 (st (6t 17l t8) tet (10) (11) lr2l (13)

merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifikasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektorjasa
konstruksi

2) Sertifikat
Badan Usaha
subsektor jasa
konstruksi

1)Paling
rendah 50%o
(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
peke4'aan
konstruksi
dikeg'akan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 30%o
(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi
dikerjakan
oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasifrkasi
Konstruksi
Gedung

Besar Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147255C



PR.ES!DEN
REPUBLIK INDONESIA

1.H.62

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLala
Usaha

Tingkat
Rlslto

Perizinan
Bcrusaha

Persyaratan JangLa
Waktu

Penerbltan

KewaJiban PB IIMKT' Paremctcr Kewenangan

(rl t2t (3) (4) (s) (6) 17t (8) (el (101 (11) lt2l (13)

Tempat
Hiburan dan
Olahraga :

GTOOS

/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
GTOO8

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar
sesuai
subklasifikasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Keq'a Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi

SK No 147256C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.63

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risilro

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangke
Walrtu

Penerbitan

KewaJiban PB TIMKT' Parameter Kewenangan

(U l2l (3) (4) (51 t6) t7l (8t (e) (10) llu lL2l (13)

saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertilikat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham

Besar dan
memiliki
klasihkasi/
subklasihkasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekerjaan
Konstruksi
atau
Pekeq'aan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan

SK No 147257 C



PRESIDEN
REFUELIK INDONEsIA

r.H.64

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Rueng
Lingkup

Slrala
Usaha

Tinglat
Rlsiho

Perizinan
Berusaha

Pcrsyaratan Jangka
Waktu

Pcnerbitan

Kewajiban PB IIMKU Paremeter Kewenangan

(U l2t (3t (4) (51 (6) 17l (8) tet (10) (1U lt2l (13)

dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifikasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2) Sertifrkat
Badan Usaha
subsektor jasa
konstruksi

kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 50%o

(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dikerjakan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 307o
(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekedaan
pelaksanaan
konstruksi
dikerjakan
oleh BUJKN
mitra KSO

SK No 147258 C



FRESIDEN
REPUBLIK lNDONESIA

I.H.65

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risilo

Perizlnan
Berusaha

Persyaratan Jangka
WaLtu

Penerbitan

Kewejiban PB IIMKTI Parameter Kewenaagan

(1) t2t (3t (41 (5t (6t t7l (8) le) (10) (1U lt2l (13)

11 4totg Konstruk-
si Gedung
Lainnya

Kode Sub-
klasihkasi
Konstruksi
Gedung
Lainnya:
BGOO9

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah

Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertilikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
BGO09

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

- lzin
Penetap-
an
Industri
Pertahan-
an

- Sertifikat
Persetuju-
an
Kelaikan
Fasilitas
Produksi
Pertahan-
an
(Certifica-
te of
Approual
Facilitg
Worthi-
ness o/
Deknce
Produc-
tionl:
Moda
Darat,

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

SK No 147259 C



PRES!DEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.66

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Rislko

Perlzinan
Berusaha

Persyaratan Jaagka
Waktu

Penerbiten

Kcwqiiban PB IruKT' Paramctcr Kewenangan

(U t2t (31 (4) (s) l6t 17l (8) (e) (10) (1U lt2l (13)

Moda
Laut
dan/atau
Moda
Udara

- Sertifikat
Persetuju-
an
Kelaikan
Fasilitas
Pemeliha-
raan
Pertahan-
an
(Certifica-
te of
Approual
Facilitg
Worthi-
ness o-f
Defence
Mainten-
ancel:
Moda
Darat,

SK No 147260 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.67

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skata
Usaha

TingLat
Risiko

Pcrizinan
Berusahe

Persyeratan Jangke
Walrtu

Penerbitan

Kewqiiban PB UMI(U Paramctcr Kewenangaa

(1) t2t (3) (4) (s! (6) t7l (8) te) (101 (1U lt2l (13)

Moda
Laut
dan/atau
Moda
Udara

- lzin
Produksi
Alat
Peralatan
Pertahan-
an dan
Keaman-
an

Besar Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasilikasi:
BGOO9

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di

- lzin
Penetap-
an
Industri
Pertahan-
an

- Sertifikat
Persetuju-
an
Kelaikan
Fasilitas
Produksi

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 1472610



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LH.68

No Kode
I(BLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usahe

Tiaglat
Rlsllo

Perizlnen
Benrsaha

Persyaratan JangLa
I[aktu

Penerbitan

Kewqiiben PB INUKU Parameter Kewenangan

(1) l2t (3t (4) l5l (6) t7l (8) (et (ro) (1U lt2l (13)

a. Merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar
sesuai
subklasifikasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifrkasi
Besar dan
memiliki
klasifikasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di
lembaqa

Pertahan-
an
(Certifica-
te of
Approual
Facilitg
Worthi-
ness o.f
Defence
Produc-
tionl:
Moda
Darat,
Moda
Laut
dan/atau
Moda
Udara
Sertifrkat
Persetuju-
an
Kelaikan
Fasilitas
Pemeliha-
raan

SK No 147262 C



PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA

I.H.69

IYo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Liagkup

Skola
Usaha

Tiagkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jengka
Waktu

Pcnerbitan

Kewqiiban PB UMKTI Parameter Kewenangan

(1) t2t (3) (4) (st (6) 17l (8) (el (10) ( 11) (12) (13)

yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertifikat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifrkasi

pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekerl'aan
Konstruksi
atau
Pekerjaan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 507o
(lima puluh
Persen) dari

Pertahan-
an
(Certifica-
te of
Approual
Facilitg
Worthi-
ness o..f

Defence
Mainten-
ance):
Moda
Darat,
Moda
Laut
dan/atau
Moda
Udara
lzin
Produksi
Alat
Peralatan
Pertahan-
an dan

SK No 147263 C



FR,ESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1.H.70

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingtup

Slrela
Usaha

Tingkat
Rislko

Perizinen
Berusaha

Persyeratan Jengka
Waktu

Penerbltan

KeweJlban PB IIMKU Paramctcr Kewenangan

(U t2t (3) (4) l5) (6) 17t (8) (e) (101 tlu lr2l (13)

Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2) Sertihkat
Badan Usaha
subsektorjasa
konstruksi

nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dikerjakan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 307o
(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi
dikeq'akan
oleh BUJKN
mitra KSO

Keaman-
an

Kode Sub-
klasifikasi
Konstruksi
Gedung
Lainnya:
BGOl 1

Mikro Mene-
ngah

Rendah

NIB dan
Sertihkat
Standar

Otomatis 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SKK masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam

- lzin
Penetap-
an
Industri
Pertahan-
an

- Ser[ifikat
Persetuiu-

Usaha Orang
Perseorangan
dengan skala
usaha Mikro

Bupati/
Walikota

SK No 147264 C



PRESIDEN
REFIJELIK INDONESIA

r.H.7 t

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLala
Usaha

Tingkat
Risiho

Perizinan
Bcrusaha

Persyaratau Jangka
Waktu

Penerbltan

KeweJiban PB IIMKTI Paremeter Kewenangan

(U l2t (3t (4) (51 (6) 17l (Et (e) (101 (1rl lr2l (13)

peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

an
Kelaikan
Fasilitas
Produksi
Pertahan-
an
(Certifica-
te of
Approual
Facilitg
Worthi-
ness o.f
Defence
Produc-
tionl:.
Moda
Darat,
Moda
Laut
dan/atau
Moda
Udara
Sertifikat
Persetuju-
an

SK No 147265C



FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

r.H.72

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Linglup

SLala
Usaha

Ting}at
Risiho

Perlzlnan
Bcnrsaha

Persyaratan Jeaglre
Wahu

Peaerbitan

KewaJibea PB UMKT' Paramcter Kewenangan

(1) t2l l3l (4) (s) (6t 17t (8) (e) (10) tlu lr2l (131

Kelaikan
Fasilitas
Pemeliha-
raan
Pertahan-
an
(Certifica-
te of
Approual
Facilitg
Worthi-
ness o.f
Defence
Mainten-
ancel:
Moda
Darat,
Moda
Laut
dan/atau
Moda
Udara

- lzir:
Produksi
Alat

SK No 147266C



FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

1.H.73

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Rlslho

Perizinen
Berusaha

Pcrsyaratan Jangka
Waktu

Penerbitan

Kewajiban PB IIMI{U Parameter Kewenaagan

(1) t2t (3t (41 (st (6) 17l (8t (e) (101 l11l lr2l (13)

Peralatan
Pertahan-
an dan
Keaman-
an

t2 4ro20 Jasa
Pekerjaan
Konstruk-
si Pra-
pabrikasi
Bangun-
an
Gedung

Kode Sub-
klasifikasi
Pekerjaan
Konstruksi
Prapabrikasi
Bangunan
Gedung:
KPOOl

Mikro
Kecil
Mene-
ngah

Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifrkat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifrkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasihkasi:
KPOOl

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147267 C



PRESIDEN
REFUELIK INDONE3IA

r.H.74

No Kode
KBLI

Judul
I(BLI

Ruang
Lingkup

SLeh
Useha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan JengLa
Waktu

Penerbitan

KewaJlban PB UMI(U Parameter Kewenangan

(1) t2t (3t (41 (s) t6) 17l (8) (e) (10) (ru lt2l (13)

Subklasihkasi:
KPOOi

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar
sesuai
subklasifikasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualihkasi
Besar dan
memiliki

SK No 147268 C



PRES!DEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.75

Ilo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skela
Usahe

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangka
trIektu

Penerbitan

Kewajiben PB IIMKT' Paramcter Kewcnangan

(u l2t l3) (4) (st (6t t7t (8) (e) (10) ( 11) (12) (13)

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertifikat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan

klasiftkasi/
subklasihkasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstmksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekerjaan
Konstruksi
atau
Pekerl'aan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis

SK No 147269C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

r.H.76

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Rueag
Ltngkup

Slrele
Usahe

Tingkat
Risiho

Perlzlnan
Berusaha

Persyaratan Jangka
Wehu

Pencrbiten

Kcwqjlban PB IIMKT' Paremeter Kewenangan

(1) t2t l3l (41 (st (6) t7l (Et (et (ro) 111) lr2l (r3)

badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualihkasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1) Perizinan

berusaha
subsektorjasa
konstruksi

2) Sertihkat
Badan Usaha
subsektorjasa
konstruksi

KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 507o
(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dike{akan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 30%o
(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi
dike{akan
oleh BUJKN
mitra KSO

SK No 147270C



PRESIDEN
REFUBLIK !NDONEgIA

r.H.77

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Llngkup

SLala
Usaha

Tinglat
Risiho

Perlzinan
Benrsaha

Persyaratan Jangle
I[ah,u

Penerbiten

Kewqiiban PB UMKTI Parameter Kewenangan

(1) t2t (3) (41 (s) (6) 17l (8) (e) (10) (111 lr2l (13)

13 42tOl Konstruk-
si
Bangun-
an Sipil
Jalan

Kode Sub-
klasifikasi
Konstruksi
Bangunan
Sipil Jalan
BSOOl

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah

Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifrkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
BSOOl

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
Perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

Besar Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertihkat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
BSOOI

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147271 C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

I.H.78

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizlnan
Berusaha

Persyaratan Jangka
trIaktu

Pcnerbiten

Kewajiben PB I'}IKII Parameter Kewenangan

(U t2t (3t (4) (sl (6) 17l (Et te) (10) ( 11) lt2l (131

a. Merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinar:
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. UNTUK BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertilikat
Standar
sesuai
subklasihkasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi
Besar dan
memiliki
klasifikasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga

SK No 147272C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1.H.79

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruaag
Lingkup

glrala
Usaha

Tingkat
Rlslho

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangka
trIektu

Penerbitan

Kewqjlban PB IIMIIU Parameter Kewenangan

(U t2t (3t (4) (st (6) 17l (8) (e) (10) (1U lr2l (13)

yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertifrkat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualihkasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifikasi

pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekedaan
Konstruksi
atau
Pekerjaan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 50%o
(lima puluh
persenl dari

SK No 147273C



PRESlDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.80

lYo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tiugkat
Risito

Perizinen
Berusahe

Persyaratan Jenglra
Walrtu

Pcnerbitan

Kewajiban PB IIMKTI Parameter Kewenangan

(1) tzt (3) (41 (st (61 17l l8) (et (10) (1U lr2l (13!

Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektor
jasa
konstruksi

2)Sertifikat
Badan Usaha
subsektor
jasa
konstruksi

nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dikerjakan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 307o
(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi
dikerjakan
oleh BUJKN
mitra KSO

t4 42tO2 Konstruk-
si
Bangun-
an Sipil
embatan,
Jalan
l,ayang,
Flv Over.

Kode Sub-
klasihkasi
Bangunan
Sipil
Jembatan,
Jalan Layang,
Fly Over, dan

Mikro
Kecil
Mene-
ngah

Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertihkat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertihkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
BSOO2

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

SK No 147274C



FRES!DEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.81

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skela
Usaha

Ttngkat
Rislho

Perizinaa
Berusaha

Persyaratan Jangka
trIektu

Penerbitan

Kewajiban PB IIMKU Paramctcr Kewenangan

(1) t2t (3) (41 (s) (61 t7l (81 (e) (ro) (11) lt2l (r3l

dan
Under-
pass

Underpass
BSOO2

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

Besar Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifrkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifrkasi:
BSOO2

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per

15 Hari l. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147275C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.82

ItIo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Llngtup

SLala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangka
Wahu

Penerbitan

Kewqiiban PB IIMKT' Parameter Kcweaaagan

(r) l2l l3l (4) ls) (6) 17l (81 (e) (10) (1U lt2l (13)

jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2)Sertifikat
perizinan

sesuar
subklasihkasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualihkasi
Besar dan
memiliki
klasihkasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan

SK No 147501C



FRESIDEN
REPUBLTK lNDONEgIA

I.H.83

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Liagkup

SLela
Usaha

Tingkat
Rlslko

Perizlnan
Berusaha

Persyaratan Jenglra
Illalrtu

Penerbitan

Kewqfiban PB IIMKU Paramcter Kewenangan

(1) l2t (3) (4) (st (6) 17l (8) (e) (10) (1U lt2l (131

bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifrkasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualihkasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
l)Perizinan

berusaha
subsektor jasa
konstruksi

Pekerjaan
Konstruksi
atau
Pekerjaan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 50%o

(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dikerjakan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 307o
(tisa puluh

SK No 147502 C



PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA

I.H.84

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLqta
Ueaha

Tingkat
Risilo

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangka
Wektu

Pcncrblten

KewaJiban PB UMKTI Paremeter Kewenengan

l1) t2l (31 (4) (st (6t 17l (8) (et (101 ( 1rl lt2l (13)

2) Sertifikat
Badan Usaha
subsektor jasa
konstruksi

persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi
dikeq'akan
oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasifikasi
Bangunan
Sipil
Jembatan,
Jalan Layang,
FIy Over, dan
Underpass :

STOOl

Besar Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
STOOl

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147503C



PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA

I.H.85

I{o Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skela
Usaha

Tiagtat
Risiho

Perizlnan
Berusaha

Persyeretan Jaugka
WaLtu

Penerbitan

Kewajiban PB IIMKTI Parameter Kewenangan

(1) l2l (3t (4) (sl (6) t7t (8) (e) 110) (1U ll2l (13)

b. Membayar biaya
administrasi
peinnan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

a. Melakukan
perpanjangan
Sertifikat
Standar
sesuai
subklasifikasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Ke{a Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi
Besar dan
memiliki
klasifikasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mensikuti

SK No 147504C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.86

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLala
Usaha

Ttngkat
Rlsiho

Perizinan
Bcrusaha

Persyerataa Jengka
WaLtu

Penerbitan

KewaJlban PB IIMKTI Paramcter Kcwcnangan

(u t2t (3t (4) (sl (6) 17l (8) (e) (101 I 111 lt2l (13)

2) Sertihkat
perlzinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifrkasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifikasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha

proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekerjaan
Konstruksi
atau
Pekerjaan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 5O%o

(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dikerjakan

SK No 147505 C



PF,ESIDEN
REPUELIK INDONESIA

r.H.87

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Liagkup

SLala
Usaha

Ttngkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaretan Jengka
I[ahu

Penerbitan

Kewajiban PB TIMKT' Paramcter Kewenaagan

(1) t2t (3) (4) (5t (6) 17l (81 (e) (10) l11l lr2l (13)

subsektor jasa
konstruksi

2) Sertihkat
Badan Usaha
subsektorjasa
konstruksi

di dalam
negeri

2)Paling
rendah 30%o

(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi
dike{akan
oleh BUJKN
mitra KSO

15 42LO3 Konstruk-
si Jalan
rel

Kode Sub-
klasifikasi
Konstruksi
Jalan rel :

BSOO3

Mikro
Kecil
Mene-
ngah

Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifrkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifrkasi:
BSOO3

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

SK No 147506C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.88

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Useha

Tingkat
Rislho

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jaugka
Waktu

Penerbitea

KewqJlban PB IruXU Parameter Kcwcnangan

(r) t2t (3) (4) (s) (6t 17l t8) lel (10) ( 11) lt2l (13)

bidang jasa
konstruksi

Besar Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifrkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasihkasi:
BSOO3

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
periirnan
berusaha per

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifrkat
Standar

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147507 C



FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

r.H.89

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Llagkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinen
Benrsaha

Persyaratan JengLa
Waktu

Penerbitan

KewaJiban PB UMKU Parameter Kewenangan

(1) t2t (3t (4) (st (6t 17l (8) (e) (10) (1U lt2l (13)

jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertifikat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi

sesual
subklasifrkasi
setiap 3
Tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi
Besar dan
memiliki
klasifikasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

SK No 147508 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

I.H.90

No Kode
KBLI

Judul
I{BLI

Ruang
Lingkup

SLela
Usahe

Tinglat
Rislho

Perizinan
Berusaha

Persyeratan Jangka
Waku

Penerbitan

Kewajiban PB UMI{U Parameter Kewcnangan

(u l2l (3) (4) (s) (6) 17t (8) (et (10) ( 11) lt2l (13)

berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifikasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektorjasa
konstruksi

2)Sertihkat
Badan Usaha

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekerjaan
Konstruksi
atau
Pekerjaan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 507o
(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dike{akan
di dalam
negeri

SK No 147509C



PRESIDEN
REPUBLIK !NDONESIA

I.H.91

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Liagkup

Sl€la
Usehe

Tingtat
Rielto

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangka
trIehu

Peaerbitan

Kewqllben PB IIIUKU Paremeter Kewenangen

(1) t2t (3) (41 (st (6) 17l (8) (e) (10) ( 11) ltzl (13)

subsektorjasa
konstruksi

2)Paling
rendah 30%o

(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi
dike{akan
oleh BUJKN
mitra KSO

16 42tO4 Konstruk-
S1

Terowo-
ngan

Kode Sub-
klasihkasi
Konstruksi
Terowongan
KKO14

Mikro
Kecil
Mene-
ngah

Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifrkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
KKOl4

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

SK No 147510 C



FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

r.H.92

IYo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risilo

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Janglra
Waktu

Pcnerbitan

Kewajiban PB TIMKT' Paremctcr Kewenangan

(1) t2t (3t (4) (st (6) 17l (8) (e) (10) (1U (12) (13)

Besar Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
KKO14

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizrnan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertihkat
Standar
sesuai
subklasifikasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No l475ll C



FRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA

I.H.93

IYo Kodc
KBLI

Judul
I(BLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Ttngkat
Risiko

Perizinan
Benrsaha

Persyaratan JangLa
Waktu

Penerbiten

KewaJiban PB IIIUKT' Parameter Kcwenangan

(1) t2l (3t (4) (5) (6t 17l (81 (et (10) (111 lr2l (13)

undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2)Sertifikat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang

Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi
Besar dan
memiliki
klasihkasi/
subklasihkasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekeg'aan
Konstruksi
atau
Pekerjaan
Konstruksi

SK No 147512 C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

t.H.94

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Llngkup

SLala
Usaha

TiagLat
Risllo

Perizinan
Berusaha

Pcrsyaratan JengLa
WaLtu

Penerbitaa

Kewajiban PB I'MKU Parameter Kewenangan

(U t2t (3t (41 ts) (6) t7l (81 (et (10) (1U lt2l (131

seJenls yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negei/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualihkasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2) Sertihkat
Badan Usaha
subsektor jasa
konstruksi

Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 50%o

(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dikerjakan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 3O%o

(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekeq'aan
pelaksanaan
konstruksi

SK No 147513 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.95

IYo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

Stela
Ueaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Benrsaha

Persyaratan Jangka
I[alrtu

Penerbitan

Kewajiban PB IIMKTI Parameter Kewenangan

(1) t2t (3t (41 (st (6) 17l (81 tet (101 ( 11) lt2l (13)

dike{akan
oleh BUJKN
mitra KSO

t7 4220L Konstruk-
si
Jaringan
Irigasi
dan
Drainase

Kode Sub-
klasifikasi
Konstruksi
Jaringan
Irigasi dan
Drainase :

BSOO4

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah

Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertihkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasihkasi:
BSOO4

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melakukan
Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

Besar Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifrkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
BSOO4

15 Hari l. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No l475I4C



PRESIDEN
REFUELIK INDONESIA

I.H.96

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Llngkup

Strala
Usaha

Ttagket
Rlslko

Perlzinan
Beruseha

Persyaratan JangLa
Wektu

Pcnerbitan

KewaJiban PB UMKU Parameter Kewenangan

(1) t2t (3t (4) (sl (61 17l t8) (e) (101 (1U lr2l (13)

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
peizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. UNTUK BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi

peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar
sesuai
subklasifikasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi
Besar dan
memiliki
klasifrkasi/
subklasihkasi

SK No 147515 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.97

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Strala
Usaha

Ttnglat
RlsiLo

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Janglra
Waku

Pcnerbltan

Kewqilban PB UMKTI Parameter Kewenangan

(u t2t (31 (4) (st (6) 17l (8) (e) (10) (11) lL2l (13)

berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertifikat
perizir:an
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
iasa konstruksi

sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekerjaan
Konstruksi
atau
Pekerjaan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:

SK No l475L6C



PR,ESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.98

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tinglrat
Risiho

Perizlnan
Berusaha

Persyaratan Jangka
Waktu

Penerbltan

Kewqilban PB UMKTI Paramctcr Kewcnangan

(1) t2t (3) (4) (s) (6) t7l (81 (et (10) (1U lt2l (13)

nasional
berkualihkasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2) Sertifikat
Badan Usaha
subsektor jasa
konstruksi

1)Paling
rendah 507o
(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dikeq'akan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 30%o
(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi
dike{akan
oleh BUJKN
mitra KSO

18 42202 Konstruk-
si
Bangun-
an Sipil

Kode Sub-
klasihkasi
Konstruksi
Bangunan

Mikro
Kecil

Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,

Bupati/
Walikota

SK No 147517 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.99

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skah
Useha

Tinglat
Risiho

Perizinen
Benrsaha

Persyaretan Jangta
Waktu

Penerblten

Kewqjlban PB IIIUKI. Paremeter Kewenangan

(U t2t t3) (4) (5t (6) 17l (8) (e) (101 (11) lr2l 113)

Pe-
ngolahan
Air Bersih

Sipil
Pengolahan
Air Bersih :

BSOO5

Mene-
ngah

/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
BSOO5

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

Kecil,
Menengah

Besar Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertihkat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
BSOOS

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147518 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.100

IYo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinaa
Berusaha

Persyaratan Jaagka
Waktu

Penerbltan

Kewajiban PB T'MKT' Parameter Kewenangan

(r) t2t l3) (4) l5l (6t 17l (8t (e) (10) (11) lr2l (13)

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:

a. Melakukan
perpanjangan
Sertifikat
Standar
sesuai
subklasifikasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualihkasi
Besar dan
memiliki
klasihkasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
meneikuti

SK No 147519 C



PRESlDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.101

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLaIa
Usaha

Tinglat
Risiho

Perizinan
Berusahe

Persyaratan Janglra
Waktu

Penerbitan

KewqJiban PB UMKU Peremeter Kcwenangan

(U t2t (31 (4) (sl (6) 17l (8) (e) (10) (lrl lt2l (131

1)Akta pendirian
yang
dilegalisasi

2) Sertifikat
perizrr:.an
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualihkasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifikasi
Besar yang

proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekedaan
Konstruksi
atau
Pekerl'aan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 50%o

(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dikeriakan

SK No 147520 C



PRESIDEN
REPUBLIK !NDONESIA

I.H.102

lYo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Liagkup

SLah
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizlnan
Beruseha

Persyaratan Jengka
Waktu

Penerbitan

Kewqjlban PB IIMKU Parameter Kewenangan

(U t2l (3) (4) (st (6) t7l (8) (e) (rol (1U lr2l (13)

dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2) Sertifrkat
Badan Usaha
subsektorjasa
konstruksi

di dalam
negeri

2)Pabng
rendah 307o
(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi
dikeg'akan
oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasihkasi
Konstruksi
Bangunan
Sipil
Pengolahan
Air Bersih :

STOO2

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badart
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
STOO2

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147521C



PRESIDEN
REFUELIK INDONESIA

I.H.103

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
LingLup

SLqla
Usaha

TingLat
RisiLo

Perlzinan
Berusaha

Persyaratan JangLa
Wahu

Penerbitan

Kewajiban PB I'MKI' Parameter Kewenangan

(1) t2t (3) (4) (s) (6t 17l (8) (e) (10) (1U lt2l (131

a. Merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJI(A:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar
sesuai
subklasifikasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifrkasi
Besar dan
memiliki
klasihkasi/
subklasifrkasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga

SK No 147522C



PRESIDEN
REFUELIK INDONESIA

I.H.104

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizlnan
Berusaha

Persyereten Jangka
Waktu

Peaerbitan

KewaJiben PB IIMI(U Parameter Kewenangan

(U 121 (3) (4) (5) (6t 17l (8) (e) (10) ( 11) lt2l l13l

yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertihkat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negen/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifikasi

pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekerjaan
Konstruksi
atau
Pekerjaan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 507o
(lima puluh
persen) dari

SK No 147523 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.105

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruaug
Lingkup

SLel,a
Usaha

Tingtat
Risiho

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangka
Waktu

Penerbitan

Kewqliban PB I'MKTI Paramcter Kcwenangan

(1) t2l (3) (41 (s) (6) 17l (8) (e) (101 (1rl lr2l (13)

Besar yang
dibuktikan
dengan:
1) Perizinan

berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2) Sertif,rkat
Badan Usaha
subsektor jasa
konstruksi

nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dikerjakan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 307o
(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi
dikerjakan
oleh BUJKN
mitra KSO

l9 42203 Konstruk-
si
Bangun-
an Sipil
Pra-
sarana
dan
Sarana

Kode Sub-
klasihkasi
Konstruksi
Bangunan
Sipil
Prasarana
dan Sarana
Sistem

Mikro
Kecil
Mene-
ngah

Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertihkat
Standar

l. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
BS006

15 Hari l. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

SK No 147524C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.106

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

SLala
Usaha

Tingket
Risiko

Pcrizinan
Berueaha

Persyaratan Jangka
Waktu

Peaerblten

KewaJiban PB UMKT' Parameter Kewenangan

lr) t2t (3) (4) (5) (6) 17l (81 (el (10) ( 11) lt2l (r3)

Sistem
Pe-
ngolahan
Limbah
Padat,
Cair, dan
Gas

Pengolahan
Limbah
Padat, Cair,
dan Gas :

BS006

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertilikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasihkasi:
B5006

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJI(A:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147525 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.107

No Kode
KBLI

Judul
I(BLI

Ruang
Linglup

Skala
Useha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangka
Wektu

Penerbitan

KewaJiban PB UMKTI Paremctcr Kewcnangan

(U t2t (3) (4) (st (6t 17l (8) (e) 110) ( 1r) lt2l (13)

jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2)Sertifrkat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi

sesuai
subklasifrkasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi
Besar dan
memiliki
klasifikasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan

SK No 147526C



PR.ESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.108

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Slrrla
Usahe

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyeratan JangLa
Wektu

Pcnerbitan

Kewqilban PB IIMKU Parameter Kewenangau

(1) t2t (3t (4) (s) (6t 17l (8) (e) (101 ll rl lr2l (13)

berkualifrkasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifrkasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2)Sertifikat
Badan Usaha

Pekeq'aan
Konstruksi
atau
Pekeq'aan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 507o
(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dikerjakan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 307o
(tisa puluh

SK No 147527 C



PRES!DEN
REPUBLTK INDONESIA

I.H.109

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLgta
Usaha

Ttagknt
Rlsiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jaagka
Waktu

Penerbitan

Kcwqilban PB IIMKU Parameter Kewenangaa

(1) t2t (3) (41 (st (6t 17l (8t (et (rol ( 11) lr2l (r3l

subsektorjasa
konstruksi

persen) dari
nilai biaya
peke{aan
pelaksanaan
konstruksi
dike{akan
oleh BUJKN
mitra KSO

20 42204 Konstruk-
si
Bangun-
an Sipil
Elektrikal

Kode Sub-
klasifikasi
Konstruksi
Bangunan
Sipil
Elektrikal :

BSOOT

Mikro
Kecil
Mene-
ngah

Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
BSOOT

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorang€rn

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147528C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.110

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Strala
Usaha

Tiagkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangka
trIaktu

Penerbitan

Kewajiban PB IIMKT' Paremeter Kewenangan

(rl t2t (3) (4) (sl (6) 171 (8) (et l10l llu lt2l (r3l

/Sertifrkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasihkasi:
BSOOT

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJI(A:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang

2. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

3. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar
sesuai
subklasifikasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Keq'a Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifrkasi
Besar dan
memiliki

SK No 147529 C



PRESIDEN
REPUELTK INDONESIA

I.H.111

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Linglup

SLqla
Usaha

Tingkat
Risiko

Perlzinan
Berueeha

Persyaratan Jangka
trIettu

Penerbitan

KewaJiban PB T'MKTI Parameter Kewenangan

(r) t2l (3t (4) (s) (6) 17l (81 (e) 110) (1U |I2t (r3l

saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertifikat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualihkasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeil
pemegang saham

klasihkasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekerjaan
Konstruksi
atau
Pekerjaan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis

SK No 147530 C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

I.H.tt2

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skda
Usaha

Tingkat
Risiho

Perizinan
Berusaha

Persyeretan Jangta
Wahu

Penerbiten

KewaJlban PB UMKT' Parameter Kewenangan

(U t2t (3) (41 (sl (6) 17l (8) (el (101 (11) lt2l (13)

dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualihkasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektor
jasa
konstruksi

2) Sertifrkat
Badan Usaha
subsektor
jasa
konstruksi

KSO sebagai
berikut:
l)Paling

rendah 50%o

(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dikeg'akan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 30%o
(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi
dikerjakan
oleh BUJKN
mitra KSO

d. KSO untuk
pelaksanaan

SK No 147531C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.113

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

$lrala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinen
Benrsaha

Persyaratan Janglra
Wattu

Penerbitra

Kewajiban PB IIMKTI ParaEGter Kcwenangan

(1) t2l (3) (4) (5) (6t 17l (8) te) llo) ( 11) lt2l (13)

Jasa
Konsultansi
Konstruksi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Seluruh

pekeq'aan
jasa
Konsultansi
Konstruksi
dilakukan di
dalam negeri

2)Paling
sedikit 50%
(lima puluh
persen) dari
nilai
pekerjaan
jasa
Konsultansi
Konstruksi

SK No 147532C



PR,ESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.1 14

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Liogkup

Stota
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinen
Berusahe

Persyaretan Jangke
Waktu

Penerbitrn

Kewajiban PB INUXU Parameter Kewenangau

(1) t2t (31 (41 (5) (6) t7l (8) (e) (10) (11) lt2l (13)

dike{akan
oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasifikasi
Konstruksi
Bangunan
Sipil
Elektrikal:
STOO3

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
STOO3

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJI(A:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan

15 Hari l. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar
sesuai

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147533 C



PRES!DEN
REFUELIK INDONESIA

r.H.1 15

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skrta
Usahe

Tingkat
Rislko

Perizlnan
Berusahe

Persyaratan Jangka
Wah,u

Penerbltan

KewaJibaa PB IIMKTI Paramcter Kewenangan

(u t2t (3) (4) (5) (6) t7l (8) (et (10) 111) lt2l (131

perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2)Sertihkat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualihkasi
Besar di negara

subklasil-rkasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualihkasi
Besar dan
memiliki
klasihkasi/
subklasihkasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekeriaan

SK No 147534C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.116

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Llngkup

Skeh
Usaha

Ttngkat
Rlslko

Perizinan
Bcnrsaha

Persyaratan Jangha
trIaktu

Penerbitan

Kcwajiban PB UMKT' Peremeter Kewcnangan

(U t2t (3) (4) (s) (6) 17l (8t (e) 110) (1U lr2l (13)

asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negei/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifikasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
l)Perizinan

berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2) Sertifrkat
Badan Usaha
subsektor jasa
konstruksi

Konstruksi
atau
Peke{aan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
l)Paling

rendah 50%o
(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekedaan
konstruksi
dikedakan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 30%o
(tiga puluh
persen) dari

SK No 147535 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

T.H.I17

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Llngkup

Skala
Useha

Tingkat
Risiko

Perlzinan
Berusaha

Persyaratan Jangka
trIaktu

Penerbitan

Kewajiban PB IIMKT' Paremeter Kcwenaagan

(u t2t (3t (4) l5) (6) t7l (E) (el (10) ( 11) ltzl (13)

nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi
dikerjakan
oleh BUJKN
mitra KSO

21 42205 Konstruk-
si
Bangun-
an Sipil
Tele-
komunika
si untuk
Pra-
sarana
Trans-
portasi

Kode Sub-
klasifikasi
Konstruksi
Bangunan
Sipil
Telekomunika
si untuk
Prasarana
Transportasi :

BSOOS

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah

Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi /
Sertihkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
BSOO8

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

- lzin
Penetap-
an
Industri
Pertahan-
an

- Sertihkat
Persetuju-
an
Kelaikan
Fasilitas
Produksi
Pertahan-
an
(Certifica-
te of
Approuol
Facilitu

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

SK No 147536 C



PRESIDEN
REFUELIK INDONESIA

I.H.1 18

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Rlslko

Perizinan
Benrseha

Persyeratan Jangka
Welrtu

Penerbitan

KewaJiban PB I'MKT' Parameter Kcwenangan

(u t2l (3) (41 (sl (6) 17l (8t (el (10) ( 11) lt2l (13)

Worthi-
ness of
Defence
Product-
ion): Moda
Darat,
Moda
Laut
dan/atau
Moda
Udara

- Sertifikat
Persetuju-
an
Kelaikan
Fasilitas
Pemeliha-
raan
Pertahan-
an
(Certifica-
te of
Approual
Facilitg
Worthi-

SK No 147537 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

I.H.1 19

Itto Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingtup

gLeta
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinen
Berusaha

Persyaretan Jaagka
Waktu

Penerbitan

KewqJlban PB IIMKTI Perameter Kewenlngan

(U t2t (3) (41 (st (6t 17l (8) (el (10) (11) lt2l (13)

ness o.f
Defence
Mainten-
ancel:
Moda
Darat,
Moda
Laut
dan/atau
Moda
Udara
lztn
Produksi
Alat
Peralatan
Pertahan-
an dan
Keaman-
an

Besar Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertihkat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi

15 Hari I. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

lzin
Penetap-
an
Industri

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147538 C



PRESIDEN
REFUELIK INDONESIA

I.H.120

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skela
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizlnan
Benrsaha

Persyeratan Jangka
Wahu

Pcnerbitan

Kewqilban PB TIMNU Parameter Kewenaagan

(U l2t (3) (41 (st l6l t7l (8) (e) (10) 111) lr2l 113)

/Sertifrkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasihkasi:
BSOO8

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertihkat
Standar
sesuai
subklasihkasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Keq'a Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi

Pertahan-
an
Sertifikat
Persetuju-
an
Kelaikan
Fasilitas
Produksi
Pertahan-
an
(Certifica-
te of
Approual
Facilitg
Worthi-
ness o/
Defence
Product-
ion): Moda
Darat,
Moda
Laut
dan/atau
Moda
Udara

SK No 147539 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

t.H.L2t

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLah
Usaha

Tingtat
Risiko

Perlzlnaa
Bcrusaha

Persyeratan Jengka
Waktu

Penerbitan

Kewqilban PB IIMKTI Parameter Kcwenangan

(1) t2l t3) (4) l5) t6) 17l (8) (el (10) ( 1r) lt2l (13)

saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertifikat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualihkasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeil
pemegang saham

Besar dan
memiliki
klasifikasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekerjaan
Konstruksi
atau
Pekeq'aan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan

Sertifikat
Persetuju-
an
Kelaikan
Fasilitas
Pemeliha-
raan
Pertahan-
an
(Certifica-
te of
Approual
Facilitg
Worthi-
ness orf
Defence
Mainten-
ancel:
Moda
Darat,
Moda
Laut
dan/atau
Moda
Udara

SK No 1,47540 C



PRES!DEN
REPIJBLTK INDONESIA

t.H.t22

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Slnla
Usaha

Tiagkat
Rislko

Perizlnan
Berusaha

Persyeretan JangLa
Waktu

Penerbitan

Kewqiiban PB IIMKTI Parameter Kcwenangan

(U t2t (3t (4) tst t6t 17l (8) (e) 110) tlu lt2l (r3)

dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifrkasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:

1) Perizinan
berusaha
subsektorjasa
konstruksi

2) Sertil-rkat
Badan Usaha
subsektor jasa
konstruksi

kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:

1) Paling
rendah 50%o
(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dikerjakan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 30%o

(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi
dikerjakan
oleh BUJKN
mitra KSO

lzin
Produksi
Alat
Peralatan
Pertahan-
an dan
Keaman-
an

SK No 147541 C



PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA

I.H.123

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tinglat
RisiLo

Perlzinen
Bcruseha

Persyeretan Jengla
Wahu

Pcnerbitan

Kewqiiban PB TIMKT' Parameter Kewenangan

(1) t2t (3t (4) (s) (6) 17l l8) (e) (10) (1U lt2l (13)

22 42206 Konstruk-
si Sentral
Teleko-
munikasi

Kode Sub-
klasihkasi
Konstruksi
Sentral Tele-
komunikasi
BSOO9

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah

Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasihkasi:
BSOO9

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

lzin
Penetap-
an
Industri
Pertahan-
an
Sertihkat
Persetuju-
an
Kelaikan
Fasilitas
Produksi
Pertahan-
an
(Certifica-
te of
Approual
Facilitg
Worthi-
ness of
Defence
Product-
ion): Moda
Darat,
Moda

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

SK No 147542C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.I24

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

SLrla
Usahe

Tingkat
Risiko

Perizlnan
Berusaha

Persyarataa Jangka
Waktu

Penerbltaa

KewaJiban PB UMKT' Parameter Kcwcnangan

(1) t2l (3) (4) (s) l6l 17l (81 (e) (101 ( 11) lt2l (13)

Laut
dan/atau
Moda
Udara
Sertifikat
Persetuju-
an
Kelaikan
Fasilitas
Pemeliha-
raan
Pertahan-
an
(Certifica-
te of
Approual
Facilitg
Worthi-
ness o-f
Defence
Mainten-
ancel:
Moda
Darat,
Moda

SK No 147543C



FRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA

I.H.125

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingtat
Risilo

Perizinan
Bcnreeha

Pcrsyaratan Janglra
Waktu

Peaerbltau

Kewajiben PB UMKT' Parameter Kewenangen

(U t2l (3) (4) (s) (6t 17l (8) (et (10) (r 1l lr2l (131

Laut
dan/atau
Moda
Udara

- lzir.
Produksi
Alat
Peralatan
Pertahan-
an dan
Keaman-
an

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifrkasi:
BSO09

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di

- lzin
Penetap-
an
Industri
Pertahan-
an

- Sertifikat
Persetuju-
an
Kelaikan
Fasilitas
Produksi

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147544C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

t.H.126

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Llngkup

Skala
Useha

Tingtat
Rielho

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangka
Wektu

Penerbitan

Kewajiben PB I'}IKU Parameter Kewenangau

(U t2t (3) (41 l5) (6) 17l (81 (et llo) (r1) lt2l (13)

a. Merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizrnan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perrrndang-
undangan yang
berlaku

3. UNTUK BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar
sesuai
subklasifikasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi
Besar dan
memiliki
klasifikasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga

Pertahan-
an
(Certif.ca-
te of
Approual
Facilitg
Worthi-
ness o.f
Defence
Product-
ion): Moda
Darat,
Moda
Laut
dan/atau
Moda
Udara

- Sertihkat
Persetuju-
an
Kelaikan
Fasilitas
Pemeliha-
raan
Pertahan-

SK No 147545 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.t27

![o Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Llnghup

Slrah
Usaha

Tiagtat
Riello

Perlzinen
Berusahe

Persyaratan Janglra
Wektu

Pendrbitan

KeweJiban PB I'MKTI Parameter Kewenangan

(U t2t (3t (4) (s) (61 t7l (81 lel (101 I 111 1t2l (131

yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertifikat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualihkasi

pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekerjaan
Konstruksi
atau
Pekerjaan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 507o
(lima puluh
persen) dari

an
(Certifica-
te of
Approual
Facilitg
Worthi-
ness o..f

Defence
Mainten-
ancel;
Moda
Darat,
Moda
Laut
dan/atau
Moda
Udara

- lzin
Produksi
Alat
Peralatan
Pertahan-
an dan
Keaman-
an

SK No 147546C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

I.H.128

No Kode
KBLI

Judul
I(BLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usahe

Tingkat
Risiko

Pcrizlnan
Berusaha

Pcrsyaratan Jangka
Wektu

Penerbitan

KewaJlban PB III}IKTI Paramcter Kewcnangaa

(u l2l (3) (4) (sl (61 t7t (81 (e) (101 ( 11) ll2l (13)

Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Per2inan

berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2) Sertihkat
Badan Usaha
subsektor jasa
konstruksi

nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dike{akan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 3O%o

(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi
dikedakan
oleh BUJKN
mitra KSO

23 42207 Pembuat-
an/
Pengebor-
an Sumur
Air Tanah

Kode Sub-
klasihkasi
Pembuatan/
Pengeboran
Sumur Air
Tanah :

PLO05

Mikro
Kecil
Mene-
ngah

Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
PLOO5

15 Hari l. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

SK No 147547 C



PRESIDEN
REFUBLIK !NDONESIA

r.H.t29

IYo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruaag
Lingkup

Shala
Usaha

TingLat
Rlsiho

Pcrizinan
Berusahe

Persyaretan Jaaglra
Waku

Penerbitan

Kcwqjibaa PB I'MKTI Parametcr Kcwenangan

(1) t2t (3t (4) (sl (6) 17l (8) (e) (10) (ru lr2l (131

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

l. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
PLOO5

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
pervirran
berusaha per

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147548C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.130

Judul
KBLI

lYo

(U

Kode
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangka
trIehu

Pcncrbitan

KewaJiban PB T'MIIU Parameter Kewenangaa

l2l (3) (4) l5) (6) 17l (8t (et (10) (1U ltzl (13)

jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. UNTUK BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2)Sertifikat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi

sesual
subklasihkasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi
Besar dan
memiliki
klasihkasi/
subklasihkasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan

SK No 147549 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

I.H. 131

IlIo Kode
ITBLI

Judul
KBLI

Rueng
Lingkup

glrola
Usaha

Tingket
Rlslko

Perizinan
Beruseha

Pcrsyaraten Jangka
Waktu

Penerbitan

Kewqiiban PB IIMKU Peremeter Kewcnangan

(r) t2t (3t (4) (s) (6) t7t (8) (e) (101 (1 1) lL2l (13)

berkualihkasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualihkasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektorjasa
konstruksi

2) Sertifikat
Badan Usaha

Peker;'aan
Konstruksi
atau
Pekerjaan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 50%o
(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dikedakan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 3O%o

(tiga puluh

SK No 147550 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

I.H.132

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruaag
Lingkup

Slrah
Useha

Tiugkat
Risiko

Perizinan
Berusahe

Persyaratan Jaagta
Waktu

Pencrbitan

Kewqjiban PB IruXU Peremeter Kewenangan

(1) t2t (3) (41 (st (6) 17l (8) (e) (10) (11) lr2l (131

subsektor jasa
konstruksi

persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi
dikeq'akan
oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasifikasi
Pembuatan/
Pengeboran
Sumur Air
Tanah:
PLO09

Mikro Mene-
ngah

Rendah

NIB dan
Sertifikat
Standar

Otomatis 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SKK masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

Usaha Orang
Perseorangan
dengan skala
usaha Mikro

Bupati/
Walikota

24 42209 Konstruk-
si
Jaringan
Irigasi,

Kode Sub-
klasifrkasi
Konstruksi
Jaringan

Mikro
Kecil

Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

- lzin
Penetap-
an
Industri

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,

Bupati/
Walikota

SK No 147551 C



FRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA

I.H.133

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usahe

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jeagka
Waktu

Penerbltan

Kewqilban PB IIMKU Parameter Kcwcnangan

(rl t2t (3t (41 (5) (6) 17l t8) (e) (10) (11) lt2l (13)

Komuni-
kasi, dan
Limbah
Lainnya

Irigasi,
Komunikasi,
dan Limbah
Lainnya:
BS02O

- Mene-
ngah

/Sertihkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifrkasi:
BSO2O

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

Pertahan-
an

- Sertihkat
Persetuju-
an
Kelaikan
Fasilitas
Produksi
Pertahan-
an
(Certifica-
te of
Approual
Facilitg
Worthi-
ness o/
Defence
Product-
ron): Moda
Darat,
Moda
Laut
dan/atau
Moda
Udara

Kecil,
Menengah

SK No 147552 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

LH.134

I{o Kode
KBLI

Judul
KBLI

Rueng
Ltagtup

Slrala
Usaha

Tingkat
Rlslko

Perizinan
Benrseha

Persyaratan Janglra
trIelrtu

Penerbitan

KewaJlban PB IIMI{U Parameter Kewenangan

(1) tzt (3t (4) (st (6) 17l (8t lel 110) (1U lt2l (13)

Sertil-rkat
Persetuju-
an
Kelaikan
Fasilitas
Pemeliha-
raan
Pertahan-
an
(Certitrca-
te of
Approual
Facilitg
Worthi-
ness of
Defence
Mainten-
ancel:
Moda
Darat,
Moda
Laut
dan/atau

SK No 147553 C



FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

r.H.135

I{o Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Ueaha

TingLat
Risilro

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jenglra
Waktu

Penerbitan

Kewajiban PB I'UKU Parameter Kewenangan

(1) t2l (3t (4) (st (6) 17l (8t (e) (10) t1u lt2l (13)

Moda
Udara

- lzin
Produksi
Alat
Peralatan
Pertahan-
an dan
Keaman-
an

Besar Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifrkat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertihkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasihkasi:
BSO2O

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJI(A:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

lzin
Penetap-
an
Industri
Pertahan-
an
Sertihkat
Persetuju-
an
Kelaikan
Fasilitas
Produksi
Pertahan-
an (Certi-

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147554C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.136

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizlnan
Beruseha

Persyarataa Jangka
Waktu

Penerbltan

KewaJlban PB I'MKU Parameter Kewenangan

(1) t2t t3) (4) (s) t6t t7t (8t (e) (10) (r 1l lt2l (13)

berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
penzinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. UNTUK BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar
sesuai
subklasifikasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifrkasi
Besar dan
memiliki
klasihkasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan iasa

ficate of
Approual
Facilitg
Worthi-
ness orf
Defence
Product-
ion): Moda
Darat,
Moda
Laut
dan/atau
Moda
Udara

- Sertifikat
Persetuju-
an
Kelaikan
Fasilitas
Pemeliha-
raan
Pertahan-
an
(Certifica-
te of

SK No 147555 C



PR.ESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.137

IYo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingtat
Risiko

Pcrlzinan
Berusaha

Pcrsyaratan Jengka
Wahu

Penerbitaa

Kewqiiban PB I'I[KT' Parameter Kewenangan

(1) t2l (3) (41 (5) (6) 17l (8) (et (101 (lrl lr2l l13l

1)Akta pendirian
yang
dilegalisasi

2) Sertifikat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualihkasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualihkasi
Besar yang

konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekerjaan
Konstruksi
atau
Pekeq'aan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
l)Paling

rendah 50%o

(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekeriaan

Approual
Facilitg
Worthi-
ness o/
Defence
Mainten-
ancel:
Moda
Darat,
Moda
Laut
dan/atau
Moda
Udara

- lzin
Produksi
Alat
Peralatan
Pertahan-
an dan
Keaman-
an

SK No 147556C



PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA

I.H.138

ItIO Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Liugtup

glrela
Usaha

Tingkat
Risiko

Perlzinan
Berusaha

Pcrsyaratan Jengla
WaLtu

Penerbitan

KewaJiban PB IIMKTI Paremctcr Kewenangan

(r) t2t (31 (4) ts) (61 17l (8t (e) (10) ( 11) lt2l (131

dibuktikan
dengan:
1) Per2inan

berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2)Sertifikat
Badan Usaha
subsektor jasa
konstruksi

konstruksi
dikeq'akan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 30%o

(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi
dikerjakan
oleh BUJKN
mitra KSO

25 429t1 Konstruk-
si
Bangun-
an
Prasaran
a Sumber
Daya Air

Kode Sub-
klasifikasi
Konstruksi
Bangunan
Prasarana
Sumber Daya
Air : BS010

Mikro
Kecil
Mene-
ngah

Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifrkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
BSOlO

15 Hari 1. Menyampaikan
[,aporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundanq-

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

SK No 147557 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.139

lYo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

Stala
Usaha

Ttngkat
Rislko

Perizinen
Berusahe

Pcrsyaratan Jangka
trIattu

Penerbitan

Kewqilban PB UMKTI Parameter Kewenangan

(U t2t (3t (4) (s) (6t 17l {8t (et (10) ( 11) lt2l (13)

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

undangan di
bidang jasa
konstruksi

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifrkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
BSOlO

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinar:.
berusaha per

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147558 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

r.H.140

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruaag
Llngkup

SLala
Useha

Ttngkat
Rlslko

Pcrizinan
Berusahr

Pereyaratan Jangka
WaHu

Penerbitan

Kewqllbea PB UMKU Parameter Kewenangan

(U t2l (3t (4) (5t (6) 17l (8) (e) (10) ( 11) lt2l (13)

jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertifrkat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi

sesual
subklasifikasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi
Besar dan
memiliki
klasihkasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan

SK No 147559 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

I.H.141

IIIo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perlzlnan
Berueaha

Persyaratan Jangta
EIaktu

Penerbitan

Kewajiban PB IIMKT' Paramctcr Kewenangan

(U t2l (31 (4) (sl (6) t7t (8) (e) (ro) l1u lt2l (131

berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifrkasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:

1) Perizinan
berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2)Sertifrkat
Badan Usaha

Pekerjaan
Konstruksi
atau
Pekeq'aan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 50%o

(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dike{akan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 307o
(tisa puluh

SK No 147560 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

t.H.t42

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perlziaan
Bcrusaha

Persyaratan Jangta
Waktu

Penerbitan

Kcwajiban PB IIMKU Parameter Kewenangan

(U l2t (3) (4) ls) (6t 17l (8t (e) (101 ( 11) lt2l (131

subsektorjasa
konstruksi

persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi
dikeq'akan
oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasihkasi
Konstruksi
Bangunan
Prasarana
Sumber Daya
Air: ST004

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertilikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
STO04

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147561 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.143

No Kode
KBLI

Judul
I(BLI

Ruang
Lingkup

$knla
Ueeha

Tingkat
Rislko

Perizlnan
Berusaha

Persyaratan Jeugta
I[aktu

Penerbitan

Kewqiibaa PB IIMKU Paremeter Kewenangan

(1) t2t (3t (41 (s) (6t t7t (8) lel (10) ( 11) lt2l 113)

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yarrg
dilegalisasi

a. Melakukan
perpanjangan
Sertifikat
Standar
sesuai
subklasihkasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi
Besar dan
memiliki
klasifikasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti

SK No 147562 C



PRESIDEN
R,EPUBLIK INDONESIA

t.H.t44

lYo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltagkup

Skala
Usaha

Tinglat
Rislko

Perizinan
Berusaha

Persyaretan Jangka
Waktu

Pcncrbitan

Kewqiiban PB IIMKTI Parameter Kewenaagen

(U t2t (3) (41 (s) (6t 17l (8) (e) (10) (1r) lt2l 113)

2) Sertifrkat
perizir.an
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifikasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha

proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekerjaan
Konstruksi
atau
Pekerjaan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 50%o
(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekeq'aan
konstruksi
dike{akan

SK No 147563C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.145

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Liagkup

SLala
Usaha

TingLat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangka
Waktu

Pcnerbitan

Kewqilban PB UMKT' Parameter Kcwcnangan

(1) t2t (31 (4) (st (6) t7l (8) (e) (10) (1U lt2l (13)

subsektor jasa
konstruksi

2) Sertifikat
Badan Usaha
subsektor jasa
konstruksi

di dalam
negeri

2)Paling
rendah 30%o

(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi
dikeg'akan
oleh BUJKN
mitra KSO

26 429L2 Konstruk-
si
Bangun-
an
Pelabuh-
an Bukan
Perikanan

Kode Sub-
klasifikasi
Konstruksi
Bangunan
Pelabuhan
Bukan
Perikanan :

BSOl 1

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah

Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertihkat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasihkasi:
BSOl 1

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di

lzin
Penetap-
an
Industri
Pertahan-
an
Sertihkat
Persetuju-
an
Kelaikan
Fasilitas
Produksi

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

SK No 147564 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.t46

ItIO Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruaag
Lingkup

SLale
Usaha

Tinglat
Risilro

Pcrlzinan
Benrsshe

Persyeratan Jenglra
Waktu

Pcncrbltan

Kewqilban PB IIMKI' Parameter Kewenangan

(1) t2t (3t (4) (sl t6t 17l (81 (e) (10) l11l lr2l (131

bidang jasa
konstruksi

Pertahan-
an
(Certifica-
te of
Approual
Facility
Worthi-
ness o..if

Defence
Product-
ion): Moda
Darat,
Moda
Laut
dan/atau
Moda
Udara
Sertifrkat
Persetuju-
an
Kelaikan
Fasilitas
Pemeliha-
raan
Pertahan-

SK No 147565C



FRESIDEN
REPUILIK INDONESIA

r.H.t47

IYo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Slrata
Usaha

Tinghat
Risiko

Perizinan
Berueehe

Persyeratan Jangta
Waktu

Pcncrbitan

Kewqiiben PB TIMKTI Paremctcr Kewenaagan

(1) t2l (3) (4) (sl (6) 17l (8) (e) llol 111) lt2l (13)

an
(Certifi.ca-
te of
Approual
Facilitg
Worthi-
ness o/
Defence
Mainten-
ancel:
Moda
Darat,
Moda
t aut
dan/atau
Moda
Udara
lzin
Produksi
Alat
Peralatan
Pertahan-
an dan
Keaman-
an

SK No 147566C



PRESIDEN
REFUELIK INDONESIA

LH.148

I{o Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Llngkup

Skafa
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Beruseha

Persyaratan Jangka
trIektu

Penerbitan

KewaJiben PB IIMKU Parameter Kcwenangan

ll) t2t t3t (41 (s) (6t (71 (E) (e) (10) (1U lt2l (r3l

Besar Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
BSOl 1

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJI(A:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar
sesuai
subklasifikasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Keria Sama

- lzin
Penetap-
an
Industri
Pertahan-
an

- Sertifikat
Persetuju-
an
Kelaikan
Fasilitas
Produksi
Pertahan-
an
(Certifica-
te of
Approual
Facility
Worthi-
ness of
Defence
Product-
ion): Moda
Darat,
Moda

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147567 C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.149

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingtup

Slrela
Ueaha

Tingkat
Rislko

Perizinan
Berusaha

Persyeratan Jangka
Wektu

Pcncrbltan

Kewajiban PB IIMKTI Paremcter Kewenangan

(U t2l (3t (4) (s) (6) 17l (8) (et (10) (1U lt2l (131

undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2)Sertihkat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang

Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi
Besar dan
memiliki
klasifrkasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekerjaan
Konstruksi
atau
Pekerjaan
Konstruksi

Laut
dan/atau
Moda
Udara
Sertifikat
Persetuju-
an
Kelaikan
Fasilitas
Pemeliha-
raan
Pertahan-
an
(Certifica-
te of
Approual
Facilitg
Worthi-
ness of
Defence
Mainten-
ancel:
Moda
Darat,
Moda

SK No 147568 C



PRESIDEN
REFUBLTK INDONE3IA

I.H.150

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruaag
Llngkup

SLala
Useba

Tingkat
Rlsiko

Perizinan
Berusaha

Pcrsyaratan Jengka
Waktu

Penerbitea

Kewqilban PB UMKU Perameter Kewenangen

(1) t2t (3) (4) ts) (6) 17l (8t (e) (101 (1U lr2l (13)

sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifrkasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektorjasa
konstruksi

2) Sertifrkat
Badan Usaha
subsektorjasa
konstruksi

Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 5O%o

(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dikedakan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 3O7o
(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi

Laut
dan/atau
Moda
Udara
lzin
Produksi
Alat
Peralatan
Pertahan-
an dan
Keaman-
an

SK No 147569 C



PR.ES!DEN
REFUBLIK INDONESIA

I.H. 151

ItIo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLala
Usaha

Tingket
Rislko

Perlzlnaa
Berusaha

Persyaratan Jaagka
I[aktu

Penerbitan

Kewqiiban PB IIMKI' Paremetcr Kewenangan

(1) t2t (3) (4) (st l6t 17l (8t tet (10) ( 11) lt2l (131

dikefakan
oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasihkasi
Konstruksi
Bangunan
Pelabuhan
Bukan
Perikanan :

STOO5

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifrkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasif-rkasi:
STOO5

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertihkat
Standar
sesuai

- lzin
Penetap-
an
Industri
Pertahan-
an

- Sertifikat
Persetuju-
an
Kelaikan
Fasilitas
Produksi
Pertahan-
an
(Certifica-
te of
Approual
Facilitg
Worthi-
ness o.f
Defence
Product-

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147570 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

I.H. 152

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

Skala
Usaha

Tingkat
Rlsllo

Perizinen
Berusaha

Pereyeratan Janglra
Waktu

Penerbitan

KewaJiban PB IIMKT' Parameter Kewenangau

(1) l2t (3) (4) (s) (6) 17l t8) (e) (101 (ru lt2l (13)

perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertifikat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifrkasi
Besar di negara

subklasifrkasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualihkasi
Besar dan
memiliki
klasifikasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekeriaan

ion): Moda
Darat,
Moda
Laut
dan/atau
Moda
Udara
Sertihkat
Persetuju-
an
Kelaikan
Fasilitas
Pemeliha-
raan
Pertahan-
an
(Certifica-
te of
Approual
Facility
Worthi-
ness of
Defence
Mainten-
ancel:

SK No 147571C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.153

No Kodc
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Llngkup

Skeh
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jengka
Waktu

Penerbltan

KeweJiben PB UMKTI Paremeter Kewenangan

(1) l2l (3t (4) (sl (6t 17l (81 (e) (101 (1U lr2l (13l

asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifikasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:

1) Perizinan
berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2) Sertifrkat Badan
Usaha subsektor
jasa konstruksi

Konstruksi
atau
Peke{aan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:

1)Paling rendah
50% (lima
puluh persen)
dari nilai
biaya
pekerjaan
konstruksi
dikerjakan di
dalam negeri

2) Paling rendah
3Oo/o (tiga
puluh persen)
dari nilai
biaya

Moda
Darat,
Moda
Laut
dan/atau
Moda
Udara

- lzin
Produksi
Alat
Peralatan
Pertahan-
an dan
Keaman-
an

SK No 147572 C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

I.H.154

No Kode
KBLI

Judul
I{BLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Ttngkat
Rlslho

Perlzinan
Bcnrsaha

Persyeratan Jangka
trIaLtu

Pcncrbitaa

Kewajiban PB IIMKU Parameter Kewenangan

(U t2t (3t (41 (st (6) 17l (8) (el (10) (111 lr2l (13)

pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi
dike{akan
oleh BUJKN
mitra KSO

27 42913 Konstruk-

Bangun-
an
Pelabuh-
an
Perikanan

Kode Sub-
klasihkasi
Konstruksi
Bangunan
Pelabuhan
Perikanan :

BSO12

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah

Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasihkasi:
BSOl2

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

Besar Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)

15 Hari 1. Menyampaikan
l,aporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147573 C

SI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.155

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Llngkup

SLala
Usaha

TingLat
Risiho

Perizinan
Beruseha

Persyaraten Jangka
trIeku

Penerbitan

Kewqiiben PB IIMXU Parameter Kewenangan

(1) t2t (3) (4) (s) (6t 17l (81 (e) (10) (r1) lt2l l13l

Subklasihkasi:
BSOI2

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar
sesuai
subklasifikasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi
Besar dan
memiliki

SK No 147574C



PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA

r.H.156

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingtup

SLala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Benrsaha

Pcrsyaratan Jaagka
Waktu

Penerbitan

Kewejlban PB IIIIIKTI Parameter Kcwenangan

(u t2t (3) (41 (st (6t 17l (8) (et (10) (11) lt2l (r3l

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yanS
dilegalisasi

2) Sertifikat
peitzinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan

klasifikasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekedaan
Konstruksi
atau
Pekerjaan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis

SK No 147575 C



PR.ESIDEN
REPUBLIK !NDONESIA

I.H.157

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Liagkup

Slrah
Usaha

Tiagket
Rislho

Perizinan
Berusahe

Persyaratan Jangka
Waktu

Penerbitan

Kewajiban PB IIMKU Paramcter Kewenangan

(u tzt (3) (4) (s) (6) t7l (8) (e) (10) (1U lt2l (r3)

badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifikasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2)Sertifikat
Badan Usaha
subsektor jasa
konstruksi

KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 50%o
(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dikeg'akan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 30%
(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi
dike{akan
oleh BUJKN
mitra KSO

SK No 147576 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.158

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skafa
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jengka
Waktu

Penerbitan

Kewajiban PB UMXU Parameter Kewenangan

(U t2t (3t (4) (s) (61 t7l (8t tet (101 llu lr2l (13)

28 429t4 Pengeruk-
an

Kode Sub-
klasihkasi
Pengerukan
PLO02

Mikro
Kecil
Mene-
ngah

Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
PLO02

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

SK No 147577 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.159

ITo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Liagkup

Skele
Usaha

Tinglat
RisiLo

Perizinan
Benrsaha

Persyaratan Jengla
Wahu

Peaerblten

Kewqjlban PB UMKU Parameter Kewenangan

(1) t2t (31 (4) (s) (61 17l (8) (el (101 (1U lr2l (131

Besar Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
PLOO2

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJI(A:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar
sesuai
subklasifikasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Keria Sama

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147578C



PR,ES!DEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.160

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tinglat
Rislho

Perlzinan
Bcrusaha

Persyeratan Jangka
Waktu

Penerbitan

Kewajiban PB IIMI{U Paramcter Kewenangen

(1) t2l (3) (41 (s) (6) t7l (81 (e) (101 ( 11) lr2l (131

undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertifikat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang

Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifirkasi
Besar dan
memiliki
klasifikasi/
subklasihkasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekerl'aan
Konstruksi
atau
Pekerjaan
Konstruksi

SK No 147579 C



FRESIDEN
R.EPUBLIK INDONESIA

I.H.161

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

SLala
Usahe

Tiagkat
Risiko

Periziaan
Benrsaha

Persyaratan Jengka
trIattu

Penerbitan

KewaJiban PB IIMKTI Parameter Kewenaagaa

(u tzt (3t (41 (5) l6) 17l (8) (e) 110) (1U lt2l (13)

sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negei/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifikasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)PerDinan

berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2) Sertihkat
Badan Usaha
subsektorjasa
konstruksi

Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 507o
(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dikerjakan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 3O%o

(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi

SK No 147580 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.t62

No Kode
KBLI

Judul
I(BLI

Ruang
Lingtup

sLql,a
Usaha

Tingkat
Rislho

Perlzinan
Berusaha

Pcrsyaratan Jaagke
Wektu

Penerblten

KewaJibaa PB T'MKT' Paramctcr Kcwenangan

(1) t2t (3t (41 (5) (6) 17l (8t (e) (10) (11) lt2l 113)

dike{akan
oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasil-rkasi
Pengerukan
PLOlO

Mikro Mene-
ngah

Rendah

NIB dan
Sertifikat
Standar

Otomatis l. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SKK masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

Usaha Orang
Perseorangan
dengan skala
usaha Mikro

Bupati/
Walikota

29 429t5 Konstruk-
si
Bangun-
an Sipil
Minyak
dan Gas
Bumi

Kode Sub-
klasifikasi
Konstruksi
Bangunan
Sipil Minyak
dan Gas
Bumi: BS013

Mikro
Kecil
Mene-
ngah

Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
BSOl3

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

SK No 147581 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.163

No Kodc
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Liagkup

SLaIa
Ueaha

Tingtat
Risiko

Periziaan
Benrsaha

Persyeratan Jengke
Wattu

Penerbitan

Kewqfiban PB IIMKTI Parameter Kewenangen

(U t2t (3t (41 (s) (61 17t (8t (e) (101 ( 11) lt2l (13)

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
BSO13

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizrnan
berusaha per

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJI(A:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertihkat
Standar

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147582 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONEsIA

r.H.164

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

SLala
Usaha

Tingkat
Risiho

Perizinan
Benrsaha

Persyaraten Jangta
Waktu

Penerbltan

KewaJiban PB UMKTI Paramcter Kewenangan

(1) t2t (3) (4) (s) (6) 17l (8t (e) (ro) ( 11) lt2l (13)

jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertifrkat
perizinarr

sesual
subklasifikasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerl'a Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi
Besar dan
memiliki
klasifrkasi/
subklasihkasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan

SK No 147583 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

I.H.165

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Linglrup

SLrle
Useha

Tingkat
Risiko

Perlzlnan
Berusaha

Persyaratan Jangka
trlaktu

Penerbitan

KewaJiban PB IIMKU Paramcter Kewenangan

(U t2l (3t (41 (s) (6t 17l (8t (e) (101 (1 1) lt2l (13)

bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifikasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
l)Perizinan

berusaha
subsektorjasa
konstruksi

Pekerjaan
Konstruksi
atau
Pekerjaan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 5O%o

(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dikerjakan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 30%o
(tiea puluh

SK No 147584C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.166

ItIo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Llngkup

SLah
Useha

TingLat
Risiho

Perizinen
Berusehe

Persyaratan Jangta
trIelrtu

Penerbltan

KewaJiban PB IIMKU Parameter Kewenengan

(U t2l (3) (4) (s) (6) 17l (81 (e) (101 ( 11) lr2l (r3)

2)Sertihkat
Badan Usaha
subsektorjasa
konstruksi

persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi
dike{akan
oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasihkasi
Konstruksi
Bangunan
Sipil Minyak
dan Gas
Bumi: 5T006

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi /
Sertihkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
STOO6

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

15 Hari 1. Menyampaikan
[,aporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJI(A:

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147585 C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.t67

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltnglup

Skah
Useha

Tingkat
Rislko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangka
trIeku

Pcncrbitan

Kewajiban PB IIMI(U Parameter Kewenangan

(1) t2t (3t (4) (s) (6) 17l (8) (e) (10) (1U lt2l (131

b. Membayar biaya
administrasi
peirzinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam moda-l

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

a. Melakukan
perpanjangan
Sertifikat
Standar
sesuai
subklasifikasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Keda Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifirkasi
Besar dan
memiliki
klasihkasi/
subklasihkasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti

SK No 147586C



FRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

r.H.168

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Strrla
Usaha

Tingkat
Rlslko

Perlzinan
Bcrusaha

Persyaretan Jangka
Wahu

Pcnerbitan

Kewqiiban PB IIMKTI Parameter Kewenangan

(U t2t (3t (4) (sl t6) 17l (8) (e) (10) (1U lt2l (13)

2) Sertifikat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifrkasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha

proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekerjaan
Konstruksi
atau
Pekerjaan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
l)Paling

rendah 507o
(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dikerjakan

SK No 147587 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONETIA

I.H.169

IYo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

Slrah
Usaha

Tiag}at
Rislho

Perizinan
Benrsahe

Persyaratan Janglra
trIalrtu

Peaerbitrn

Kewqjiban PB IIMKU Parameter Kewenangan

(1) tzt (31 (4) ls) (6) 17l (8) (et (10) (1U lt2l (13)

subsektor jasa
konstruksi

2) Sertifikat
Badan Usaha
subsektor jasa
konstruksi

di dalam
negeri

2)Paling
rendah 30%o
(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerl'aan
pelaksanaan
konstruksi
dikerjakan
oleh BUJKN
mitra KSO

30 429t6 Konstruk-
si
Bangun-
an Sipil
Pertam-
bangan

Kode Sub-
klasihkasi
Konstruksi
Bangunan
Sipil
Pertambang-
an : 85014

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah

Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasihkasi:
BSO14

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

SK No 147588 C



PRES!DEN
REFUBLIK INDONESIA

I.H.170

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Stela
Useha

Tinglat
Risiho

Perlzlnan
Bcnrsaha

Persyaratan Jangka
Waktu

Penerbitan

KewqJiban PB IIMKT' Paramctcr Kewenangan

(U t2t (3) (41 (s) (6t t7l (8) (e) (10) (11) lt2l (13)

bidang jasa
konstruksi

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifrkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
BSO14

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJI(A:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizrnan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-

15 Hari l. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar
sesuai
subklasihkasi
setiap 3 tahun

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147589 C



PRESIDEN
R,EFUBLIK INDONE3IA

LH.t7t

No Kodc
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Llnglup

Skda
Useha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangka
trIalrtu

Penerblten

Kewajiben PB IIMKTI Paramctcr Kcwcnangan

(r) l2t (31 (41 ls) (6t 17l (8t lel (101 (111 lt2l (13)

undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertifikat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi
Besar dan
memiliki
klasifikasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekeq'aan
Konstruksi
atau

SK No 147590C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

t.H.t72

I[o Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Llnglrup

Skala
Useha

Ttnglat
Rlsllo

Perizinan
Berusaha

Persyeratan Jangka
trIektu

Penerbltea

KewqJlben PB UMKTI Parameter Kewenangan

(u t2t (3) (41 (5) (6) 17l (81 (el (10) ( 11) lt2l (131

sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualihkasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2)Sertifikat
Badan Usaha
subsektor jasa
konstruksi

Pekeq'aan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 507o
(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dikedakan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 30%
(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekeriaan

SK No 147591 C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

I.H.173

No Kode
KBLI

Judul
I(BLI

Ruaag
Lingkup

SLala
Usaha

Tingket
Rislho

Perizinaa
Berusaha

Persyaratan Jengka
Walrtu

Penerbltan

Kewqilbaa PB IIIUKU Parameter Kewenangan

(U t2l (3t (4) (s) (6) 17l (8) (e) (101 (1U lr2l (r3l

pelaksanaan
konstruksi
dikerjakan
oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasifikasi
Konstruksi
Bangunan
Sipil
Pertambang-
an : ST007

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasihkasi:
STOOT

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJI(A:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertihkat
Standar

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147592 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

t.H.t74

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizlnan
Berusaha

Persyaratan Jangka
Waktu

Penerbitan

KewaJlban PB IIIUKTI Parameter Kewenangan

(U t2l (3) (4) (st (6) (7) (8) (e) (10) ( 11) lt2l (13)

jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertifrkat
perizinan
bidang usaha

sesuar
subklasifikasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualihkasi
Besar dan
memiliki
klasifikasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan

SK No 147593 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.175

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Ttngkat
Rislko

Perizinen
Benrsaha

Persyaratan Jangka
Itrehu

Penerbitan

KewaJiban PB IIMKU Parameter Kewenangan

(1) t2t (31 (4) (s) (6) 17l (8) (e) 110) ( 11) lt2l (13)

jasa konstruksi
berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifikasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
l)Perizinan

berusaha
subsektor jasa
konstruksi

Pekerjaan
Konstruksi
atau
Pekedaan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 50%o

(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dike{akan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 307o
(tiga puluh

SK No 147594C



PRESIDEN
REPUtsLIK INDONESIA

t.H.t76

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLala
Usaha

TingLat
Risilro

Pcrlzinan
Bcrusahe

Persyaratan JangLa
Ilahu

Penerbiten

Kewajiban PB IIMKT' Parameter Kewcnangan

(u l2t (31 (4) (s) (6) t7l (8t (e) (10) (lrl lt2l (13)

2) Sertifikat
Badan Usaha
subsektorjasa
konstruksi

persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi
dikedakan
oleh BUJKN
mitra KSO

3i 42917 Konstruk-
si
Bangun-
an Sipil
Panas
Bumi

Kode Sub-
klasifrkasi
Konstruksi
Bangunan
Sipil Panas
Bumi : BS015

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah

Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertihkat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
BSOl5

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

Persetujuan
Studi
Kelayakan /
Feasibility
Study (FS)
Proyek
PLTP

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

Besar Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

Persetujuan
Studi
Kelayakan /
Feasibilitv

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147595 C



PRES!DEN
REPUBLIK INDONESIA

t.H.t77

Kode
KBLI

l2l

!Io Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skela
Ueaha

Tingkat
Risito

Perizlnan
Berusaha

Persyaretan Jangka
Wattu

Penerbitan

Kewajiban PB UMI{U Parameter Kewenangan

(1) (31 (4) (s) (6) t7l (8) (e) (10) (lrl ltzl (13)

/Sertihkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
BSO15

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar
sesuai
subklasifrkasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi

Study (FS)
Proyek
PLTP

SK No 147596C



FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

I.H.178

IIIo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

Slrala
Usaha

Tingkat
Risilo

Pcrizlnan
Benrsaha

Persyaratan Jangka
Wektu

Penerbitan

KewaJiban PB TIMKTI Parameter Kewenengau

t1) tzt t3) (4) (s) l6t t7t (8t (et (10) (11) lt2l (13)

saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2)Sertihkat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifrkasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham

Besar dan
memiliki
klasifikasi/
subklasihkasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekerjaan
Konstruksi
atau
Pekerjaan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan

SK No 147597 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

t.H.t79

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Linghup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangka
Wehu

Penerbitan

Kewajiban PB UMKTI Paremeter Kewenangan

(1) t2t (3) (41 (s) (6) 17l (8) (e) (10) ( 11) lt2l (131

dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualihkasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1) Perizinan

berusaha
subsektorjasa
konstruksi

2) Sertifikat
Badan Usaha
subsektorjasa
konstruksi

kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 50%o
(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
peker;'aan
konstruksi
dikerjakan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 307o
(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi
dikerjakan
oleh BUJKN
mitra KSO

SK No 147598C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.180

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Shla
Usaha

Ttngkat
Rislko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangla
trIaktu

Penerblten

Kewqiiban PB UMKT' Peremeter Kewcnangaa

(u t2t (3) (4) (s) (6) 17t (8t (e) (10) ( 11) lr2l l13l

Kode Sub-
klasifikasi
Konstruksi
Bangunan
Sipil Panas
Bumi: ST008

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
STOO8

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertihkat
Standar
sesuai
subklasifikasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Keria Sama

Persetujuan
Studi
Kelayakan /
Feasibility
Study (FS)
Proyek PLTP

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147599 C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H. 181

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLda
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinaa
Berusaha

Persyarataa Jangka
Waktu

Penerbltan

Kewqiiban PB IIMKT' Parameter Kewenangan

(1) t2l (3) (4) (s) (61 17l (8) (el (10) (111 lr2l (13)

undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertifrkat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifrkasi
Besar di negara
asal atau yang

Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi
Besar dan
memiliki
klasihkasi/
subklasihkasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekerjaan
Konstruksi
atau
Pekerjaan
Konstruksi

SK No 147600C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

I.H.182

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLala
Usaha

Tinglat
Rislho

Perizinan
Berusahe

Persyeretan Jeagla
Waktu

Penerbltan

Kewajiban PB I'MKI' Parameter Kewenangan

(1) t2t (31 (4) (s) (6) 17l (8t (e) (101 (1U lt2l (13)

sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeil
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifikasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1) Perizinan

berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2) Sertifikat
Badan Usaha
subsektor jasa
konstruksi

Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 50%o

(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dikerjakan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 307o
(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi

SK No 14760lC



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.183

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Rislko

Pcrizinan
Berusaha

Persyaratan Jangka
Wehu

Pencrbltan

Kewajiban PB UMKT' Perameter Kewenangan

( I ) t2t (31 (4) (s) (6) 17l (8) (e) (101 ( 111 (12) l13l

dike{akan
oleh BUJKN
mitra KSO

32 429t8 Konstruk-
si
Bangun-
an Sipil
Fasilitas
Olahraga

Kode Sub-
klasihkasi
Konstruksi
Bangunan
Sipil Fasilitas
Olahraga :

BSO16

Mikro
Kecil
Mene-
ngah

Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

I. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifrkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
BSOl6

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
[,aporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
BSO16

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147602 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.184

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Rueng
Lingkup

St qla
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyereten Jaagka
WaKu

Penerbitan

KewaJiban PB IIMKTI Parameter Kewenangaa

(1) tzt (3) (4) (sl (6) 17l (8) (el (10) (11) (12) (13)

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi

perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar
sesuai
subklasifikasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifrkasi
Besar dan
memiliki
klasifikasi/
subklasifikasi
seienis yang

SK No 147603C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.185

Irto Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jengka
trIaktu

Penerbitan

KewaJiban PB UMKII Paramctcr Kewenangan

(1) t2t (3) (4) (s) t6t 17l (8) (e) (10) (11) lr2l (13)

berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertifikat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualihkasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negei/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi

tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekedaan
Konstruksi
atau
Pekerjaan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 507o

SK No 147604C



PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA

r.H.186

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
LingLup

Skala
Usaha

TingLat
RisiLo

Perlzinan
Berusaha

Persyaretan Jangka
Waktu

Peuerbitan

Kcwqiiban PB UMI{U Peremeter Kewenangan

(1) t2t (3) (4) (s) (6) 17t (8) (et (10) (11) lt2l (13)

nasional
berkualif,rkasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2) Sertihkat
Badan Usaha
subsektor jasa
konstruksi

(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dike{akan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 30%o
(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekeq'aan
pelaksanaan
konstruksi
dikerjakan
oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasifikasi
Konstruksi
Bangunan
Sipil Fasilitas
Olahraqa :

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertihkat
Standar

Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147605C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.187

ItIo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Liagkup

SLala
Usaha

Tinglrat
Rislho

Perizinan
Bcnrsaha

Persyaretea Jaagke
Walrtu

Penerbitan

Kewqiibaa PB IIMKU Parameter Kcwcnangan

(U t2t (3) (41 (s) (6) 17l (Et (e) 110) (1U lt2l (13)

STOO9 Subklasifikasi:
STO09

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJI(A:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifrkat
Standar
sesuai
subklasifikasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi
Besar dan
memiliki

SK No 147606C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.188

![o Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Slrah
Usaha

Tingkat
Rlslko

Perlzinan
Bcrusaha

Persyaratan Jangka
Waktu

Penerbitan

KcwaJiban PB I'MKT' Parametcr Kewcnangan

(U tzt (3) 14) (s) (6t 17l (8t (e) (10) (1U lt2l (131

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2)Sertifikat
penzinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negei/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan

klasifikasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekerjaan
Konstruksi
atau
Pekeq'aan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis

SK No 147607 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.189

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skale
Usaha

Ttngkat
Rlslko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Janglra
Waktu

Penerbiten

Kewqilban PB UMKT' Parameter Kewenangan

(1) t2t (3t (4) (s) (6) 17l (8) (e) (10) ( 11) lt2l 113)

badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualihkasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:

1) Perizinan
berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2) Sertifikat
Badan Usaha
subsektor jasa
konstruksi

KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 507o
(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dikerjakan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 30%o

(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi
dikerjakan
oleh BUJKN
mitra KSO

SK No 147608C



FRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

I.H.190

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Useha

Tingtat
Rislho

Perizinan
Berusaha

Persyeratan Jangka
Waktu

Penerbitan

Kewqilbaa PB IIMKU Parameter Kewenangan

(1) t2t (31 (4) (s) (6) 17l (8) (e) (10) (1U lr2l (13)

33 429t9 Konstruk-
si
Bangun-
an Sipil
Lainnya
Ytdl

Kode Sub-
klasifikasi
Konstruksi
Bangunan
Sipil Lainnya
Ytdl: BS017

Mikro
Kecil
Mene-
ngah

Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasihkasi:
BSOl7

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

Tanda
Daftar
Badan
Usaha
Pembuat
Perlengka-
pan Jalan

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

l. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
BSOl7

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di

Tanda
Daftar
Badan
Usaha
Pembuat
Perlengka-
pan Jalan

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147609 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H. 191

ITo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skata
Usaha

Tingkat
Risiko

Perlzlnan
Bcrusaha

Persyareten Jangta
trIaktu

Pcnerbitan

KcwaJlban PB UMKTI Parameter Kewenangan

(1) t2t t3t (4) l5) (6) 17l (8) (e) (101 (11) lt2l (13)

a. Merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertihkat
Standar
sesuai
subklasihkasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi
Besar dan
memiliki
klasifikasi/
subklasifrkasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga

SK No 147610 C



FRESIDEN
REPIJBLIK INDONESIA

r.H.t92

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangha
Wektu

Pencrbitan

Kewajiban PB IIMKTI Paramcter Kewenangan

(1) tzt (31 (4) (5) t6) 17l (8) (e) (10) (11) lt2l (131

yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertifikat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeil
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifikasi

pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekerjaan
Konstruksi
atau
Pekerjaan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 50%o
(lima puluh
persen) dari

SK No 1476ll C



FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

r.H.193

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLda
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jenglra
Wahu

Penerbltaa

Kewajiban PB IIMKT' Perameter Kewenangan

(U t2t (3t (4) (sl (6) t7t (8t (el (101 (111 lt2l (13)

Besar yang
dibuktikan
dengan:

1) Perizinan berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2)Sertifikat
Badan Usaha
subsektor jasa
konstruksi

nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dikerjakan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 30%o
(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi
dike{akan
oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasilikasi
Konstruksi
Bangunan
Sipil Lainnya
Ytdl : 85021

Mikro Mene-
ngah

Rendah

NIB dan
Sertifikat
Standar

Otomatis 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SKK masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam

Tanda
Daftar
Badan
Usaha
Pembuat
Perlengka-
pan Jalan

Usaha Orang
Perseorangan
dengan skala
usaha Mikro

Bupati/
Walikota

SK No 147612 C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.194

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

SLala
Useha

Tinglat
Rislko

Perlzinan
Berusaha

Persyaratan Jangka
Waktu

Pencrbitan

Kewqfiban PB IIMKT' Paramcter Kewenangan

(U t2t (3t (4) (s) (6t 17t (81 (e) (101 ( 11) lt2l (13)

peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

34 42921 Konstruk-
si
Reservoir
Pem-
bangkit
Listrik
Tenaga
Air

Kode Sub-
klasihkasi
Konstruksi
Reservoir
Pembangkit
Listrik Tenaga
Air: KK002

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah

Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertihkat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertihkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
KKOO2

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147613 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.195

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
LingLup

Slrrla
Usaha

Tiaglat
Rislho

Perizinan
Berusaha

Persyeratan Janglra
Waktu

Penerblten

Kewqilban PB IIMKU Paramctcr Kewenangau

(1) l2t (3t (4) (5) (6) t7l (8) (et (10) (1U lt2l (131

Subklasillkasi:
KKOO2

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar
sesuai
subklasihkasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Keq'a Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi
Besar dan
memiliki

SK No 147614 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.196

No Kode
KBLI

Judul
I(BLI

Ruang
Lingkup

glrala
Usaha

TingLat
Risiko

Perizinen
Berusahe

Persyaraten Jengla
trIahu

Penerbitan

Kewqiiban PB IIMI{U Parameter Kewenangan

(U t2t (3) (4) (sl (6t 17l (8) (e) (10) ( 11) lt2l (131

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertifikat
perizrnan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualihkasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan

klasifikasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di
Iembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Peke{aan
Konstruksi
atau
Pekerjaan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis

SK No 147615 C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

r.H.t97

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

St€la
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinen
Berusahe

Persyaretan Jangka
trIaktu

Pcnerbltan

KewaJiban PB TIMNU Parameter Kewenangan

(1) t2t (3t (4) (st (6t 17l (E) (el (10) (1U lt2l (13)

badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualihkasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1) Perizinan

berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2)Sertifrkat
Badan Usaha
subsektor jasa
konstruksi

KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 507o
(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekeg'aan
konstruksi
dike{akan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 30%o
(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi
dike{akan
oleh BUJKN
mitra KSO

SK No 147616C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.198

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

SLala
Usahe

Tiaglat
Risiho

Perizinea
Bcnrsahe

Persyaratan Janglra
Waktu

Pcncrbltan

KewaJibaa PB IIMKT' Parameter Kcwenangan

(1) t2l (3t (4) (sl (6) 17l (8) (e) (10) (111 lt2l (13)

Kode Sub-
klasifikasi
Konstruksi
Intake,
Control Gate,
Penstock dan
Outflow
Pembangkit
Listrik Tenaga
Air: KK003

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah

Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
KKOO3

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorang€rn

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertihkat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
KKOO3

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:

15 Hari 1. Menyampaikan
laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undansan di

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147617 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.199

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perlzinan
Berusaha

Persyaraten Jangka
Waktu

Pcnerbitaa

Kewajiban PB IIMKT' Parameter Kewenangan

(u t2t (3) (4) (s) (61 17l (8t (e) (10) (1r) lr2l (13)

a. Merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. UNTUK BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertihkat
Standar
sesuai
subklasifikasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Keda Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualihkasi
Besar dan
memiliki
klasifikasi/
subklasihkasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga

SK No 147618C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.200

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Rueng
Lingkup

SLala
Usaha

Tinglat
Rislho

Perizinan
Berusrhe

Persyaratan Jangka
WeLtu

Penerbitrn

KewaJiban PB IIMKII Peremeter Kcwcnangan

(1) t2t (3) (4) (sl (6) 17l (8t lel 110) (1r) lr,2l (131

yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertifikat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifrkasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifikasi

pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekedaan
Konstruksi
atau
Peker;'aan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 50%o
(lima puluh
persen) dari

SK No 147619 C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

r.H.201

No Kodc
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skale
Usaha

Tingkat
Rislko

Perizinan
Benrsaha

Persyaratan Jangka
I[ektu

Penerbitan

Kewqiiban PB I'MKT' Parameter Kewenangan

(1) t2t t3t (4) (s) (6t 17l (8) le) (ro)

nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dikeq'akan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 30%o
(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi
dike{akan
oleh BUJKN
mitra KSO

(r1) lt2l (13)

Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2) Sertifikat
Badan Usaha
subsektorjasa
konstruksi

35 42922 Jasa
Pekerjaan
Konstruk-
si
Pelindung
Pantai

Kode Sub-
klasifikasi
Pekerjaan
Konstruksi
Pelindung
Pantai :

KKOO4

Mikro
Kecil
Mene-
ngah

Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasihkasi:
KKO04

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBll masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

SK No 147620C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

t.H.202

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Useha

Tingkat
Rislho

Perlzinan
Benrsaha

Persyaratan Jangka
Waktu

Pcnerbitan

KewaJlban PB IIMKT' Parameter Kewcnengan

(U t2t (3) (4) (sl (61 t7t (E) (e) (10) ( 11) lr2l (13)

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
KKOO4

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147621C



PRESIDEN
REPUELTK INDONESIA

r.H.203

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLah
Usaha

Tingket
Risiko

Perizlnan
Berusaha

Persyeratan Jangka
Wehu

Pcnerbiten

KewqJiban PB IIMI(U Perameter Kewenangan

(U t2t (31 (4) l5) l6l t7l (8) (e) (101 ( 11) lr2l 113)

jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertil-rkat
perizinarr
bidang usaha
jasa konstruksi

sesuar
subklasifikasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi
Besar dan
memiliki
klasifikasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan

SK No 147622 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.204

No Kodc
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Rlslko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangka
Waktu

Pcnerbltaa

KewaJiban PB TIMKTI Parameter Kewenangan

(1) t2t (3) (4t (st (6) 17l (8) (e) (10) (1U lt2l (13)

berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifikasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektorjasa
konstruksi

2) Sertifikat
Badan Usaha

Pekerjaan
Konstruksi
atau
Pekerjaan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
l)Paling

rendah 50%o
(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dikerjakan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 307o
(tisa puluh

SK No 1,47623 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.205

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLele
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizlnan
Bcnrsaha

Persyaratan JangLa
trIaktu

Penerbiten

Kewqiiban PB I'MKT' Parameter Kewenaagan

(1) l2t (3) (4) ts) (61 17t (E) (et 110) (r rl lr2l (13)

subsektorjasa
konstruksi

persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi
dike{akan
oleh BUJKN
mitra KSO

36 42923 Konstruk-
si
Bangun-
an Sipil
Fasilitas
Pe-
ngolahan
Produk
Kimia,
Petro-
kimia,
Farmasi,
dan
Industri
Lainnya

Kode Sub-
klasihkasi
Konstruksi
Bangunan
Sipil Fasilitas
Pengolahan
Produk
Kimia,
Petrokimia,
Farmasi, dan
Industri
Lainnya:
BSO18

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah

Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertihkat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertihkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
BSOl8

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

Besar Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

l. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147624C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.206

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Linglup

SLala
Usaha

Tiagtat
Rislko

Perizinen
Berusaha

Persyaratan Jangka
Waktu

Pcncrbltan

Kewqiiban PB IIMKU Parameter Kewenangan

(1) t2t t3l (4) (st (6) t7t (8t (e) (10) (1U lr2l (131

/Sertilikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
BSOl8

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar
sesuai
subklasifikasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualihkasi

SK No 147625 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

1.H.207

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skela
Ueaha

Tingkat
Risiko

Perlzinan
Berusaha

Persyaraten Jaaglra
Wahu

Penerblten

KewaJibaa PB IIIUKU Parameter Kewenangan

(1) t2t t3t (41 (sl (6t 17t (8t tet (101 (1U ltzl (13)

saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertifikat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualihkasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham

Besar dan
memiliki
klasihkasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekerjaan
Konstruksi
atau
Pekeq'aan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan

SK No 147626C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.208

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Steh
Usaha

Tingkat
Rislko

Perizinan
Berusaha

Persyeratan Jangka
trIektu

Pencrbitan

Kewqfiban PB UMIIU Paramctcr Kewenangan

(1) l2t (31 (4) (s) (6t 17l (81 (e) llol (1U lt2l (r3)

dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifrkasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1) Perizinan

berusaha
subsektorjasa
konstruksi

2) Sertifrkat
Badan Usaha
subsektorjasa
konstruksi

kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 507o
(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dikerjakan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 307o
(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekeq'aan
pelaksanaan
konstruksi
dikerjakan
oleh BUJKN
mitra KSO

SK No 147627 C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

r.H.209

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Llngkup

SLala
Usaha

Tingkat
Rislko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangka
Waktu

Penerbiten

Kcwqiiban PB UMKTI Parameter Kewenangan

(U t2t (3t (41 (st (6t 17l (8) (e) (ro) (1U lt2l (r3)

Kode Sub-
klasifikasi
Konstruksi
Bangunan
Sipil Fasilitas
Pengolahan
Produk
Kimia,
Petrokimia,
Farmasi, dan
Industri
Lainnya:
STOIO

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertihkat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
STOlO

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJI(A:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-

15 Hari l. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJI(A:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifrkat
Standar
sesuai
subklasihkasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Keria Sama

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147628 C



PRESIDEN
REPIJBLIK INDONESIA

I.H.210

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLala
Useha

Tingkat
Risiho

Perizlnan
Berusaha

Persyaratan JaagLa
Wahu

Pcaerbitan

Kewajiban PB IIMKTI Parameter Kcwenangan

(1) t2t (3t (4) (sl (6t t7t (8) (e) 110) (11) lt2l (13)

undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2)Sertiltkat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualihkasi
Besar di negara
asal atau yang

Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualihkasi
Besar dan
memiliki
klasifikasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekerjaan
Konstruksi
atau
Pekerl'aan
Konstruksi

SK No 147629C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.2tt

!to Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Liagkup

Skala
Usaha

Ttngkat
Rislko

Perizinen
Berusahe

Persyaratan JangLa
trIahu

Pencrbitan

Kewqiiban PB UMKTI Paremeter Kewenangan

(U l2l l3) (4) (51 (6) t7t (8) (e) (10) ( 11) ltzl (13)

seJenls yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualihkasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektorjasa
konstruksi

2) Sertifikat
Badan Usaha
subsektor jasa
konstruksi

Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 50%o
(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dikerjakan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 30%o
(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi

SK No 147630 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.2t2

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

TingLat
Risiko

Periziann
Berusahe

Persyaratan Jangka
Walrtu

Penerbitan

KewaJiban PB IIMKU Parameter Kcwcnangan

(U t2t (31 (4) ts) (6) 17t (8) le) (10) (1U lt2l (r3l

dikedakan
oleh BUJKN
mitra KSO

37 42924 Konstruk-
si
Bangun-
an Sipil
Fasilitas
Militer
dan Pe-
luncuran

Kode Sub-
klasifikasi
Konstruksi
Bangunan
Sipil Fasilitas
Militer dan
Peluncuran
Satelit :

BSOI9

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah

Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertilikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertihkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
BSOI9

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
penrndang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

lzin
Penetap-
an
Industri
Pertahan-
an
Sertifikat
Persetuju-
an
Kelaikan
Fasilitas
Produksi
Pertahan-
an
(Certifica-
te of
Approuol
Focilitg
Worthi-
ness of
Defence
Product-

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

SK No 147631 C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

I.H.213

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skela
Usahe

Tinglat
Rislho

Periziaan
Berusahe

Persyeratan Jangka
Walrtu

Penerbitan

Kewajiban PB UMKTI Parameter Kewenangan

(1) t2l t3l (4) (s) (6) 17l (8) (e) (101 ( 11) lt2l (13)

lon): Moda
Darat,
Moda
Laut
dan/atau
Moda
Udara

- lzin
Produksi
Alat
Peralatan
Pertahan-
an dan
Keaman-
an

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifrkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
BSOl9

15 Hari l. Menyampaikan
[,aporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam

- lzin
Penetap-
an
Industri
Pertahan-
an

- Sertihkat
Persetuiu-

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147632C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.2t4

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruaag
Llngkup

Stala
Ueaha

Tinglat
Risilo

Perizinan
Berusrha

Persyaratan Janglra
Wektu

Penerbltan

Kewqiiban PB IIIUKU Parameter Kcwenangan

(1) t2t (3) (4) (s) t6t 17l (8) (el (10) ( 11) lt2l (13)

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha

peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar
sesuai
subklasihkasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi
Besar dan
memiliki
klasifikasi/
subklasifikasi

an
Kelaikan
Fasilitas
Produksi
Pertahan-
an
(Certifica-
te of
Approual
Facility
Wortht-
ness orf
Defene
Product-
ion): Moda
Darat,
Moda
Laut
dan/atau
Moda
Udara
lzin
Produksi
Alat
Peralatan

SK No 147633 C



PRESIDEN
REFUELIK INDONESIA

r.H.215

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLala
Usaha

Tiagtat
RisiLo

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jengka
Wattu

Peaerbltea

Kewqfibaa PB UMKU Perameter Kewenangan

(1) t2l (31 (4) (s) l6l 17l (8t (et (101 (11) lt2l (13)

jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertihkat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha

seJenls yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekerjaan
Konstruksi
atau
Pekerjaan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:

Pertahan-
an dan
Keaman-
an

SK No 147634C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.2t6

lilo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Rislko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jengla
Wahu

Penerbitan

Kcwqiiben PB IIMKU Perameter Kewenangan

(1) t2l (3) (4) l5) (6t t7l (8) (el (10) ( 11) ltzl (131

jasa konstruksi
nasional
berkualifikasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:

1) Perizinan
berusaha
subsektorjasa
konstruksi

2) Sertifikat
Badan Usaha
subsektor jasa
konstruksi

1)Paling
rendah 5O7o
(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dikeg'akan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 307o
(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi
dikefakan
oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasifikasi
Konstruksi
Banzunan

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

lzin
Penetap-
an
Industri

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147635C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.2t7

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

Skala
Usaha

Tingtat
Risiho

Perizinan
Berusahe

Persyaratan Jangka
Wektu

Penerbltan

KewaJiban PB IIMKTI Paremeter Kewenangan

(1) t2t (3) (4) l5l (6) 17t (8) (e) (10) ( 11) ltzl (13)

Sipil Fasilitas
Militer dan
Peluncuran
Satelit :

STO1 1

/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
STO1 1

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
peizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJI(A:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertihkat
Standar
sesuai
subklasifikasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Ke4'a Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi

Pertahan-
an
Sertifikat
Persetuju-
an
Kelaikan
Fasilitas
Produksi
Pertahan-
an
(Certifica-
te of
Approual
Facilitg
Worthi-
ness orf
Defence
Product-
ron): Moda
Darat,
Moda
Laut
dan/atau
Moda
Udara

SK No 147636C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.2t8

ItIo

(1)

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Rlsiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan JengLa
trIaktu

Penerbitan

Kewajiban PB IIMKT' Perameter Kewenangan

t2t (3) (4) (s) (6) 17l (81 (e) (101 (1U lt2l (13)

a. Penanam modal
asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2)Sertifikat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

Besar dan
memiliki
klasifrkasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di
Iembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekerjaan
Konstruksi
atau
Pekerjaan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan

- lzin
Produksi
Alat
Peralatan
Pertahan-
an dan
Keaman-
an

SK No 147637 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.2t9

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

TingLat
Risiko

Periziaan
Berusahe

Persyaratan Jangka
Waktu

Pencrblten

Kewajiban PB UMKU Parameter Kewenangan

(U l2t (3t (4) l5) (6t 17l (8) (e) (10) ( 11) ll2l (13)

b. Penanam modal
dalam negei/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualihkasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2) Sertifikat
Badan Usaha
subsektor jasa
konstruksi

kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 507o
(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dike{akan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 30%o
(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi
dike{akan
oleh BUJKN
mitra KSO

SK No 147638 C



PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA

r.H.220

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

Skah
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizlnen
Bcrusaha

Persyaratan Jangka
trIalrtu

Pcncrbltea

KewaJibea PB UMKTI Parameter Kewenaagan

(U t2t (3) (4) (s) (6t t7t (8) (e) (10) ( 11) lt2l (13)

38 42930 Jasa
Pekedaan
Konstruk-
si Pra-
pabrikasi
Bangun-
an Sipil

Kode Sub-
klasifikasi
Konstruksi
Pekerjaan
Konstruksi
Prapabrikasi
Bangunan
Sipil: KP002

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah

Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifrkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasihkasi:
KPO02

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

Besar Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifrkasi:
KPO02

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:

15 Hari l. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147639 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.22t

IYo
I

Kode
KBLI

Judul
KBLI

Rueng
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Rislho

Periziaan
Berusaha

Persyaratan Jangta
Waktu

Peaerblten

KewaJiban PB IIMKTI Parameter Kcwenangan

(r) lzt (31 (4) (s) (6) 17l (8t (et (rol (1U lt2l (131

a. Merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
peizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. UNTUK BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat

. Standar
sesuai
subklasihkasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualihkasi
Besar dan
memiliki
klasihkasi/
subklasihkasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga

SK No 147640C



PR.ESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.222

ItIo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLala
Usaha

Tingkat
Risiko

Periziaan
Berusaha

Persyaratan Jangka
Waktu

Peaerblten

KewaJiben PB IIMI(U Parameter Kewenangan

tu t2t (31 (4) (s) (6) 17l (8t (e) (101 (11) lt2l (13)

yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertihkat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualihkasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifikasi

pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekerl'aan
Konstruksi
atau
Pekerjaan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 507o
(lima puluh
persen) dari

SK No 147641 C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.223

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Sl€la
Usaha

TtngLat
Rislko

Perizinan
Berusaha

Persyarataa Janglra
trIahu

Penerbitan

KewaJiban PB IIMKT' Perameter Kewenangan

(r) t2t (3) (4) (s) (6) 17l (8) (e) (101 (11) lt2l (13)

Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2) Sertifikat
Badan Usaha
subsektorjasa
konstruksi

nilai biaya
pekeq'aan
konstruksi
dikerjakan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 30%o
(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi
dikerjakan
oleh BUJKN
mitra KSO

SK No 147642 C



PRESIDEN
REFUELIK INDONESIA

r.H.224

Ilo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruaag
Lingkup

Skeh
Usaha

Tingtat
Rislto

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jeagta
Waktu

Peaerbitan

Kewqiiban PB INUKU Parameter Kewenangan

(1) t2t (3) (4) (st (61 17l (8t (el (10) (r 1l lt2l (131

39 43110 Pembong-
karan

Kode Sub-
klasifikasi
Pembongkar-
an Bangunan:
PLOOl

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah

Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertihkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasihkasi:
PLOOl

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari l. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
PLOOl

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147643 C



PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA

r.H.225

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Slrala
Useha

Tingkat
RisiLo

Perizinan
Bcrusaha

Persyaratan Jangka
TIehu

Penerbltan

Kewqiiben PB IIMI(U Parameter Kewenaagan

(1) t2t (3) (41 (s) (61 17t (8) (e) (rol llu ltzl (131

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi

peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertihkat
Standar
sesuai
subklasifikasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi
Besar dan
memiliki
klasihkasi/
subklasifikasi

SK No 147644C



PRES!DEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.226

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skale
Usaha

Tingtat
Risito

Perizinan
Berueaha

Persyaratan Jangka
Waktu

Penerbltan

KewaJiban PB IIMXU Parameter Kewenangan

(u t2t (3t (4) (sl (6) 17l (8) (e) (10) (11) lr2l (13)

berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertifikat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
iasa konstruksi

seJenls yang
tercatat di
Iembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekerjaan
Konstruksi
atau
Pekerjaan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:

SK No 147645C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

t.H.227

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

glre la
Ueaha

Tingket
RisiLo

Pcrizinan
Berusaha

Persyaratan Jangka
Wattu

Penerbitan

Kewqiiban PB IIMKII Parameter Kewenangen

(1) t2t l3l (4) ts) (6) 17l (8t lel (rol l1u lt2l (13)

nasional
berkualifikasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:

1) Perizinan
berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2) Sertihkat
Badan Usaha
subsektor jasa
konstruksi

1)Paling
rendah 50%o

(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dike{akan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 30%o
(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekeq'aan
pelaksanaan
konstruksi
dike{akan
oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasifikasi
Pembongkar-

Mikro Mene-
ngah

Rendah

NIB dan
Sertifikat
Standar

Otomatis 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

Usaha Orang
Perseorangan
dengan skala
usaha Mikro

Bupati/
Walikota

SK No 147646C



PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA

1.H.228

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Liagkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangka
Waktu

Penerbiten

Kewqfiban PB IIMKU Paremeter Kewenangan

(1) t2t (3t (4) l5) (6t 17l (8) (e) (10) ( 1r) lt2l ( 131

an Bangunan:
PLO1 1

2. SKK masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

40 43120 Penyiap-
an Lahan

Kode Sub-
klasifikasi
Penyiapan
Lahan
Konstruksi
PLOO3

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah

Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

l. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
PLO03

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
[,aporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

- lzin
Penetap-
an Badan
Usaha
untuk
kegiatan
Jasa
Peledakan
termasuk
juga
kegiatan
Produksi
di
lapangan

- lzin
Usaha

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

SK No 147647 C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.229

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltnglup

SLala
Useha

TingLat
Risilro

Perizlnan
Berusaha

Persyaratan Jangka
Waktu

Pencrbltan

Kewajiban PB IIMKT' Parameter Kewenangan

(1) tzt (3) (41 (5) (6) 17t t8) (e) (10) (1U lt2l (13)

Perguda-
ngan
Bahan
Baku
Bahan
Peledak
dan
Bahan
Peledak
Aksesoris

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertihkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasil-rkasi:
PLO03

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi

15 Hari l. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

- lzin
Penetap-
an Badan
Usaha
untuk
kegiatan
Jasa
Peledakan
termasuk
juga
kegiatan
Produksi
di
lapangan

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147648C



PRESIDEN
REFUBLIK !NDONESIA

I.H.230

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Linglup

Skala
Ueaha

TingLat
Risiho

Perizinan
Berusaha

Pcrsyaratan Jangta
trIaktu

Pencrbltaa

KewaJlban PB UMKT' Paremetcr Kewenaagan

(1) t2l t3t (4) (s) (6) 17l (8) (et (101 ( 11) lt2l (13)

berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar
sesuai
subklasifikasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualihkasi
Besar dan
memiliki
klasifrkasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan iasa

- lzin
Usaha
Perguda-
ngan
Bahan
Baku
Bahan
Peledak
dan
Bahan
Peledak
Aksesoris

SK No 147649C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.23T

IlIo Kode
I{BLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Slrala
Usaha

Tingkat
Risiko

Pcrizinan
Benrsaha

Persyaratan Jengta
Waktu

Pcncrbltan

Kcwqiiban PB UMI(U Parameter Kewenangan

(1) t2l (31 14) (sl (6t 17l (8) (e) (10) ( 11) lt2l (13)

1)Akta pendirian
yang
dilegalisasi

2)Sertifikat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negei/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualihkasi
Besar yang

konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekerjaan
Konstruksi
atau
Pekerjaan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 507o
(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekeriaan

SK No 147650 C



PRESIDEN
REPIJBLIK INDONESIA

r.H.232

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tinglrat
RisiLo

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangka
Wektu

Penerbltan

Kewajiban PB UMKI' Parameter Kewenaagaa

(U t2t l3) (4) (st (6) 17l (8t (e) (101 (1U lr2l (13)

dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektorjasa
konstruksi

2) Sertihkat
Badan Usaha
subsektor jasa
konstruksi

konstruksi
dike{akan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 307o
(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi
dikerjakan
oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasifikasi
Penyiapan
[.a.han
Konstruksi
PLOL2

Mikro Mene-
ngah

Rendah

NIB dan
Sertilikat
Standar

Otomatis l. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SKK masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan

lzir.
Penetap-
an Badan
Usaha
untuk
kegiatan
Jasa
Peledakan
termasuk

Usaha Orang
Perseorangan
dengan skala
usaha Mikro

Bupati/
Walikota

SK No 147651 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.233

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Linghup

Skala
Usaha

Tinglat
Risllo

Pcrizinan
Berusaha

Persyeratan Jangta
trIeku

Peaerbitan

Kcwajiban PB IIMKU Perameter Kewenengan

(1) t2l (3t (4) (st (6) 17l (8) (e) (101 llu lt2l (13)

perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

Juga
kegiatan
Produksi
di
lapangan

- lzin
Usaha
Perguda-
ngan
Bahan
Baku
Bahan
Peledak
dan
Bahan
Peledak
Aksesoris

Kode Sub-
klasifikasi
Pekerjaan
Tanah :

PLO04

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah

Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi /
Sertifikat Badan
Usaha (SBU)

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

- lzin
Penetap-
an Badan
Usaha
untuk
kegiatan
Jasa

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

SK No 147652 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.234

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Slela
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizlnan
Berusaha

Persyaratan Jangka
WaLtu

Peaerbltan

KewaJiban PB IIMKTI Paremeter Kewenangan

(1) t2t (3) (4) (s) (6) t7t (8) (et 110) (11) lt2l (13)

Subklasifikasi:
PLOO4

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan a

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

Peledakan
termasuk
juga
kegiatan
Produksi
di
lapangan

- lzin
Usaha
Perguda-
ngan
Bahan
Baku
Bahan
Peledak
dan
Bahan
Peledak
Aksesoris

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifrkat Badan

15 Hari Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

- lzin
Penetap-
an Badan
Usaha
untuk

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147653 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.235

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Strla
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusahe

Pcrsyaratan Jengka
trIaktu

Penerbltan

Kewajiban PB UMKTI Paremeter Kewenangan

(1) t2t (31 (4) (sl (6) 17l (8) (et llo) (1U lt2l (13)

Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
PLO04

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
peizinar:
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar
sesuai
subklasifrkasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi

kegiatan
Jasa
Peledakan
termasuk
juga
kegiatan
Produksi
di
lapangan
lzin
Usaha
Perguda-
ngan
Bahan
Baku
Bahan
Peledak
dan
Bahan
Peledak
Aksesoris

SK No 147654C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.236

!to Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tinglat
RisiLo

Perizinan
Berusahe

Persyaratan Jengta
Waktu

Penerbltan

KewaJiban PB I'MI(U Paremctcr Kewenengan

(r) t2l (31 (4) (s) (6) 17l (8t (e) (10) (1U lt2l (13)

merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertifikat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negei/
pemegang saham
dalam negeri

Besar dan
memiliki
klasifikasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekefaan
Konstruksi
atau
Pekedaan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan

SK No 147655C



PRESIDEN
REPIJBLIK INDONESIA

r.H.237

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Linglrup

St atq
Usaha

Tingtat
Risilo

Perizinan
Benrsaha

Persyeratan Jangta
trIaktu

Penerbitaa

Kewajlban PB UMKT' Parameter Kewenangan

(1) t2t t3l (4) (sl (61 t7t (8) (e) (10) 111) lt2l (13)

merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualil-rkasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1) Perizinan

berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2) Sertifikat
Badan Usaha
subsektorjasa
konstruksi

kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 507o
(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dike{akan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 30%o
(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekeg'aan
pelaksanaan
konstruksi
dikedakan
oleh BUJKN
mitra KSO

SK No 147656C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.238

IIo Kodc
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usahe

Tinglat
Risito

Perizinan
Berusaha

Pcrsyaratan Janglra
Waktu

Penerbitan

Kewajiban PB IIMXU Parameter Kewenengan

(u t2t (3) (4) (st (6) 17l (81 (e) (10) 111) lr2l (13)

Kode Sub-
klasifikasi
Pekerjaan
Tanah: PL013

Mikro Mene-
ngah

Rendah

NIB dan
Sertifikat
Standar

Otomatis 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SKK masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

- lzin
Penetap-
an Badan
Usaha
untuk
kegiatan
Jasa
Peledakan
termasuk
juga
kegiatan
Produksi
di
lapangan

- lzin
Usaha
Perguda-
ngan
Bahan
Baku
Bahan
Peledak
dan
Bahan

Usaha Orang
Perseorangan
dengan skala
usaha Mikro

Bupati/
Walikota

SK No 147657 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.239

ItIo Kode
KBLI

Judul
ITBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiho

Perizinan
Berusehe

Persyeratan Jangka
Waktu

Penerbltan

Kewajiban PB T'MKU Parameter Kewenangan

(U t2l (3t (4) (sl (6) 17l (8) (e) (10) 111) lt2l (131

Peledak
Aksesoris

Kode Sub-
klasifikasi
Pelaksanaan
Pekerjaan
utilitas :

PLOO6

Mikro
Kecil
Mene-
ngah

Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertihkat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifrkasi:
PLO06

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

- lzin
Penetap-
an Badan
Usaha
untuk
kegiatan
Jasa
Peledakan
termasuk
juga
kegiatan
Produksi
di
lapangan

- lzin
Usaha
Perguda-
ngan
Bahan
Baku
Bahan
Peledak
dan

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

SK No 147658C



PRESIDEN
REPIJBLIK INDONESIA

r.H.240

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngtup

Sksla
Usaha

Tingtat
RislLo

Periziaan
Berusaha

Persyaratan Jangka
Wektu

Pencrbltan

KewaJlban PB IIMKTI Pararneter Kewenangan

(rl t2t (3) (4) l5) (6) 17l (8) (e) (10) llu lt2l (13)

Bahan
Peledak
Aksesoris

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertihkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
PLO06

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar
sesuai

- lzin
Penetap-
an Badan
Usaha
untuk
kegiatan
Jasa
Peledakan
termasuk
juga
kegiatan
Produksi
di
lapangan

- lzin
Usaha
Perguda-
ngan
Bahan
Baku
Bahan
Peledak

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147659 C



PRES!DEN
REPUELIK INDONESIA

r.H.24l

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

St ela
Usaha

TiagLat
Rislho

Perizinan
Berusaha

Pcrsyaratan Jangka
Waktu

Penerbitan

Kewqiiban PB IIMKTI Parameter Kewenangaa

(1) tzl (3) (41 (51 (6t 17t (8t (e! (10) ( 111 lr2l (131

perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
l)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertifikat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifikasi
Besar di negara

subklasihkasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualihkasi
Besar dan
memiliki
klasifikasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekerjaan

dan
Bahan
Peledak
Aksesoris

SK No 147660C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

r.H.242

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Rueng
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Rleiko

Perizinan
Berusaha

Persyeratan Jangka
Wektu

Penerbitaa

Kewqiiben PB TIMXU Parameter Kewenangan

(U (21 (3) (4) (s) (61 t7l (8) (e) (101 111) lt2l 113)

asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negei/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualihkasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektorjasa
konstruksi

2) Sertihkat
Badan Usaha
subsektor jasa
konstruksi

Konstruksi
atau
Pekerjaan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1) Paling

rendah 507o
(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dikerjakan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 307o
(tiga puluh
persen) dari

SK No 14766lC



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

t.H.243

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
LlagLup

SLala
Usaha

Tingtat
Risito

Perizinan
Berusqha

Persyaratan Jangka
Waku

Penerbitan

Kewajlban PB TIMKT' Parameter Kewcnaagan

(1) l2t (3t (41 (st (6) 17l (E) lel (101 (11) ltzl (13)

nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi
dike{alcan
oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasif,rkasi
Pelaksanaan
Pekerjaan
utilitas :

PLO14

Mikro Mene-
ngah

Rendah

NIB dan
Sertifikat
Standar

Otomatis 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SKK masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

- lzin
Penetap-
an Badan
Usaha
untuk
kegiatan
Jasa
Peledakan
termasuk
juga
kegiatan
Produksi
di
lapangan

- lzin
Usaha
Perguda-
ngan

Usaha Orang
Perseorangan
dengan skala
usaha Mikro

Bupati/
Walikota

SK No 147662 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.244

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

St€h
Usaha

Tingkat
Risiko

Perlzlnan
Berusaha

Persyaratan Jangka
Welrtu

Pencrbltan

Kewajibaa PB UMKTI Parameter Kewenangan

(1) t2l {31 (4) (s) (6) t7l (8) (e) (101 (r 1) lr2l (13)

Bahan
Baku
Bahan
Peledak
dan
Bahan
Peledak
Aksesoris

Kode Sub-
klasilikasi
Survei
Penyelidikan
Lapangan :

PLOOT

Mikro
Kecil
Mene-
ngah

Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

J. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasif,rkasi:
PLOOT

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

- lzin
Penetap-
an Badan
Usaha
untuk
kegiatan
Jasa
Peledakan
termasuk
juga
kegiatan
Produksi
di
lapangan

- lzin
Usaha
Perzuda-

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

SK No 147663C



PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA

r.H.245

lYo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLol,a
Usaha

Tingkat
Rlsiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jengka
Wahu

Penerbitan

Kewajlban PB I'MKT' Parameter Kewenangan

(rl l2t (3t (4) (st (6t 17l (8t (e) (101 (11) lt2l l13l

ngan
Bahan
Baku
Bahan
Peledak
dan
Bahan
Peledak
Aksesoris

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifrkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
PLOOT

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJI(A:

- lzin
Penetap-
an Badan
Usaha
untuk
kegiatan
Jasa
Peledakan
termasuk
juga
kegiatan
Produksi
di
lapangan

- lzin
Usaha

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147664C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.246

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Liagkup

SlraL
Usaha

Tingtat
Rlsllo

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Janghe
Welrtu

Penerbitan

Kewqiiban PB IIMKTI Perameter Kewenangan

(1) t2l (3t (4) (s) (6) t7t (8) (e) (101 111) lr2l (131

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
l)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

a. Melakukan
perpanjangan
Sertifikat
Standar
sesuai
subklasihkasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi
Besar dan
memiliki
klasil-rkasi/
subklasihkasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti

Perguda-
ngan
Bahan
Baku
Bahan
Peledak
dan
Bahan
Peledak
Aksesoris

SK No 147665 C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.247

lYo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLde
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaretan Jangka
trIaktu

Penerbitan

Kcwqiiban PB UMI(U Parameter Kewenangan

(u t2t (3t (41 (s) (6t 17l (8) (e) (10) ( 11) lt2l (131

2) Sertifikat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualihkasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha

proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekerjaan
Konstruksi
atau
Pekerjaan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 507o
(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dike{akan

SK No 147666C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.248

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

Strala
Usahe

Tingkat
Risiko

Perlzinan
Berusaha

Persyaretan Jeaglra
Waktu

Penerbitan

Kewajiban PB UMI(I' Parameter Kewenangan

(u t2t (31 (41 (s) (6t 17l (8) (e) (10) 111) lt2l (131

subsektorjasa
konstruksi

2) Sertifikat
Badan Usaha
subsektor jasa
konstruksi

di dalam
negeri

2)Paling
rendah 30%o

(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekedaan
pelaksanaan
konstruksi
dikerjakan
oleh BUJKN
mitra KSO

4l 432t2 Instalasi
Teleko-
munikasi

Kode Sub-
klasifrkasi
Instalasi
Telekomuni-
kasi : IN002

Mikro
Kecil
Mene-
ngah

Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasil-rkasi:
INOO2

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di

- lzin
Penetap-
an
Industri
Pertahan-
an

- Sertifikat
Persetuju-
an
Kelaikan
Fasilitas
Produksi

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

SK No 147667 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.249

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Linglup

SLala
Usaha

Tingkat
Rlsiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangka
Waktu

Pcnerbltan

KcwaJibaa PB I'MKT' Parameter Kcwcnangan

(u t2l (3t (41 (st (6t 17l (8t (e) (10) (11) lt2l (13)

bidang jasa
konstruksi

Pertahan-
an
(Certifica-
te of
Approual
Facilitg
Worthi-
ness of
Defence
Product-
ion): Moda
Darat,
Moda
Laut
dan/atau
Moda
Udara

- Sertifikat
Persetuju-
an
Kelaikan
Fasilitas
Pemeliha-
raan
Pertahan-

SK No 147668C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

r.H.250

!Io Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizlnan
Bcrusaha

Persyaratan Jangta
Walrtu

Penerbitan

Kewajlban PB I'IIIKU Paremeter Kewenangan

(U t2t t3t (4) (51 (61 t7l (81 (et (10) (11) lt2l (13)

an
(Certifica-
te of
Approual
Facilitg
Worthi-
ness o'f
Defence
Mainten-
ancel:
Moda
Darat,
Moda
Laut
dan/atau
Moda
Udara
lzin
Produksi
Alat
Peralatan
Pertahan-
an dan
Keaman-
an

SK No 147669C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.251

IYo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Llngkup

SLqla
Usaha

Tingtat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyeratan Jangka
trIaktu

Pencrbitan

Kewajiban PB IIMKU Parametcr Kewenangan

(1) t2t (3t (4) (s) (61 17l (8) (e) (101 ( 11) (12) (13)

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertihkat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertihkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
INOO2

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
periztnan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar
sesuai
subklasihkasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Keria Sama

- lzin
Penetap-
an
Industri
Pertahan-
an

- Sertifikat
Persetuju-
an
Kelaikan
Fasilitas
Produksi
Pertahan-
an
(Certifica-
te of
Approual
Facilitg
Worthi-
ness orf
Defence
Product-
ron): Moda
Darat,
Moda

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147670C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.252

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Pcrizlaan
Berusaha

Persyaratan Jangka
WeLtu

Pencrbitan

Kewqilban PB UMKT' Parametcr Kewenangan

(1) t2t (3) (4) (sl (61 t7l (8) (e) (101 (1U lt2l (13)

undangan yang
berlaku

3. UNTUK BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2)Sertifrkat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang

Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi
Besar dan
memiliki
klasifikasi/
subklasifrkasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Peke4'aan
Konstruksi
atau
Pekerjaan
Konstruksi

Laut
dan/atau
Moda
Udara

- Sertil-rkat
Persetuju-
an
Kelaikan
Fasilitas
Pemeliha-
raan
Pertahan-
an
(Certifica-
te of
Approual
Facilitg
Worthi-
ness o;f
Defence
Mainten-
ancel:
Moda
Darat,
Moda

SK No 147671C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.253

IlIo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Llngkup

Skata
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizlnaa
Berusaha

Persyeratan Jangka
Waktu

Penerbltan

KewaJlban PB IIMKU Parameter Kewenangan

(1) t2t (3t (4) ls) (6t 17t (8) (et (101 (11) lt2l (131

sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifikasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektorjasa
konstruksi

2) Sertilikat
Badan Usaha
subsektorjasa
konstruksi

Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 50%o
(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dikerjakan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 307o
(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi

Laut
dan/atau
Moda
Udara
lzin
Produksi
Alat
Peralatan
Pertahan-
an dan
Keaman-
an

SK No 147672 C



PRESIDEN
REFIJBLIK INDONESIA

r.H.254

No Kode
KALI

Judul
KBLI

Ruang
Llngtup

Skala
Usahr

Tingkat
Risiko

Perizinan
Benrsaha

Persyaratan Jangka
WaLtu

Penerbltan

Kewajlbaa PB TIMKTI Paremeter Kewenaagaa

(1) t2l (3t (41 (5) (6t 17l (81 (e) lro) ll r) lt2l (13)

dikeg'akan
oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasihkasi
Instalasi
Telekomuni-
kasi : INO15

Mikro Mene-
ngah

Rendah

NIB dan
Sertihkat
Standar

Otomatis 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SKK masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

lzin
Penetap-
an
Industri
Pertahan-
an
Sertihkat
Persetuju-
an
Kelaikan
Fasilitas
Produksi
Pertahan-
an
(Certifica-
te of
Approual
Facility
Worthi-
ness o;f
Defence
Product-

Usaha Orang
Perseorangan
dengan skala
usaha Mikro

Bupati/
Walikota

SK No 147673 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.255

No Kodc
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLala
Usaha

Tiagkat
Rlslko

Perlzinan
Berusaha

Persyaratan Jangla
Waktu

Penerbitan

KewqJlban PB IIMKT' Parameter Kcwenaagan

(U t2l t3t (4) (s) (61 17l (8) (et (101 (1U ltzl (13)

ion): Moda
Darat,
Moda
Laut
dan/atau
Moda
Udara

- Sertifikat
Persetuju-
an
Kelaikan
Fasilitas
Pemeliha-
raan
Pertahan-
an
(Certifica-
te of
Approual
Facilitg
Worthi-
ness of
Defence
Mainten-
ancel:

SK No 147674 C



FRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA

r.H.256

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Rueng
Ltngkup

SLala
Useha

TingLat
Risllo

Perizlnen
Berueaha

Persyaratan Jaagta
Waktu

Pcnerbitan

Kewqiiban PB UMKU Parameter Kewenengan

(1) t2t (3t (4) ts) (6) t7l (8) (e) l10l (11) lt2l (13)

Moda
Darat,
Moda
Laut
dan/atau
Moda
Udara

- lzin
Produksi
Alat
Peralatan
Pertahan-
an dan
Keaman-
an

42 43213 Instalasi
Elektroni-
ka

Kode Sub-
klasihkasi
Instalasi
Elektronika
INOO6

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah

Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
INOO6

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-

- lzin
Penetap-
an
Industri
Pertahan-
an

- Sertifikat
Persetuju-
an
Kelaikan

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

SK No 147675 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

r.H.257

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

Skala
Usaha

TingLat
RlelLo

Periziuan
Berusaha

Persyaratan Jenglra
Wahu

Pcnerbitan

Kewqflban PB IIMKU Parameter Kewenengan

(1) t2l (3) (41 (51 (6) 17l (81 (et (10) (r 1) lt2l (13)

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

undangan di
bidang jasa
konstruksi

Fasilitas
Produksi
Pertahal-
an
(Certifica-
te of
Approual
Facilitg
Worthi-
ness o..f

Defence
Product-
ion): Moda
Darat,
Moda
Laut
dan/atau
Moda
Udara
Sertifikat
Persetuju-
an
Kelaikan
Fasilitas
Pemeliha-

SK No 147676C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.258

Itto Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skrla
Usahe

Tinglat
Risilo

Pcrlzinan
Berusaha

Persyaratan Jangta
Waktu

Penerbitan

KewaJiban PB IIMKT' Parameter Kewenangan

(1) t2t (31 (4) (51 (6) 17l (8) (e) (101 ( 11) lt2l (13)

raan
Pertahan-
an
(Certifica-
te of
Approual
Facilitg
Worthi-
neSS O..if

Defence
Mainten-
ance):
Moda
Darat,
Moda
Laut
dan/atau
Moda
Udara
lzin
Produksi
Alat
Peralatan
Pertahan-
an dan

SK No 147677 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

r.H.259

ItIO Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

Skala
Useha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Benrsahe

Persyeratan Jangka
Waktu

Peaerbitan

Kewajiban PB IIMKTI Parameter Kewenangan

(U t2t (3t (4) ts) t6) 17l (El lel (10) (1U lt2l (13)

Keaman-
an

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertihkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
INOO6

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJI(A:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJI{A:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar
sesuai

lzin
Penetap-
an
Industri
Pertahan-
an
Sertihkat
Persetuju-
an
Kelaikan
Fasilitas
Produksi
Pertahan-
an
(Certifi.ca-
te of
Approual
Facilitg
Worthi-
ness o/
Defence
Product-

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147678C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

r.H.260

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Llngkup

SLala
Usahe

Tingket
Rlsilo

Perlzlnen
Berusaha

Persyaratan Jangka
trIaktu

Peaerbltan

Kewqflbaa PB UMKU Paremeter Kewcnaagan

(1) t2l (3t (4) (s) t6) t7l (8) (e) (101 l1u lt2l (13)

perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertifrkat
peizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifikasi

subklasihkasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Keda Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi
Besar dan
memiliki
klasihkasi/
subklasihkasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekeriaan

lon): Moda
Darat,
Moda
Laut
dan/atau
Moda
Udara
Sertifikat
Persetuju-
an
Kelaikan
Fasilitas
Pemelihar
aan
Pertahan-
an
(Certifica-
te of
Approual
Facilitg
Worthi-
ness orf
Defence
Mainten-
ancel:

SK No 147679C



FRES!DEN
REPUBLIK INDONESIA

T.H.26T

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Llngkup

St ela
Usaha

Tingtat
Rlsito

Perizinaa
Benrsehe

Persyaratan Jangka
Waktu

Peaerbitan

Kewajiban PB IIMKTI Perameter Kewenangan

(u t2t (3) (4) (st (6) 17l (8t (el (101 111) lr2l (13)

Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negei/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkua-lifikasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2) Sertifikat
Badan Usaha

Konstruksi
atau
Pekerjaan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 507o
(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dikerjakan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 30%o
(tiga puluh
persen) dari

Moda
Darat,
Moda
Laut
dan/atau
Moda
Udara

- lzin
Produksi
Alat
Peralatan
Pertahan-
an dan
Keaman-
an

SK No 147680 C



FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

t.H.262

IlIo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

SLatq
Ueaha

Tiagkat
Risilro

Perizinan
Berusaha

Persyarataa Jangka
trIektu

Pcnerbitan

Kewajlban PB UMKT' Parameter Kcwenangan

(1) t2t (3) (4) (s) (6) 17l (8t (e) (10) ll rl lr2l (13)

subsektor jasa
konstruksi

nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi
dike{akan
oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasifikasi
Instalasi
Elektronika
INO16

Mikro Mene-
ngah

Rendah

NIB dan
Sertifikat
Standar

Otomatis 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SKK masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

- lzin
Penetap-
an
Industri
Pertahaa-
an

- Sertifikat
Perseruju-
an
Kelaikan
Fasilitas
Produksi
Pertahan-
an
(Certifica-
te of
Approual
Facilitu

Usaha Orang
Perseorangan
dengan skala
usaha Mikro

Bupati/
Walikota

SK No 147681 C



PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA

r.H.263

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
LiagLup

SLela
Usaha

Tingkat
Rislko

Perizinan
Berusaha

Persyaraten Jangka
trIektu

Penerbltan

Kewqiiban PB IIMKU Parametcr Kewenangaa

(1) t2t (3t (4) (5) (6) 17l (8) (e) (10) (lrl lt2l (131

Worthi-
ness o..f

Defence
Product-
ion): Moda
Darat,
Moda
Laut
dan/atau
Moda
Udara
Sertifikat
Persetuju-
an
Kelaikan
Fasilitas
Pemelihar
aan
Pertahan-
an
(Certifica-
te of
Approual
Factlitg
Worthi-

SK No 147682 C



PRES!DEN
REPUBLTK INDONESIA

r.H.264

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

g,tralq
Useha

Ttngkat
Rislko

Perlzlaan
Berusaha

Persyaratan Jangka
trIaktu

Peuerbitan

Kewqiiban PB IIMNU Parameter Kewenangan

(1) t2t (3) (4) (s) (6) t7t (8) (e) (101 ( 11) lt2l (13)

ness orf
Defence
Mainten-
ancel:
Moda
Darat,
Moda
Laut
dan/atau
Moda
Udara
- lzin
Produksi
Alat
Peralatan
Pertahan-
an dan
Keaman-
an

43 43214 Jasa
Instalasi
Konstruk-
si
Navigasi
Laut,

Kode Sub-
klasifikasi
Instalasi
Konstruksi
Navigasi Laut,

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah

Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)

15 Hari l. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

lzir:
Penetap-
an
Industri
Pertahan-
an

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

SK No 147683 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.265

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

gtrela
Usaha

Tingtat
Rislho

Pcrlzlnen
Benrsahe

Persyeratan Jangka
Waktu

Penerbltan

Kewajiban PB IIMKTI Paramcter Kewenangan

(1) t2t t3t l4l (51 (6) t7t (8) (e) (10) (11) lt2l (13)

Sungai,
dan
Udara

Sungai, dan
Udara : IN005

Subklasifikasi:
INOOS

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

- Sertifikat
Persetuju-
an
Kelaikan
Fasilitas
Produksi
Pertahan-
an
(Certifica-
te of
Approual
Facilitg
Worthi-
ness of
Defence
Product-
ion): Moda
Darat,
Moda
Laut
dan/atau
Moda
Udara

- lzin
Produksi

SK No 147684C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.266

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perlzlnen
Benreahe

Pcrsyaratan Jangke
Wahu

Penerbltan

KewaJibaa PB IIMKU Parameter Kewcnangan

(1) tzt (3) (4) (s) (6t t7t (8) (et (10) ( 11) (r2l (13)

Alat
Peralatan
Pertahan-
an dan
Keaman-
an

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertihkat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi /
Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasihkasi:
INOO5

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan

lzin
Penetap-
an
Industri
Pertahan-
an
Sertihkat
Persetuju-
an
Kelaikan
Fasilitas
Produksi
Pertahan-
an
(Certifica-
te of
Approual
Facilitu

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147685C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

r.H.267

Ilo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skela
Usaha

Tingtat
Risilro

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jaagka
Wattu

Pcncrbltea

Kewqiibaa PB IIMKTI Parameter Keweaaagan

(1) t2l (31 (4) ls) (6) 17l (8) (e) (101 ( 11) (12) (13)

perrztrrarr
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertifrkat
perizinan

Sertifikat
Standar
sesuai
subklasifikasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkua-lifikasi
Besar dan
memiliki
klasifikasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

Worthi-
ness of
Defence
Product-
ion): Moda
Darat,
Moda
Laut
dan/atau
Moda
Udara

- lzir,
Produksi
Alat
Peralatan
Pertahan-
an dan
Keaman-
an

SK No 147686C



PR,ESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.268

No Kode
I{BLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingtup

Skah
Usaha

Tingtat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jaagka
trIektu

Penerbitan

Kewajiban PB UMKU Parametcr Kewenangan

(u l2t (3t (4) (s) (6t t7l (8t (e) (101 (1U lt2l (13)

bidang usaha
jasa konstruksi
berkualihkasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualihkasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektor jasa
konstruksi

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekerjaan
Konstruksi
atau
Pekeq'aan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 50%o
(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dikedakan
di dalam
negeri

SK No 147687 C



FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

r.H.269

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangka
Waktu

Pcnerbitan

Kewqliban PB IIMKTI Paremeter Kewenangan

(1) t2l (3) (41 (sl (6t 17l (8) (et (10) (11) lt2l 113)

2)Sertifikat
Badan Usaha
subsektor jasa
konstruksi

2)Paling
rendah 30%o
(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi
dikerjakan
oleh BUJKN
mitra KSO

44 43215 Instalasi
Sinyal
dan Tele-
komuni-
kasi
Kereta
Api

Kode Sub-
klasifrkasi
Instalasi
Sinyal dan
Telekomuni-
kasi Kereta
Api : INO12

Mikro
Kecil
Mene-
ngah

Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifrkat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasil-rkasi:
INO12

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

SK No 147688C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.270

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

St qla
Usaha

Tingkat
Risiko

Perlzlnan
Berusaha

Persyarataa Jangka
Wattu

Penerbitan

Kewqflban PB I'MKT' Paramcter Kewenangan

(1) t2t (3) (4) (s) (6) t7l (8t (e) (10) (1U ltzl (13)

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

l. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifrkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
INO12

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
periztnan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-

l5 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar
sesuai
subklasihkasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147689C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.27 T

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Llnglrup

Skala
Usaha

Tingkat
Rlslko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangka
Waktu

Penerbltan

Kewajiban PB IIMKTI Paramctcr Kewenangan

(U t2l (3) (4) (s) (6t 17l (81 (el (101 (11) lt2l (13)

undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertihkat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualihkasi
Besar di negara

Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualihkasi
Besar dan
memiliki
klasifikasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekerjaan
Konstruksi
atau
Pekeq'aan
Konstruksi

SK No 147690 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.272

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Linglup

SLala
Usaha

Tinglat
Risiho

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangka
Waktu

Penerbitan

Kewajiben PB IIMI{U Parametcr Kewenangan

(1) tzt (3t (4) (s) (61 17l (8) (e) (10) ( 11) lr2l l13l

asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualihkasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2) Sertifikat
Badan Usaha
subsektor jasa
konstruksi

Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 507o
(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dikerjakan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 30%
(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerj'aan
pelaksanaan
konstruksi

SK No 14769lC



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESTA

r.H.273

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Ttagtat
Risiho

Perizlnaa
Bcrueaha

Persyaratan Jangka
WeLtu

Pencrbltan

KewaJlban PB UMKI' Parameter Kcwenangan

(U t2t (3) (4) (st (6) 17l (8) (e) (10) (1 1l lr2l (131

dikerjakan
oleh BUJKN
mitra KSO

45 43216 Instalasi
Sinyal
Dan
Rambu-
rambu
Jalan
Raya

Kode Sub-
klasihkasi
Instalasi
Sinyal Dan
Rambu-
rambu Jalan
Raya: IN011

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah

Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifrkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
INOl l

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifrkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
INO11

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147692C



PRESIDEN
REFUELIK INDONESIA

r.H.274

IYo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruaag
Ltngkup

SLala
Usahe

Tingkat
Risiko

Perizinan
Bcnrsaha

Persyeretan Janglra
Waktu

Penerbltan

Kewajiban PB I'MKII Parameter Kewenangan

(1) t2t (3t (4) (s) (6) 17t (8) (e) (10) (1U (121 (131

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha

perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar
sesuai
subklasifikasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi
Besar dan
memiliki
klasifrkasi/
subklasifikasi
seienis yang

SK No 147693 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.275

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltnglrup

Slrala
Usaha

Ttngkat
Rlslko

Perlzlnan
Berusaha

Pcrsyaratan Jangka
Wektu

Penerbltan

Kewqiiben PB IIMKU Parameter Kewenangan

(U tzt (3) (41 (s) (6t t7l (8t (e) 110) (1U lt2l (13)

jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertifikat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkua-lifikasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha

tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekerl'aan
Konstruksi
atau
Pekerjaan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 507o

SK No 147694C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONEsIA

t.H.276

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLala
Usaha

TiagLat
Rlslko

Perizinan
Beruseha

Persyaratan Jangka
Walrtu

Penerbitan

Kewajlbaa PB IIMKT' Paremeter Kewenangan

(1) t2t (3) (4) (sl (6) 17l (8) (e) (101 (11) lt2l 113)

jasa konstruksi
nasional
berkualihkasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektorjasa
konstruksi

2) Sertifikat
Badan Usaha
subsektor jasa
konstruksi

(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekeq'aan
konstruksi
dikerjakan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 30%o
(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
peke{aan
pelaksanaan
konstruksi
dikedakan
oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasifikasi
Instalasi
Sinyal Dan
Rambu-

Mikro Mene-
ngah

Rendah

NIB dan
Sertilikat
Standar

Otomatis 1. Menyampaikan
[aporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SKK masih
berlaku

Usaha Orang
Perseorangan
dengan skala
usaha Mikro

Bupati/
Walikota

SK No 147695C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.277

IYo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Liaghup

SLala
Usaha

Tiaglat
Rlsiko

Perizlaan
Bonrsaha

Persyaratan Jangta
Wektu

Penerbitan

KewaJibaa PB IIMKU Parameter Kewenaagan

(1) t2t (3) (41 (s) (61 17l (8) (et (101 ( 11) lt2l (13)

rambu Jalan
Raya : INO17

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

46 4322r Instalasi
Saluran
Air
(Plambing
)

Kode Sub-
klasifikasi
Instalasi
Saluran Air
(Plambing) :

INOOT

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah

Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi/
Sertihkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasihkasi:
INOOT

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

Besar Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertihkat Badan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147696C



PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA

r.H.278

Ito Kode
I(BLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tinglat
Rlslko

Perizinan
Berusaha

Pcrsyaratan JangLa
trIaktu

Penerbitan

KewaJlban PB IIMKT' Parameter Kewenangan

(1) t2t (3) (4) (st (6t t7l (8t (e) (10) (lrl lr2l (131

Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
INOOT

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
peitzinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertihkat
Standar
sesuai
subklasifikasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualihkasi

SK No 147697 C



PRESIDEN
REPUBLIK !NDONESIA

t.H.279

No Kodc
I(BLI

Judul
KBLI

Ruang
Linglrup

SLala
Usaha

Ttagkat
Rlsiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangka
Wektu

Penerbitan

Kewajiban PB UMKI' Parameter Kewenangan

(1) t2t (3) (4) (s) (6) 17l (8) (e) (10) (ru lt2l (13)

merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2)Sertihkat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam r:egei/
pemegang saham
dalam negeri

Besar dan
memiliki
klasifikasi/
subklasihkasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekedaan
Konstruksi
atau
Pekerjaan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan

SK No 147698 C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.280

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Slrata
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyeratan Jangla
Waktu

Penerbitan

Kewajiban PB IIMNU Parameter Kewenangan

(1) t2t (31 (4) {sl (6t 17l (8) (e) (10) (1U lt2l (13)

merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifrkasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:

1) Perizinan
berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2) Sertifikat
Badan Usaha
subsektor jasa
konstruksi

kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 507o
(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dikerjakan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 30%o
(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi
dikedakan
oleh BUJKN
mitra KSO

SK No 147699 C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.281

lYo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiho

Perizlnan
Berusaha

Persyaratan Jangka
Waktu

Penerbiten

KewaJlban PB IIMKTI Parameter Kewenaagan

(U l2t (3) (4) (sl (6) t7l (81 (et (10) (1U ll2l (13)

Kode Sub-
klasifikasi
Instalasi
Saluran Air
(Plambing) :

INO18

Mikro Mene-
ngah

Rendah

NIB dan
Sertifikat
Standar

Otomatis 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SKK masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

Usaha Orang
Perseorangan
dengan skala
usaha Mikro

Bupati/
Walikota

47 43222 Instalasi
Pemanas
dan Geo-
termal

Kode Sub-
klasifikasi
Instalasi
Pemanas dan
Geotermal :

INO13

Mikro
Kecil
Mene-
ngah

Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifrkat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifrkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
INO13

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

SK No 147700C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.282

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Linglup

Skala
Usaha

Tinglat
Risiho

Perizinan
Berusaha

Persyaraten Jangka
Waktu

Penerbitea

KewaJiban PB IIMKU Paramcter Kcweaangan

(1) t2t (3) (4) (sl (61 17l (E) te) (10) (1U lt2l (131

bidang jasa
konstruksi

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
INO13

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertihkat
Standar
sesuai
subklasifikasi
setiap 3 tahun

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147701 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.283

IIIo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skale
Usaha

Tingtat
Rlsiko

Perizinea
Berusaha

Persyaratan Jengka
trIaktu

Penerbitan

Kcwqiiban PB I'MKTI Parameter Kewenangan

(1) t2t (3) (4) (sl (6) 17l (8) (el (10) ( 11) (12) 113)

undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertifrkat
penzinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang

b. Melakukan
Keda Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualihkasi
Besar dan
memiliki
klasihkasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekerjaan
Konstruksi
atau

SK No 147702C



FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

t.H.284

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

SLala
Usaha

Tingtat
Risiko

Periziaan
Benrsaha

Persyaratau Janglra
Wahu

Penerbitan

Kewqiiben PB UMKTI Parameter Kewenangan

(1) t2t (3) (41 (5) (61 17l (8) (et (101 (ru lt2l (131

sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifikasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2)Sertifikat
Badan Usaha
subsektor jasa
konstruksi

Pekerjaan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:

1) Paling rendah
50% (lima
puluh persen)
dari nilai
biaya
pekeq'aan
konstruksi
dikerjakan di
dalam negeri

2) Paling rendah
30% (tiga
puluh persen)
dari nilai
biaya
pekerjaan
pelaksanaan

SK No 147703 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

r.H.285

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingtup

Skale
Usaha

TingLat
Risito

Perlziaan
Berueaha

Persyaratan Jangke
I[ah,u

Penerbltan

KewaJlban PB UMKTI Parameter Kewenangan

(1) l2t (3) (4) (s) (6) 17t (8t (e) (10) (1U lt2l (r3)

konstruksi
dike{akan
oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasifikasi
Instalasi
Pemanas dan
Geotermal :

INO19

Mikro Mene-
ngah

Rendah

NIB dan
Sertifikat
Standar

Otomatis 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SKK masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

Usaha Orang
Perseorangan
dengan skala
usaha Mikro

Bupati/
Walikota

48 43223 Instalasi
Minyak
Dan Gas

Kode Sub-
klasifikasi
Instalasi
Minyak Dan
Gas: IN004

Mikro
Kecil
Mene-
ngah

Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifrkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
INOO4

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

SK No 147704C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.286

No Kode
I(BLI

Judul
KBLI

Ruang
LingLup

Stela
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Benrsahe

Persyaratan Jaaglra
Wahu

Pcnerbitan

Kewejlban PB IIMXU Parameter Kewcnangan

(U t2l (3) (4) (st (6) 17l (8) (et l10l ( 11) (12) (13)

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasihkasi:
INOO4

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJI(A:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per

15 Hari l. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147705 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

t.H.287

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

SLele
Usaha

Tinglat
RisiLo

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangka
Waltu

Pcnerbitaa

Kewajlbaa PB IIMI(U Perameter Kewcnangan

(U t2t (3t (41 l5) (61 (7) (8) (el (ro) ( 1r) lr2l (13)

jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertihkat
penzinan
bidang usaha
jasa konstruksi

sesual
subklasifikasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi
Besar dan
memiliki
klasihkasi/
subklasihkasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan

SK No 147706C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

r.H.288

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

S}ala
Usaha

Tingket
Risiko

Perizlnan
Bcnrsaha

Pereyaratan Jangka
I[aktu

Penerbiten

KewaJiban PB IIMKU Parametcr Kewenangan

(r) t2l (3t (4) l5) (6) 17t (8) (e) (10) lru (12) (13)

berkualihkasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifikasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2) Sertihkat
Badan Usaha

Pekerjaan
Konstruksi
atau
Pekedaan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
l)Paling

rendah 50%o

(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dikerjakan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 30%o
(tisa puluh

SK No 147707 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.289

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Stala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusahe

Persyaratan Jangka
Waktu

Peaerbitan

Kewqiiban PB IIMKTI Parameter Kewenangan

(1) t2t l3l (4) (s) (6) 17l (8) (el (rol ( 11) lt2l (13)

subsektor jasa
konstruksi

persen) dari
nilai biaya
pekedaan
pelaksanaan
konstruksi
dikeq'akan
oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasilikasi
Instalasi
Minyak Dan
Gas : IN020

Mikro Mene-
ngah

Rendah

NIB dan
Sertifikat
Standar

Otomatis 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SKK masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

Usaha Orang
Perseorangan
dengan skala
usaha Mikro

Bupati/
Walikota

49 43224 Instalasi
Pendingin
Dan

Kode Sub-
klasifikasi
Instalasi
Pendinsin

- Mikro
- Kecil

Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,

Bupati/
Walikota

SK No 147708C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

t.H.290

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Useha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangka
Waktu

Penerbiten

Kewajlban PB IIMKTI Parameter Kewenangan

(U t2t (3) (4) (s) (6) t7t t8t (e) (10) (r1) lt2l (13)

Ventilasi
Udara

Dan Ventilasi
Udara : IN008

Mene-
ngah

/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
INOOS

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

Kecil,
Menengah

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertihkat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasihkasi:
INOO8

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147709 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

r.H.29l

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Linghup

SLala
Usaha

Tingket
Rislko

Perlzlnan
Bcrusaha

Persyaratan JeagLa
Wahu

Penerblten

Kewajiben PB UMKTI Perameter Kewenangen

(1) t2l (3t (41 (s) l6) t7l (8t lel (10) (11) lt2l (13)

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
l)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

a. Melakukan
perpanjangan
Sertifikat
Standar
sesuai
subklasifikasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualihkasi
Besar dan
memiliki
klasifrkasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
meneikuti

SK No l477l0C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

r.H.292

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Ttngket
Rlslko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangka
Welrtu

Penerbitan

Kewqjibaa PB IIMKTI Parameter Kewenangan

l1) t2l (31 (4) (st (6) 17l (8) (et (10) ( 1r) (121 (13)

2) Sertifikat
peruinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifikasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1) Perizinan

berusaha

proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekerjaan
Konstruksi
atau
Pekeq'aan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 507o
(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dikerjakan

SK No L477ll C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

t.H.293

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perlzlnan
Berusaha

Persyaratan Janglra
Wah,u

Penerbitan

Kcwqilbaa PB IIMKII Parameter Kewenangan

(rl t2t (3) (4) (5) (6) 17t (El (e) (10) ( 11) lr2l (131

subsektor jasa
konstruksi

2)Sertifikat
Badan Usaha
subsektor jasa
konstruksi

di dalam
negeri

2)Paling
rendah 30%o
(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi
dikerjakan
oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasifikasi
Instalasi
Pendingin
Dan Ventilasi
Udara : IN009

Mikro Mene-
ngah

Rendah

NIB dan
Sertifikat
Standar

Otomatis 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SKK masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undansan di

Usaha Orang
Perseorangan
dengan skala
usaha Mikro

Bupati/
Walikota

SK No l477l2c



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.294

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruaag
Llngkup

Skala
Ueaha

Ttngkat
Rislko

Perizinan
Benrsaha

Persyeratan Jangka
Welrtu

Pencrbitan

Kewqiiban PB UMKU Parameter Kcwcnangan

(U tzt (3t (4) (s) (6) 17l (8) (e) (10) (1U lt2l (13)

bidang jasa
konstruksi

50 4329r Instalasi
Mekani-
kal

Kode Sub-
klasifikasi
Instalasi
Mekanikal
INOOl

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah

Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
INOOl

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
INOOl

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147713 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.295

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Linghup

Skala
Usaha

Ttngkat
Rlslko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan JangLa
trIaLtu

Penerbitan

Kewqilban PB IIMKU Parameter Kewenangan

(1) l2t (3) (4) (51 (6t 17l (8) (e) (rol (11) lr2l (13)

a. Merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertihkat
Standar
sesuai
subklasihkasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifrkasi
Besar dan
memiliki
klasifikasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di

SK No l477l4O



PRESIDEN
REFUBLTK INDONESIA

t.H.296

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skah
Usaha

TingLat
Risilo

Perizlnen
Berusaha

Persyaratan Jangta
Waktu

Peaerbitan

Kewajibea PB IIMKTI Parameter Kewenangan

(1) t2t (31 (4) (st t6) 17l (8) (e) (10) (lrl lr2l (r3l

yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertifikat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifikasi

lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekerl'aan
Konstruksi
atau
Pekerjaan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 5O%o
(lima puluh

SK No 147715 C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.297

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

SLala
Usaha

Tinglat
Rlsllo

Perizinea
Benrsaha

Persyaratan Jangke
IIIahu

Penerbitaa

Kewqiiban PB IIMKTI Parameter Kewenangan

(u t2t (31 (4) (st t6) 17l (8) (el (10) ( 11) lt2l (13)

Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2)Sertihkat
Badan Usaha
subsektor jasa
konstruksi

persen) dari
nilai biaya
pekedaan
konstruksi
dike{akan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 30%o

(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi
dike{akan
oleh BUJKN
mitra KSO

51 43292 Instalasi
Meteoro-
logi,
Klimato-
logi dan
Geofisika

Kode Sub-
klasifikasi
Instalasi
Meteorologi,
Klimatologi
dan Geohsika
: INO14

Mikro
Kecil
Mene-
ngah

Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertihkat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)

15 Hari l. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

SK No 147716C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

t.H.298

IYo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLala
Usaha

Tingkat
Rlsiho

Perlzlnaa
Berusaha

Persyaratau Jeagka
Wahu

Penerbitaa

KcwqJiban PB IIMKU Parameter Kcwenangan

IU t2t (3) (4) (st (6) t7l (8) (et (101 (r 1) lt2l (13)

Subklasifikasi:
INOl4

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

Besar Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertihkat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
INO14

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpaniangan

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147717 C



PRESIDEN
REFUELIK INDONESIA

r.H.299

IYo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltagkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangke
trIektu

Pencrbitaa

Kewqiiban PB TIMKTI Peremcter Kcwenangan

(1) t2t l3) (4) (sl (6) t7t t8) (e) (101 111) lt2l (13)

pertzfiran
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2)Sertifikat
perizinan

Sertifikat
Standar
sesuai
subklasifikasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi
Besar dan
memiliki
klasifikasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

SK No 147718 C



FREEIDEN
REFUELIK INDONESIA

r.H.300

IIo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinen
Berusaha

Persyaraten Jangta
Wektu

Peaerbitea

KcwaJiban PB IIMKU Paremeter Kewenangan

(r) t2l (3) (4) (51 (6t 17l (8) (et (10) (1U lr2l (13)

bidang usaha
jasa konstruksi
berkualihkasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam r:egeil
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualihkasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:

1) Perizinan
berusaha
subsektor jasa
konstruksi

c. KSO untuk
pelaksanaan
Peke{aan
Konstruksi
atau
Pekerjaan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 50%o
(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dikerjakan
di dalam
negeri

SK No 147719 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONEEIA

r.H.301

I[o Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltnglrup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perlzinen
Berusahe

Persyaratan Jangka
Waktu

Pcncrbitan

Kewqiiban PB IIMI(U Parametcr Kewenangan

(1) t2l (3t (4) (s) (6) t7t (8) (et (10) (1U lt2l (13)

2)Sertifikat
Badan Usaha
subsektorjasa
konstruksi

2)Paling
rendah 30%o
(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi
dikerjakan
oleh BUJKN
mitra KSO

52 43299 Instalasi
Konstruk-
si
l,ainnya
Ytdl

Kode Sub-
klasifikasi
Instalasi
Peralatan
Infrastruktur
Pertambang-
an dan
Manufaktur:
INOO3

Mikro
Kecil
Mene-
ngah

Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
INOO3

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

SK No 147720C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.302

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

Shla
Useha

Ttngkat
Rlslko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jenglra
Waktu

Penerbitan

KewaJibaa PB IIMKII Parameter Kewenangan

(1) l2l t3) (4) (s) (61 t7l (8t (e) (101 (1U lt2l (13)

Besar Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertihkat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
INOO3

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
pervinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJI(A:
a. Melakukan

Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualilikasi
Besar dan
memiliki
klasihkasi/

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147721 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.303

I{o Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltnglrup

SLala
Usahe

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangka
Waktu

Penerbltan

Kewqiibaa PB I'MKTI Paramcter Kewcnangan

(rl t2t (3) (4) (st (6t 17l t8) (e) (10) ( 11) lt2l (131

undangan yang
berlaku

3. UNTUK BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2)Sertihkat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualihkasi
Besar di negara

subklasihkasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

b. KSO untuk
pelaksanaan
Pekerjaan
Konstruksi
atau
Peke4'aan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:

SK No 147722C



FRES!DEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.304

![o Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Ueaha

Tingkat
Rislko

Perizinan
Benrsaha

Persyaratan Jangka
Waktu

Peaerbitan

Kewqiiban PB IIIIIKU Paramcter Kewenangan

(1) t2t (3) (4) (5) (6t 17l (81 (e) (rol (1U lt2l (131

asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negei/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifikasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
l)Perizinan

berusaha
subsektorjasa
konstruksi

2) Sertifikat
Badan Usaha
subsektorjasa
konstruksi

l)Paling
rendah 50%o
(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dikeq'akan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 30%o
(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
pelaksalaan
konstruksi
dikerjakan
oleh BUJKN
mitra KSO

SK No 147723C



PRESIDEN
.REPUBLtK INDONESIA

I.H.305

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLda
Usahe

TingLat
Risiko

Perizinan
Benrsaha

Persyeratan Jangla
Waktu

Pcnerbltan

Kewajiban PB IIMKU Peremeter Kewenangan

(U t2t (31 (41 (sl (6) 17l (8) (e) (10) (lrl lt2l (13)

Kode Sub-
klasifrkasi
Instalasi
Pengolahan
Air Untuk
Pembangkit
Listrik :

INOlO

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah

Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
INOlO

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertihkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
INOlO

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:

15 Hari l. Menyampaikan
laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147724C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.306

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Rueng
Lingkup

Skela
Useha

Tingkat
Risito

Perizlnaa
Bcrusahe

Persyaratan Jengka
Wattu

Pcnerbitan

Kewajiban PB IIMKU Paremeter Kewcnangan

(U t2t (3) (4) (st (6) t7l (8t (e) (10) (1U lr2l (131

a. Merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
penztnan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum

bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar
sesuai
subklasifikasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi
Besar dan
memiliki
klasifikasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga

SK No 147725C



PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA

I.H.307

No Kode
KBLI

Judul
ITBLI

Ruang
Lingkup

SLala
Useha

Tinglat
RisiLo

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jaagka
Wehu

Penerbitrn

Kewajiban PB I'MKU Parametcr Kewenangan

(U t2l (3t (4) (5) t6l 17l (8) (e) lro) (1U lt2l (131

di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2)Sertifikat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional

pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekeq'aan
Konstruksi
atau
Pekerjaan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
l)Paling

rendah 50%o
(lima puluh
persen) dari

SK No 147726C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.308

lYo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

Skala
Usaha

Tlngkat
Rlslko

Pcrizlaan
Berusaha

Persyaratan JeagLa
I[ahu

Penerbitan

KewaJlban PB IIMKTI Parameter Kewenaugan

(rl t2t (3) (4) (s) (61 17l (E) (et (rol ( 11) lt2l (13)

berkualil-rkasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
l)Perizinan

berusaha
subsektorjasa
konstruksi

2) Sertifikat
Badan Usaha
subsektor jasa
konstruksi

nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dike{akan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 3O%o

(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi
dike{akan
oleh BUJKN
mitra KSO

53 43301 Pengeq'a-
an
Pemasa-
ngarl
Kaca Dan
Alumuni-
um

Kode Sub-
klasifrkasi
Penge{aan
Pemasangan
Kaca Dan
Aluminium:
PBOOl

Mikro
Kecil
Mene-
ngah

Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertihkat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertil-rkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
PBOOl

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

SK No 147727 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

r.H.309

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

Stala
Usaha

Tinglat
RisiLo

Perizinen
Berusahe

Pcrsyaratan Jangke
Wektu

Pencrbltan

Kcwajiban PB I'MKT' Parameter Kewenangan

(r) l2t (3t (4) (s) (61 17l (8) (e) (10) ( 11) lt2l (13)

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

Besar Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifrkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
PBOOl

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147728C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.310

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Stale
Useha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangke
Waktu

Penerbitrn

Kewajiban PB IIMKT' Parameter Kewenangan

(U t2t (3) (4) (s) (6t 17l (8) tet (101 (1U lt2l (13)

jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertihkat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi

sesuar
subklasihkasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Keq'a Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualihkasi
Besar dan
memiliki
klasifikasi/
subklasifrkasi
sejenis yang
tercatat di
Iembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan

SK No 147729C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

I.H.31 1

lYo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLale
Usaha

Tingkat
Rlsiko

Perizinen
Bcrusahe

Persyaretan Jangke
Wehu

Penerbitrn

KcwaJiban PB IIMTU ParaEeter Kewenangan

(u t2t t3) (4) (st l6) 17t (8t (e) (ro) 111) lt2l (131

berkualihkasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negen/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifikasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektorjasa
konstruksi

2) Sertihkat
Badan Usaha

Pekerjaan
Konstruksi
atau
Pekerjaan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 50%o
(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dikeg'akan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 30%o
(tiga puluh

SK No 147730C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.3 12

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SL"la
Usaha

Tingkat
Rlslko

Perizlnan
Bcrusaha

Persyaratan Janglre
Waktu

Penerblten

Kewajiban PB IIMKU Parameter Kewenangan

(r) t2t (3) (4) (s) (6t 17t (El (et (10) (1U lt2l (13)

subsektor jasa
konstruksi

persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi
dikerjakan
oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasihkasi
Pengerjaan
Pemasangan
Kaca Dan
Aluminium:
PBOO2

Mikro Mene-
ngah

Rendah

NIB dan
Sertihkat
Standar

Otomatis 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SKK masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
penrndang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

Usaha Orang
Perseorangan
dengan skala
usaha Mikro

Bupati/
Walikota

54 43302 Pengerja-
an Lantai,
Dinding,
Peralatan

Kode Sub-
klasihkasi
Pekerjaan
Konstruksi

Mikro
Kecil

Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifrkat
Standar

Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,

Bupati/
Walikota

SK No 147731 C



FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

I.H.313

Ilo Kodc
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingtrat
Risilro

Perizinen
Benrsahe

Persyaraten Jangka
Waktu

Penerbltea

Kcwqiiban PB UMKT' Paramctcr Kewenangan

(rl l2t (3t (4) t5t (6) 17l t8) (e) (101 (1U lt2l (13)

Saniter
Dan
Plafon

Kedap Suara
KKOOT

- Mene-
ngah

/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
KKOOT

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
Perseorangan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

Kecil,
Menengah

Besar Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
KKOOT

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147732 C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.314

IYo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

Skela
Usaha

Ttngkat
Risiko

Perizinan
Benrsaha

Persyaratan Jangta
Waktu

Peaerbltan

KewaJiban PB I'MKII Paramcter Kewenengan

(r) t2t (3t (41 (st t6t 17l (E) (e) (10) ( 11) lt2l (13)

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan badan
usaha jasa
konstruksi
berbadan hukum di
negara asal yang
dibuktikan dengan:

1)Akta pendirian
yang
dilegalisasi

a. Melakukan
perpanjangan
Sertihkat
Standar
sesuai
subklasifikasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualif,rkasi
Besar dan
memiliki
klasifikasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti

SK No 147733C



PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA

I.H.315

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

Skala
Usaha

Tingtat
Risito

Perlzlnan
Berusaha

Persyaratan Jeaglra
Wahu

Penerbitan

KeweJlban PB IIMKTI Parameter Kewcnangan

(u l2t (3) (4) (st (61 17l (El (e) (10) (r1) lt2l (131

2)Sertifikat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negei/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifikasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha

proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekerjaan
Konstruksi
atau
Pekerjaan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 50%o
(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerl'aan
konstruksi
dikeg'akan

SK No 147734C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

I.H.316

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruaag
Lingkup

Slrala
Usaha

TingLat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyeratan Jangle
I[ehu

Peaerbitrn

Kewajiban PB IIMKTI Perametcr Kewenangan

(U t2t (3) (4) (5) (6t 17l (8) tet (101 (r1) lt2l (131

subsektor jasa
konstruksi

2)Sertifikat
Badan Usaha
subsektor jasa
konstruksi

di dalam
negeri

2)Paling
rendah 30%o

(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekedaan
pelaksanaan
konstruksi
dikerl'akan
oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasifikasi
Pekerjaan
Konstruksi
Kedap Suara
KKOl7

Mikro Mene-
ngah

Rendah

NIB dan
Sertifikat
Standar

Otomatis 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SKK masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undansan di

Usaha Orang
Perseorangan
dengan skala
usaha Mikro

Bupati/
Walikota

SK No 147735 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONEgIA

I.H.317

I{o Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLala
Usaha

Tingkat
Risiko

Pcrlzinan
Berusaha

Persyareten Jeagta
I[aLtu

Penerbltan

KewaJiban PB UMKT' Parameter Kewenangan

(1) t2l (3t (4) (s) (6) 17l (8t (el (10) ( 11) lt2l (131

bidang jasa
konstruksi

Kode Sub-
klasifikasi
Pengerjaan
Lantai,
Dinding,
Peralatan
Saniter Dan
Plafon :

PBOO3

Mikro
Kecil
Mene-
ngah

Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertihkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
PBOO3

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi /
Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
PBOO3

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147736C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.318

No Kode
KBLI

Judul
I(BLI

Ruang
Lingkup

Skala
Ueehe

Tingkat
Risiko

Perizinan
Bcrueaha

Persyaratan Jeagka
Wahu

Penerbitan

Kewqilban PB IIMKT' Paremeter Kewenangan

(1) t2t (3) (4) (st (6) t7t (Et te) (101 (1U lt2l (13)

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. UNTUK BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi

perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifrkat
Standar
sesuai
subklasil-rkasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi
Besar dan
memiliki
klasifikasi/
subklasifikasi
seienis vang

SK No 147737 C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.319

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltagkup

SLala
Usaha

Tingkat
Rislko

Pcrizinan
Berusaha

Persyaratan Jangla
Wektu

Penerbitaa

Kcwqiiban PB IIMKT' Parameter Kewenangan

(r) l2t (31 (4) (s) (6) 17l (8) (e) (10) (1U lt2l (131

berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertifikat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negenl
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi

tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Peker;'aan
Konstruksi
atau
Peke4'aan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 50%o

SK No 147738C



FRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

I.H.320

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Slrala
Usaha

Tingtat
Risilo

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jenglre
Waktu

Penerbitan

Kewajiban PB I'}IKTI Parameter Kewenangan

(u l2t (3) (41 (st (6) 17l (8) (et (101 (1U lt2l (131

nasional
berkualifikasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2) Sertifikat
Badan Usaha
subsektor jasa
konstruksi

(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekeq'aan
konstruksi
dikeg'akan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 307o
(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi
dike{akan
oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasifikasi
Pengerjaan
Lantai,
Dinding,
Peralatan

Mikro Mene-
ngah

Rendah

NIB dan
Sertihkat
Standar

Otomatis 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SKK masih
berlaku

Usaha Orang
Perseorangan
dengan skala
usaha Mikro

Bupati/
Walikota

SK No 147739 C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONEgIA

I.H.321

ItIo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Slrela
Usaha

Ttngkat
Rislko

Perlzinan
Bcrusaha

Persyeraten Jeaglra
Wattu

Penerbltan

Kewajiban PB I'IIKU Parameter Kewenaagan

(U t2t (3) (4) (s) (61 17l (81 (el (ro) (1U lr2l (13)

Saniter Dan
Plafon: PBO12

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

55 43303 Pengecat-
an

Kode Sub-
klasifikasi
Pengecatan
PBOOT

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah

Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
PBOOT

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

l5 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

Besar Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147740C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

t.H.322

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Linglup

Skala
Usaha

Ttngkat
RislLo

Periziaan
Benrsaha

Persyaratan Jangka
Itraktu

Penerbitan

Kewqilban PB IIMKU Parameter Keweneagan

(U l2t (3) (4) (s) (61 17l (E) (e) (10) (1U lt2l (13)

Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
PBOOT

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifrkat
Standar
sesuai
subklasil-rkasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Keda Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualihkasi

SK No 147741 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

I.H.323

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLala
Useha

Tingkat
Risiko

Perizinen
Berusaha

Persyeraten Jengka
I[aktu

Penerbiten

Kewqiiban PB IIMKTI Parameter Kcwenangan

{1) t2t (3t (41 (5) t6) 17l t8) tet (101 (1 r) lt2l (13)

saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertifikat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham

Besar dan
memiliki
klasifikasi/
subklasihkasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekerjaan
Konstruksi
atau
Pekerjaan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan

SK No 147276C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

r.H.324

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skela
Usaha

Ttngtat
Risito

Perizlnan
Berusaha

Pcrsyaratan Jangke
trIaktu

Penerbitrn

Kcwqflban PB UMKTI Paramcter Kewenangan

(u t2t (3) (4) (sl (6) t7t (81 (e) (10) (1U lr.2l (13)

dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifikasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektorjasa
konstruksi

2)Sertifrkat
Badan Usaha
subsektorjasa
konstruksi

kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 507o
(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dike{akan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 30%o
(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi
dikery'akan
oleh BUJKN
mitra KSO

SK No 147277 C



FRESIDEN
REFUELIK INDONESIA

r.H.325

I{o Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Strlla
Usahe

Tinglat
Rislko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jenglra
trIaktu

Pencrbltan

Kewqiiban PB IIMKU Prremeter Keweneagan

(1) tzt (3) (4) (5) (6) 17t (8t (e) (10) ( 11) lr2l (13)

Kode Sub-
klasifikasi
Pengecatan
PBOO8

Mikro Mene-
ngah

Rendah

NIB dan
Sertifikat
Standar

Otomatis 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SKK masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

Usaha Orang
Perseorangan
dengan skala
usaha Mikro

Bupati/
Walikota

56 43304 Dekorasi
Interior

Kode Sub-
klasifikasi
Dekorasi
Interior :

PBOO4

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah

Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertil-rkat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
PBOO4

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

SK No 147278C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

r.H.326

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skeh
Usaha

Tingtat
Risiko

Perizinrn
Berusaha

Persyaratan Jaagta
WaLtu

Penerbitan

Kewqilban PB IIMI(U Paremeter Kewenangan

(r) tzt (3) (41 (s) (6t 17l (8t (e) (10) (11) lt2l (13)

bidang jasa
konstruksi

Besar Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifrkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
PBOO4

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJI(A:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertihkat
Standar
sesuai
subklasifikasi
setiap 3 tahun

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147279 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.327

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Liagtup

SLala
Usaha

Tinglat
RlslLo

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jengka
Waktu

Pcnerbiten

Kewajiban PB IIMKT' Peremetcr Kewenangan

(1) t2t (3) (4) ts) (6t 17l (8t (e) (10) (r 1) lt2l (13)

undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2)Sertifrkat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi
Besar dan
memiliki
klasifikasi/
subklasifrkasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekedaan
Konstruksi
atau

SK No 147280C



PRESIDEN
REPUELIK lNDONESIA

r.H.328

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Linglup

Sksla
Usahe

TingLat
Rlslto

Perizinen
Benrsahe

Persyaratan Jangke
Wahu

Penerbitrn

Kewajiban PB IIMKT' Parametcr Kewcnangan

(r) t2t (3) (4) ts) (6) 17l (8t (et (10) (11) lt2l (13)

sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualihkasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2)Sertifikat
Badan Usaha
subsektorjasa
konstruksi

Pekerjaan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 507o
(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dikerjakan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 30%
(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekeriaan

SK No l4728lC,



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.329

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Linglup

SLala
Useha

Tingkat
Risilro

Perizinan
Berusaha

Persyaretan Jangka
Wettu

Pencrblten

Kewajiban PB UMKU Parameter Kewenangan

(1i t2t (3) (4) (sl t6) 17l (8t (e) (101 ( 11) lr2l (r3)

pelaksanaan
konstruksi
dike{akan
oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasifrkasi
Dekorasi
Interior :

PBOl3

Mikro Mene-
ngah

Rendah

NIB dan
Sertiirkat
Standar

Otomatis 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SKK masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

Usaha Orang
Perseorangan
dengan skala
usaha Mikro

Bupati/
Walikota

Kode Sub-
klasifikasi
Pemasangan
Ornamen dan
Pekerjaan
Seni : PBOO5

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah

Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertihkat Badan
Usaha (SBU)

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

SK No 147282 C



FRES]DEN
REFUBLIK INDONESIA

I.H.330

IlIo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLqla
Ueaha

Tinglat
Rlslto

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangta
Wahu

Pcnerbltan

Kewqilban PB UMKTI Parameter Kewenangan

(1) t2t t3) (4) (sl (61 17l (Et (e) (101 (1U lt2l (13)

Subklasifikasi:
PBOO5

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

Besar Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertihkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
PBOO5

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

pemaniangan

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147283 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.331

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
LtagLup

Slrrla
Usahe

Tinglat
Risllo

Perizlnan
Berusaha

Persyaraten Jangka
Wektu

Penerbiten

KcwqJlban PB UMKTI Paremeter Kewenaagan

(r) t2t (3) (4) (s) (61 17l (8) (et (10) (11) lt2l (13)

pertztnarl
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertifikat
perizinan

Sertifikat
Standar
sesuai
subklasihkasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Keda Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi
Besar dan
memiliki
klasifrkasi/
subklasifrkasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
Proses
pemilihan

SK No 147284 C



FR.ESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

I.H.332

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

Skala
Ueaha

Tingkat
Rlslko

Perlzinan
Benrsaha

Persyaratan Jaagka
Waktu

Penerbitan

Kcwqilban PB IIMKT' Parameter Keweuangan

(U tzt (3) (4) (s) t6t 17l tE) (et (101 (111 lt2l (r3l

bidang usaha
jasa konstruksi
berkualihkasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifikasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektorjasa
konstruksi

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekerjaan
Konstruksi
atau
Pekerjaan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 50%o
(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
peke4'aan
konstruksi
dike{akan
di dalam
negeri

SK No 147285C



FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

I.H.333

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLela
Useha

Tingkat
Rislko

Pcrizlnea
Berusahe

Persyaratan Jaagke
Waktu

Penerbltan

KewqJlban PB TIMKU Parameter Kcwenangan

(U t2t (3) (41 (s) (6t t7l (81 (e) (10) (1U lt2l (131

2)Sertihkat
Badan Usaha
subsektor jasa
konstruksi

2)Paling
rendah 30%o
(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekeq'aan
pelaksanaan
konstruksi
dike{akan
oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasifikasi
Pemasangan
Ornamen dan
Pekedaan
Seni: PB006

Mikro Mene-
ngah

Rendah

NIB dan
Sertihkat
Standar

Otomatis 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SKK masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

Usaha Orang
Perseorangan
dengan skala
usaha Mikro

Bupati/
Walikota

SK No 147286C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.334

ItIo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

SLala
Usahe

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Janglra
Waktu

Penerbltan

Kewqiiben PB IIMIIU Paramcter Kewenangan

(U t2t (3) (4) (sl (6) 17l (8t (e) (101 lr 1l lt2l (13)

57 43305 Dekorasi
Eksterior

Kode Sub-
klasifikasi
Pekerjaan
Lansekap,
Pertamanan
dan
Penanaman
Vegetasi :

PBOlO

Mikro
Kecil
Mene-
ngah

Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertihkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
PBOlO

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

Besar Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifrkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
PBOlO

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147287 C



FRESlDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.335

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Rueng
Lingkup

SLrla
Usaha

Ttngkat
Rlslto

Periziaan
Berusaha

Persyaratan JaagLa
Wahu

Penerbiten

KewaJibea PB TIMKTI Paramctcr Kewenangan

(1) t2t (3) (4) (st (6) 17l (E) (e) (10) (11) (121 l13l

a. Merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJI(A:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar
sesuai
subklasifikasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerl'a Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualihkasi
Besar dan
memiliki
klasifikasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga

SK No 147288C



FRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

r.H.336

IlIo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Llngkup

SLale
Useha

Tingket
Rislho

Perizinan
Benrsaha

Persyeretan Jangta
trIaktu

Penerbitea

Kewqiiban PB IIMKTI Paremctcr Kewenangan

(rt t2t (31 (4) (s) t6) 17l (8t (et (101 ( 11) lt2l l13)

yang dibuktikan
dengan:
l)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertihkat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifikasi

pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekerjaan
Konstruksi
atau
Pekerjaan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 50%o
(lima puluh
persenl dari

SK No 147289C



PR,ESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.337

IYo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltagkup

SLala
Usaha

Ttngtat
Risito

Perizinen
Benrsahe

Pcrsyeratan Jangke
Wettu

Penerbitan

Kewajiben PB IIMKU Paremeter Kewenangan

(u t2t (31 (4) (5) (6) 17l (8) (e) (10) ( 1r) lr2l (13)

Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektor
jasa
konstruksi

2) Sertifikat
Badan Usaha
subsektor
jasa
konstruksi

nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dikedakan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 307o
(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi
dike{akan
oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasihkasi
Pekeq'aan
Lansekap,
Pertamanan
dan
Penanaman

Mikro Mene-
ngah

Rendah

NIB dan
Sertifikat
Standar

Otomatis 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SKK masih
berlaku

Usaha Orang
Perseorangan
dengan skala
usaha Mikro

Bupati/
Walikota

SK No 147290 C



FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

r.H.338

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Rislko

Pcrizinan
Berusaha

Pcreyeratan Jengka
Wattu

Pencrbltan

Kewajiban PB UMKT' Parametcr Kewenengan

(1) t2l (3) (4) l5l (6t 17l (8) (e) (10) ( 11) lt2l (13)

Vegetasi
PBO14

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

58 43309 Pe-
nyelesai-
an
Konstruk-
si
Bangun-
an
Lainnya

Kode Sub-
klasihkasi
Pembersihan
dan
Perapihan
Bangunan
Gedung
dan/atau
Bangunan
Sipil : PB009

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah

Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertilikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
PBOO9

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147291 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.339

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLela
Usaha

Tingket
Risito

Perizlnan
Berusaha

Persyeratan Jangka
If,aktu

Penerblten

Kewqiiban PB IIMKU Parameter Keweneagaa

(1) t2l (3) (4) (st l6l t7t (8) (e) (10) l1u lt2l (13)

/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
PBOO9

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJI(A:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar
sesuai
subklasifikasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualihkasi

SK No 147292 C



FRESIDEN
REFUELIK INDONESIA

I.H.340

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingtup

Skala
Usaha

Ttngkat
Risiko

Perizinen
Berusaha

Pcrsyaratan Jenglra
Waktu

Penerbitan

Kewajlban PB IIMKTI Parameter Kewenangan

(1) t2t (3t (4) (st (6) 17l (8) (e) (10) t1u lr2l (13)

a. Penanam modal
asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertifikat
periztnan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualihkasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

Besar dan
memiliki
klasihkasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekerjaan
Konstruksi
atau
Pekerjaan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan

SK No 147293 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.341

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Liaghup

SLala
Usaha

Tingtat
Risiko

Perizinen
Berusaha

Persyarataa Jrngka
Waktu

Pencrbltan

Kewajiban PB IIMKU Parameter Kewenengan

(1) t2l (3) (4) (s) (61 17l (8t (e) (101 (1U lr2l (13)

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifikasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1) Perkinan

berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2) Sertifikat
Badan Usaha
subsektor jasa
konstruksi

kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 50%o

(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dikerjakan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 307o
(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi
dike{akan
oleh BUJKN
mitra KSO

SK No 147294C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

1.H.342

No Kodc
I(BLI

Judul
KBLI

Ruang
Linglrup

SLala
Usaha

Tingtat
Risilo

Perizinen
Berusaha

Persyaratan Janglra
IYahu

Penerbiten

KewaJiban PB UMKU Prremeter Kewenaagan

IU t2l (31 (4) (s) (6t 17l (8) lel (10) llu lt2l 113)

Kode Sub-
klasifikasi
Pembersihan
dan
Perapihan
Bangunan
Gedung
dan/atau
Bangunan
Sipil: PBOl5

Mikro Mene-
ngah

Rendah

NIB dan
Sertihkat
Standar

Otomatis 1. Menyampaikan
L"aporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SKK masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

Usaha Orang
Perseorangan
dengan skala
usaha Mikro

Bupati/
Walikota

59 43901 Pemasa-
ngan
Pondasi
Dan
Tiang
Pancang

Kode Sub-
klasihkasi
Pondasi
Konstruksi
KKOOl

Mikro
Kecil
Mene-
ngah

Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifrkasi:
KKOOl

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

SK No 147295C



PRESIDEN
REPUBLIK lNDONESIA

r.H.343

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Liagkup

Skah
Useha

Tingkat
Risito

Perizinea
Berusahe

Pcrsyeratan Jangka
Waktu

Penerbitan

Kcwqflban PB I,MKU Parameter Kewenangan

(1) t2t (31 (4) (s) (61 17l (8) (et (10) l1 1) lr2l l13l

bidang jasa
konstruksi

Besar Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertihkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasihkasi:
KKOOl

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Mempakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJI(A:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertihkat
Standar
sesuai
subklasil-rkasi
setiap 3 tahun

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147296C



PRESIDEN
REFUELIK INDONEEIA

r.H.344

IYo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

Slrrla
Usaha

Tinghat
Rlslho

Pcrlzinan
Bcruseha

Persyaratan Jangla
Waktu

Pcaerbitan

KeweJiben PB I'MKTI Paremeter Kewenangan

(1) t2t (3t (41 l5) t6) 17l (8) (e) (10) (11) lt2l (13)

undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertifikat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang

b. Melakukan
Keg'a Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi
Besar dan
memiliki
klasihkasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekerjaan
Konstruksi
atau

SK No 147297 C



PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA

I.H.345

ITo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruaug
Lingkup

SLrla
Usaha

Tingkat
Risiho

Perizinen
Beruseha

Persyaratan Janglra
Waktu

Penerbitan

Kewqiiban PB IIMKU Parameter Kewenangan

(1) t2l (3t (4) (st l6) 17l (8) (e) (10) ( 11) lt2l 113)

sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifikasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2)Sertifikat
Badan Usaha
subsektor jasa
konstruksi

Pekerj'aan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
l)Paling

rendah 50%o

(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dike{akan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 30%o

(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekeriaan

SK No 147298C



PRES!DEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.346

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Slrrla
Usahe

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Pcrsyaratan Jangla
Waktu

Pcnerbltan

Kewajibrn PB IIMKT' Peremcter Kewenangan

(1) t2t (3) (4) (st (6t t7t (8) (e) (10) ( 11) lt2l (13)

pelaksanaan
konstruksi
dikerjakan
oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasifikasi
Pondasi
Konstruksi:
KKO18

Mikro Mene-
ngah

Rendah

NIB dan
Sertifikat
Standar

Otomatis 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SKK masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

Usaha Orang
Perseorangan
dengan skala
usaha Mikro

Bupati/
Walikota

60 43902 Pemasa-
ngan
Perancah
(Steiger)

Kode Sub-
klasihkasi
Pemasangan
Perancah
(Steiger):
PLOOS

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah

Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

SK No 147299 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.347

I{o Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skrla
Usaha

TtngLat
Rlslho

Perizinan
Beruseha

Persyaraten Jangla
trIaktu

Penerbitan

KewaJiban PB IIMKTI Paremetcr Kewenangan

l1) t2l (3) (4) (s) (6) t7l (8) (e) (101 111) lt2l (13)

Subklasifikasi:
PLOOS

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

Besar Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasihkasi:
PLOO8

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpaniangan

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147300C



FRESIDEN
R"EPUBLIK INDONESIA

r.H.348

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Pcrlzlnen
Bcnrseha

Pcrsyaratan Janglra
Waktu

Pcnerbitan

Kewajiban PB IIIIIKII Parameter Kewenangan

(1) t2t (3) (4) (s) (6) 17l (8) (e) (101 ( 11) lt2l (13)

perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertifikat
perizinan

Sertihkat
Standar
sesuai
subklasihkasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Keq'a Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi
Besar dan
memiliki
klasihkasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

SK No 147301 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

I.H.349

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Rueng
Ltngkup

Ste.L
Usaha

Tinglrat
Rislko

Perizinan
Benrsaha

Persyaraten Jangke
Wettu

Penerbitan

KewaJlban PB IIMKT' Paramcter Kewenangan

(U t2t (3) (4) (s) (6) 17l (8) (e) (10) ( 11) lr2l (13)

bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifrkasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
l)Perizinan

berusaha
subsektor jasa
konstruksi

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekerjaan
Konstruksi
atau
Pekerjaan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 50%o

(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dikefakan
di dalam
negeri

SK No 147302C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.350

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skela
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan JangLa
Waktu

Peaerbltan

Kewajlban PB UMKTI Paremeter Kewenangaa

(U t2t l3l (4) ts) (61 17l (81 (e) (101 l11l lt2l (13)

2)Sertifikat
Badan Usaha
subsektorjasa
konstruksi

2)Paling
rendah 307o
(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekedaan
pelaksanaan
konstruksi
dikeq'akan
oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasifikasi
Pemasangan
Perancah
(Steiger):
PLO15

Mikro Mene-
ngah

Rendah

NIB dan
Sertifikat
Standar

Otomatis l. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SKK masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

Usaha Orang
Perseorangan
dengan skala
usaha Mikro

Bupati/
Walikota

SK No 147303 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

r.H.351

No Kodc
I(BLI

Judul
KBLI

Ruaag
Ltngkup

Skala
Usaha

Tiagtat
RisiLo

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangke
Wektu

Peuerbitan

Kewqflban PB UMKTI Parameter Kewenangaa

(1) t2t (3t (41 (s) (6t 17l (8) te) (10) (1U lt2l (13)

61 43903 Pemasa-
ngan
Rangka
dan
Atap/
RoofCove-
.ing

Kode Sub-
klasifikasi
Pemasangan
Rangka dan
Atap / Roof-
covering :

KKO1 1

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah

Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
KKO1 1

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertil-rkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
KKO1 1

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undansan di

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147304C



PRESIDEN
REFUELIK INDONESIA

I.H.352

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Rueng
Liagkup

SLeta
Useha

Tiagkat
Rlsiho

Perlzinan
Berusaha

Persyareten Jangka
Wektu

Pcncrbltan

KewaJibaa PB UMKTI Parametcr Kewenangan

tu t2t (31 (4) (s) (6) 17l (81 (e) (10) ( 11) lt2l (13)

a. Merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Serlihkat
Standar
sesuai
subklasif,rkasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifrkasi
Besar dan
memiliki
klasifrkasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di
lembaqa

SK No 147305C



PR.ESIDEN
REFUBLTK INDONESIA

I.H.353

IlIo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risilo

Perizinan
Benrseha

Persyaretan Jangka
Wahu

Penerbltan

Kewqjlban PB UMKI' Parameter Kewcnangan

(1) t2t (3) (4) (5) (6) 17l (8) (et (10) (1U lt2l (13)

yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertifikat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifrkasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeil
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifikasi

pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekerj'aan
Konstruksi
atau
Pekerjaan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 50%o
(lima puluh
persen) dari

SK No 147306C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

I.H.354

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Strala
Usaha

Tingkat
Risiko

Periziaan
Berusaha

Persyaratan Jangka
I[alrtu

Penerbitan

Kewqiiban PB UMKT' Parameter Kewenaagan

(U t2t (3) (4) (5) l6l 17l (8) (e) (101 ( 11) ltzl (13)

Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2) Sertifrkat
Badan Usaha
subsektor jasa
konstruksi

nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dikerjakan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 3flo
(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi
dikerjakan
oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasifikasi
Pemasangan
Rangka dan
Atap / Roof-
covering :

KKOl9

Mikro Mene-
ngah

Rendah

NIB dan
Sertif-rkat
Standar

Otomatis 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SKK masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam

Usaha Orang
Perseorangan
dengan skala
usaha Mikro

Bupati/
Walikota

SK No 147307 C



PR.ESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.355

ltlo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skrla
Usahe

Tingkat
Risiko

Perlzlnan
Berueaha

Porsyaraten Jangke
WaLtu

Penerbltrn

KewaJlban PB IIMKT' Paremeter Kewenangan

(U l2l (3) (4) (sl (6t 17t (8t (e) (101 (11) lt2l (13)

peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

62 43904 Pemasa-
ngan
Kerangka
Baja

Kode Sub-
klasihkasi
Pemasangan
Kerangka
Baja: KKO16

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah

Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifrkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
KKOl6

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

Besar Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147308 C

,



PR,ESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.356

ItIo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

SLqta
Usaha

Tingkat
Rlslko

Perlzlnaa
Bcrusaha

Persyaratan JangLa
Waktu

Penerbltaa

KewaJiben PB IIMKT' Parameter Kewenangan

(u t2l (3t (4) (s) (6) 17t (81 (et (10) 111) lt2l (131

Subklasifikasi:
KKO16

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJI(A:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertilikat
Standar
sesuai
subklasifikasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifrkasi
Besar dan
memiliki

SK No 147309C



FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

I.H.357

Ilo Kode
KBLI

Judul
I(BLI

Ruang
Lingkup

Slrala
Usaha

Tinglat
Rielho

Perizinan
Bcrusaha

Persyaretan Jangka
Waktu

Penerbitan

Kewqiiban PB IIMKT' Paramctcr Kcwcnangan

(1) t2t (3) (4) (st (6) 17l (8) (et (10) (1U lt2l (13)

merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2)Sertifikat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifrkasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeil
pemegang saham
dalam negeri

klasihkasi/
subklasihkasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekerjaan
Konstruksi
atau
Pekedaan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis

SK No 147310 C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

r.H.358

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Stala
Usaha

Tingkat
Risiko

Pcrizinen
Berusaha

Persyaraten Jangka
I[ektu

Pencrbiten

KewaJiben PB I,MKU Peremeter Kewenangan

(u t2t (3) (4) (s) (61 17l (8) le) 110) (11) lr2l l13l

merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifikasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1) Perizinan

berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2) Sertiltkat
Badan Usaha
subsektorjasa
konstruksi

KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 507o
(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerl'aan
konstruksi
dikerjakan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 307o
(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi
dike{akan
oleh BUJKN
mitra KSO

d. KSO untuk
pelaksanaan

SK No l473ll C



PR.ESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.359

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skeh
Useha

Tingkat
Risito

Perizinan
Benrsaha

Persyaratan JeagLa
Waktu

Penerbitan

KcwqJiban PB IIMI(U Paramctcr Kcwcnengaa

(1) t2t (31 (4) (s) (6) 17l (E) (et (10) ( 11) lr2l 113)

Jasa
Konsultansi
Konstruksi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1) seluruh

pekerjaan
jasa
Konsultansi
Konstruksi
dilakukan di
dalam negeri

2)paling
sedikit 50%
(lima puluh
persen) dari
nilai
pekerjaan
jasa
Konsultansi
Konstruksi

SK No 147312 C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.360

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

Skela
Usaha

Tiaglat
Rlslho

Perizlnen
Berusaha

Persyaratan Jragla
trIaktu

Penerbitan

KewaJiban PB IIMKU Parametcr Kcwenangan

(1) t2t (3) (41 (s) (6) 17l (81 lel (10) l11l lt2l (r3)

dikeq'akan
oleh BUJKN
mitra KSO

63 43905 Penyewa-
an Alat
Konstruk-
si Dengan
Operator

Kode Sub-
klasifikasi
Penyewaan
Peralatan
Konstruksi
PAOOl

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah

Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertihkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasihkasi:
PAOOI

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

Besar Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertihkat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifrkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifrkasi:
PAOOl

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147313 C



FRES!DEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.361

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLqla
Usaha

Tingkat
Rislko

Pcrizinen
Berusahe

Pcrsyaratan Jangka
Waktu

Pcnerbitan

Kewajiban PB UMKU ParaECter Kewcaangan

(U t2t l3) (4) (st t6) 17l (El (el (10) ( 11) lt2l (13)

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizrnan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi

perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJI(A:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar
sesuai
subklasifikasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi
Besar dan
memiliki
klasifrkasi/
subklasifikasi
se.ienis vang

SK No 147314 C



PR.ESIDEN
REPUBTIK INDONESIA

r.H.362

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

Skala
Usaha

Tiagkat
Rislho

Periziuan
Berusaha

Persyaratan Jangka
Waktu

Penerbitrn

Kewqiiban PB UMKU Paremeter Kewenangan

(1) t2t (3) (41 (s) (6) 17l (8) te) (101 ( 11) (12) (131

berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertifikat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualihkasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi

tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekerjaan
Konstruksi
atau
Pekerjaan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 507o

SK No 147315 C



FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

r.H.363

Ito Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Linghup

Skala
Useha

Tingtat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyeratan Jangke
Wahu

Penerbltan

Kewajiban PB IIMKTI Perametcr Kcwenangan

(1) t2t (3) (4) (sl (6) 17l (8) (e) (10) (1U lt2l (13)

nasional
berkualihkasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2) Sertifikat
Badan Usaha
subsektorjasa
konstruksi

(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dikery'akan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 307o
(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi
dikedakan
oleh BUJKN
mitra KSO

64 43909 Konstruk-
si Khusus
Lainnya
Ytdl

Kode Sub-
klasifikasi
Pekerjaan
Lapis
Perkerasan
Beton (Risid

Mikro
Kecil
Mene-
ngah

Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifrkat Badan
Usaha (SBU)

15 Hari 1. Menyampaikan
[,aporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

SK No 14731,6 C



PRESIDEN
REPUBLIK lNDONETIA

I.H.364

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
LingLup

Slrela
Usaha

TingLat
Risiko

Perizlnan
Berusaha

Persyeratan Jangka
Wettu

Pencrbltan

Kewajiban PB IIMIIU Paramcter Kewenengan

(rl t2l (3) (4) (sl (6) 17l (8) (e) (10) (ru lt2l (13)

Pavement)
. KK005

Subklasil-rkasi:
KKOO5

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasilikasi:
KKOOS

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanlangan

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147317 C



PREIIIDEN
R,EFUBLIK INDONESIA

r.H.365

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLala
Usaha

Tingkat
Rislko

Periziaan
Benrsaha

Persyarataa Jangla
Waktu

Peaerbltan

Kewqiiban PB IIMKTI Parametcr Kewenangan

(u t2t (3) (4) (sl t6t 17l (8t (et (10) ( 11) lr2l (13)

penzlnan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2)Sertifikat
perizinan

Sertifikat
Standar
sesuai
subklasihkasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Ker;'a Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi
Besar dan
memiliki
klasifikasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

SK No 147318 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.366

![o Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Linglup

Skele
Usaha

Ttnglat
Rlsiho

Perizinaa
Berusahe

Persyaraten Jeagta
Wahu

Penerbiten

KewaJlban PB UMNU Parameter Kewcnangan

(1) t2t (3) (41 (s) (6t t7t (8t lel l10l ( 11) (12) (131

bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifrkasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negei/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualihkasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektorjasa
konstruksi

c. KSO untuk
pelaksanaan
Peker;'aan
Konstruksi
atau
Pekerjaan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 50%o
(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dikerjakan
di dalam
negeri

SK No 147319 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

r.H.367

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

Skrla
Usaha

Tingkat
Risiho

Perlzlnaa
Berusaha

Persyaratan Jangta
Waktu

Pcnerbltan

KewaJiban PB IIIIIKU Paramctcr Kewenangan

(1) t2t (3) (41 (s) (6t 17t (8t (e) (10) tlu lr2l (13)

2) Sertifikat
Badan Usaha
subsektorjasa
konstruksi

2)Paling
rendah 3O%o

(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekeq'aan
pelaksanaan
konstruksi
dike{akan
oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasil-rkasi
Pekerj'aan
Konstruksi
Kedap Air,
Minyak, dan
Gas : KK006

Mikro
Kecil
Mene-
ngah

Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

l. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertihkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
KKOO6

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

SK No 1,47320 C



FRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

r.H.368

IYo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Liagkup

Streta
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Bcrusaha

Persyeratan Jengka
Waktu

Pencrbltan

KewaJiban PB TIMKU Parameter Kcwenangan

(U t2t (3) (4) (sl (6t 17l (8) (e) (10) l11l lt2l (13)

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertihkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
KKOO6

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar
sesuai
subklasihkasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Keria Sama

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147321C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONETIA

I.H.369

IYo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Llngkup

Slrrla
Usahe

Tinglrat
Risiko

Perlzlnen
Berueaha

Persyetatan Jangka
Wektu

Pcnerbiten

KewaJiban PB I'MKI' Parameter Kewenangan

(u t2l (3) (4) (5) (6t t7l (8) (el (101 ( 11) lt2l (131

undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2)Sertifikat
perizrnan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualil-rkasi
Besar di negara
asal atau yang

Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualihkasi
Besar dan
memiliki
klasifikasi/
subklasihkasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekerj'aan
Konstruksi
atau
Pekeq'aan
Konstruksi

SK No 147322C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.370

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skrla
Usehe

Tingkat
Rislko

Pcrizinan
Berusaha

Pcrsyeratan Janglra
Wektu

Peacrbitan

KewaJiban PB I'MKTI Paramcter Kewenengan

(U t2t (31 (4) l5) (6t 17l (El (e) l10l ( 11) lt2l 113)

sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifikasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2) Sertifrkat
Badan Usaha
subsektorjasa
konstruksi

Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 50%
(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerl'aan
konstruksi
dike{akan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 3O%o

(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi

SK No 147323C



PRES!DEN
REFUELIK INDONESIA

I.H.371

lYo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltagkup

Skala
Useha

Tingtat
Risilro

Perlzlnan
Bcnreaha

Persyaratan Jangka
Waktu

Pcnerbltea

Kewqilban PB IIMKU Parameter Kcwenangan

(1) l2l (3t (4) (5) (6) t7t (8) (e) (10) (11) lr2l (13)

dikedakan
oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasifikasi
Perkerasan
Aspal: KK008

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah

Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

l. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
KKOO8

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

Besar Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifrkat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertihkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasil-rkasi:
KKOOS

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147324C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

r.H.372

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

gi,lrqla

Usaha
Tingkat
Rislko

Perizinaa
Berusahe

Persyeratan Jaagka
trIaktu

Penerbitan

KewaJiban PB TIMKTI Paremetcr Kcwenangaa

(r) t2t (3t (4) (s) (6) 17l (8) (et l10l 111) lt2l (13)

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi

perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar
sesuai
subklasihkasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualihkasi
Besar dan
memiliki
klasifikasi/
subklasifikasi
seienis yang

SK No 147325C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.373

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Sk"l,a
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusahe

Persyaratan Jangka
Waktu

Pencrbltan

KewaJiban PB UMI{U Paramcter Kcwcnangan

(U t2t (3) (41 (sl (6) 17l (8) (e) 110) ( 11) lt2l (13)

berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertihkat
pertzinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualihkasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negei/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi

tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekedaan
Konstruksi
atau
Pekedaan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 507o

SK No t47326C



PRES!DEN
REFUELIK INDONESIA

r.H.374

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLrle
Usahe

Tiagkat
Rlsiko

Perizinan
Bcnrsehe

Pcrsyaratan Jangka
WaLtu

Penerbiten

Kewqfiban PB IIMKT' Parameter Kewenangan

IU t2t (3t (4) (s) (61 17l (81 (e) (10) ( 11) lr2l (r3l

nasional
berkua-lifrkasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2) Sertifrkat
Badan Usaha
subsektor jasa
konstruksi

(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dikerjakan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 307o
(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekeq'aan
pelaksanaan
konstruksi
dikerjakan
oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasifikasi
Perkerasan
Berbutir:
KKO09

Mikro
Kecil
Mene-
ngah

Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertihkat Badan
Usaha (SBU)

15 Hari l. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

SK No 1,47327 C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

I.H.375

ItIo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

Skalfl
Usaha

Tingkat
Rislko

Perizinan
Berusahe

Persyaratan Jangka
trIaktu

Penerbltan

Kewqilban PB UIIKU Parameter Kewenangan

(U l2l (3t (41 (s) (6) 17l (8) (e) (101 ( 11) lr2l (13)

Subklasifikasi:
KKO09

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangarl

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertihkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
KKO09

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpaniangan

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147328C



PF.ESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.376

IlIo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

Skala
Useha

Tingkat
Risiho

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangta
Wahu

Penerbltan

Kewejlban PB IIMNU Parameter Kewenaagea

(r) t2t t3) (4) (sl (6) 17l t8t (el (101 (11) lt2l (13)

peizir:.an
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

Sertihkat
Standar
sesuai
subklasifikasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Keg'a Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifrkasi
Besar dan
memiliki
klasifrkasi/
subklasihkasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

SK No 147329 C



PRESIDEN
REFUELIK INDONESIA

r.H.377

ItIo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLale
Useha

Tiagtat
Rlslko

Perlzlnan
Berusaha

Persyaratan Jangta
VIahu

Penerbitan

KewaJiban PB IIMKT' Paramctcr Kewcnangan

(1) t2l (31 (4) (sl t6t t7l (8) (e) (10) ( 11) lt2l (13)

2) Sertihkat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifrkasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha

c. KSO untuk
pelaksanaan
Peke4'aan
Konstruksi
atau
Pekerjaan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 50%o
(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dike{akan
di dalam
negeri

SK No 147330C



PR.ES!DEN
REPUELIK INDONESIA

I.H.378

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Useha

Tingkat
Rlslto

Pcrizlnaa
Berusaha

Persyaraten Jangta
Waktu

Penerbitan

Kewajlban PB IIMKT' Parameter Kewcnangan

(rt tzl t3) (41 (51 (6) t7t (8) (el (10) lru lt2l (131

subsektor jasa
konstruksi

2) Sertifrkat
Badan Usaha
subsektor jasa
konstruksi

2)Paling
rendah 307o
(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi
dike{akan
oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasifikasi
Pengeboran
dan Injeksi
Semen
Bertekanan
(Drilling and
Grouting) :

KKOlO

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah

Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifrkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifrkasi:
KKOlO

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

SK No 147331 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.379

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Rueng
Lingkup

SLale
Usaha

Ttngket
Rislko

Perizinan
Beruseha

Persyeratan Jangta
Waktu

Pcnerbitan

KewaJiben PB IIMKT' Perameter Kcwcnangan

(1) t2t (3) (4) (s) (6) 17l (8) (e) (10) ( 11) lr2) (13)

Besar Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertihkat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertil-rkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
KKOlO

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
per:z,inan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar
sesuai
subklasifikasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Keria Sama

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147332C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.380

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skda
Usaha

Tingtat
Risiho

Perizinan
Berusaha

Persyaratan JangLa
Welrtu

Penerbltan

Kewqfiban PB IIMKTI Parameter Kewenangan

(r) t2t (3) (4) (5) (61 17l (8) (e) (101 (1 1l lt2l (131

undangan yang
berlaku

3. UNTUK BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertifikat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang

Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualihkasi
Besar dan
memiliki
klasifrkasi/
subklasihkasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekerjaan
Konstruksi
atau
Pekeg'aan
Konstruksi

SK No 147333C



PRES!DEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.381

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Llngkup

g,lrola

Usaha
Tingkat
Risiko

Perizinan
Benrsaha

Persyaratan Jangka
Waktu

Pencrblten

Kewqfiban PB UMI(U Parameter Kewenangan

(1) t2t (3) (4) (sl t6) 17l (8) (el (10) (1U lr2l (13)

sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam rregei/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifikasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2) Sertifrkat
Badan Usaha
subsektorjasa
konstruksi

Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 50%o
(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dikeq'akan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 307o
(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi

SK No 147334C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.382

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLala
Usaha

Tingkat
Rlsiko

Perizinan
Berusaha

Persyaretan Jeagka
Walrtu

Peacrbitan

Kewajiban PB IIMKTI Parameter Kewenangan

(U tzt (31 (4) (sl (61 t7t (8) (et llo) (lrl lt2l 113)

dikerjakan
oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasifikasi
Pekerjaan
Struktur
Beton: KKO12

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah

Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertihkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasihkasi:
KKO12

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertihkat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
KKO12

15 Hari l. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147335 C



FRESIDEN
REPIJBLIK INDONESIA

r.H.383

IYo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruaug
Llngkup

Skale
Useha

Tingtat
Rislho

Perlzlnan
Berusaha

Persyeratan Jangka
Wehu

Penerbitan

Kewqiiban PB UMKTI Peremeter Kewcnangen

(1) t2t (3) (4) (5) (6) 17l (8) (e) (10) ( 11) lr2l (13)

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berrrsaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi

perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJI(A:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar
sesuai
subklasifikasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifrkasi
Besar dan
memiliki
klasifikasi/
subklasifikasi
sejenis yang

SK No 147336C



PRESIDEN
R.EPUELIK INDONESIA

I.H.384

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLala
Useha

TingLet
Rlsiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jaaglra
I[aktu

Penerbitan

Kewqflbaa PB IIMKTI Peremeter Kewenangan

(1) t2t (3) (4) (s) t6t 17l (El (el (10) (1U lr2l (13)

berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertihkat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negei/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi

tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekerjaan
Konstruksi
atau
Pekerjaan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 50%o

SK No 147337 C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.385

ItIo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLala
Useha

Tingkat
Risiko

Perizinaa
Berusaha

Persyaratan Jengka
Waltu

Pcncrbltan

Kcwqfiban PB I'IIKU Parameter Kewenangan

(1) t2t (3) (4) (st (6) 17l (8) te) (10) ( 11) lt2l (13)

nasional
berkualifikasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2)Sertifikat
Badan Usaha
subsektorjasa
konstruksi

(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerl'aan
konstruksi
dikeq'akan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 30%o
(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi
dikerjakan
oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasifikasi
Konstruksi
Struktur
Beton
Pascatarik

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah

Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)

l5 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

SK No 147338C



PRESIDEN
REFUELIK INDONESIA

r.H.386

IYo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngtup

Skala
Useha

Tingkat
Risiko

Perlzinan
Bcrusaha

Persyeratan Jengta
trIaLtu

Penerbltan

Kcwqiiban PB IIMKT' Paramcter Kcwenangan

(U tzt (3t (4) (51 (6) 17l (8) (et (101 (11) l12l (13)

(Post
Tensioned)
KKOI3

Subklasifikasi:
KKO13

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangarl

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasihkasi:
KKO13

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpaniangan

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147339 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

r.H.387

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Llagtup

Skala
Usrhe

Tiaglat
Rislto

Perizinan
Berusaha

Pcrsyaraten Jangka
Welrtu

Pencrbitan

Kewqiiban PB IruKU Parameter Kewenengan

(1) l2l l3) (4) (st (6) 17l (8) (e) (rol ( 11) lt2l (13)

perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Serrifrkat
perizinan

Sertihkat
Standar
sesuai
subklasihkasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi
Besar dan
memiliki
klasifikasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

SK No 147340C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

I.H.388

No Kodc
KBLI

Judul
KBLI

Rueag
Ltngkup

SLah
Usaha

Tiagkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyerataa JengLa
WeLtu

Peaerbitan

Kewajiban PB IIMKU Paremeter Kewenangan

(U t2l (31 (4) (sl (6t 17l (81 (e) (10) ( 11) lr2l (131

bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifikasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektor jasa
konstruksi

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekerjaan
Konstruksi
atau
Pekerjaan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 507o
(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dike{akan
di dalam
negeri

SK No l4734lC.



PRESIDEN
REPIJELIK INDONESIA

I.H.389

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Llngkup

Skela
Usahe

Tinglat
Risiko

Perizinea
Berusaha

Persyeratan Jaagka
Waktu

Penerbitan

Kewqiibaa PB INUKU Parametcr Kcwenangan

(r) l2l (3) (41 (s) (6) 17l (8) (e) (10) (111 lt2l (13)

2)Sertifikat
Badan Usaha
subsektor jasa
konstruksi

2)Paling
rendah 30%o
(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi
dike{akan
oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasifikasi
Pekerjaan
Konstruksi
Tahan Api
(Tanur,
Anneling,
Flare, atau
Incenerator)
KKOl5

Mikro
Kecil
Mene-
ngah

Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifrkat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifrkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
KKOl5

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

SK No 147342 C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

r.H.390

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
LingLup

SLala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jengka
Wahu

Penerbitan

Kewqilben PB IIMKU Parameter Kewenengan

(u t2t t3) (4) (s) l6) 17l (8t (e) 110) (1U lL2l (13)

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertihkat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasihkasi:
KKOl5

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar
sesuai
subklasil-rkasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Keria Sama

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147343 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.391

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Statr
Usaha

Tingtat
RisiLo

Perizinan
Benrsahe

Persyaratea Jangka
Wektu

Penerbiten

Kcwqilban PB IIMKT' Peramctcr Kcwcaangen

lr) t2t (3t (4) ts) (6) 17l (8t (el (10) (1U lt2l (131

undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2)Sertifikat
periztnan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifrkasi
Besar di negara
asal atau yang

Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi
Besar dan
memiliki
klasihkasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekerjaan
Konstruksi
atau
Pekerjaan
Konstruksi

SK No 14734 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

1.H.392

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

St ela
Usahe

Tingkat
Risiko

Perizinan
Benrsaha

Persyeretan Jangka
trIaktu

Peaerbitan

Kewajiban PB IIMKT' Peremeter Kewenangan

(r) tzt (3) (41 (st (6) 17l (8) (e) (10) (1U lt2l (13)

seJenrs yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifrkasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:

1) Perizinan
berusaha
subsektorjasa
konstruksi

2) Sertifrkat
Badan Usaha
subsektor jasa
konstruksi

Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 507o
(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
konstruksi
dikeg'akan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 307o
(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi

SK No 147345C



FRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

r.H.393

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
LingLup

Skale
Useha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jaagka
Wehu

Penerbitea

Kewqiibaa PB IIMKTI Parameter Kewenangan

(U t2t (3) (4) (sl (6) 17l (81 (et (10) (1U lt2l (131

dikeg'akan
oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasif,rkasi
Pemulihan
Lahan
Pekerjaan
Konstruksi
PBOl 1

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah

Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertihkat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertihkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
PBOI 1

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

Besar Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
PBOl 1

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147346C



FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

I.H.394

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usahe

Tingkat
Risiko

Perlzinan
Berusaha

Persyaratan Jangka
trIaktu

Penerbltan

Kewajiben PB UMKI' Paremeter Kcwcaangan

(U t2t {3t (41 (51 t6t 17l (8) (e) (101 (rrl lt2l (13)

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi

perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJI(A:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar
sesuai
subklasihkasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifrkasi
Besar dan
memiliki
klasihkasi/
subklasifikasi
seienis yang

SK No 147347 C



PRESIDEN
REFUELIK INDONESIA

r.H.395

IlIo Kodc
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Slrala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaretan Jangka
Waktu

Penerbiten

Kewqilban PB UMKT' Paramctcr Kewenaagan

(r) t2t (3) (4) (s) (6) 17l (8) (et (101 ( 11) lt2l (13)

berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertifikat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi

tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Pekerjaan
Konstruksi
atau
Pekerl'aan
Konstruksi
Terintegrasi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Paling

rendah 5O%o

SK No 147348C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

r.H.396

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLala
Usahe

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Pcrsyaratan Jangka
Waktu

Peaerbitan

Kewejiban PB I'MKTI Parameter Kewenangan

(1) t2l (3t (4) (s) (6t 17l (8t (e) (101 ( 11) lt2l (13)

nasional
berkualifikasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2) Sertifikat
Badan Usaha
subsektor jasa
konstruksi

(lima puluh
persen) dari
nilai biaya
peker;'aan
konstruksi
dikeq'akan
di dalam
negeri

2)Paling
rendah 307o
(tiga puluh
persen) dari
nilai biaya
pekerjaan
pelaksanaan
konstruksi
dikerjakan
oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasifikasi
Pemulihan
Lahan
Pekerjaan

Mikro Mene-
ngah

Rendah

NIB dan
Sertifikat
Standar

Otomatis 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SKK masih
berlaku

Usaha Orang
Perseorangan
dengan skala
usaha Mikro

Bupati/
Walikota

SK No 147349 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.397

IiIo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLala
Useha

Tiagtat
Rislho

Perizlnan
Berueaha

Persyeratan Jangka
Wektu

Pcnerbitan

Kewqilban PB I'MKTI Paremetcr Kewenangan

(rl tzt (3) (4) (s) (6) 17l (8) (e) (10) (1U lt2l (13)

Konstruksi
PBOl6

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

65 522L3 Aktivitas
jalan tol

Kelompok ini
mencakup
kegiatan
usaha pe-
nyelenggara-
an jalan atau
jembatan tol
termasuk
pelayanan
Ialu lintas
kendaraan
melalui jalan
dan jembatan
tol

Besar Mene-
ngah

Rendah

NIB dan
Sertifikat
Standar

Otomatis l. Menyampaikan
laporan kegiatan
usaha tahunan
badan usaha

2. Menyampaikan
laporan
keuangan
tahunan badan
usaha yang telah
diaudit

3. Menyampaikan
laporan
pemenuhan SPM
(khusus jalan tol
beroperasi)

4. Menyampaikan
rencana program
pemeliharaan

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 152201 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

r.H.398

No Kode
KBLI

JuduI
KBLI

Ruang
Lingkup

Skele
Usahe

Tingkat
Rlslko

Perlzinan
Berusaha

Persyaratan Jangka
WaHu

Penerblten

KewaJlban PB I'MI(I Paramcter Kewenangan

(U t2t (3t (4) (s) (6) t7t (8) (et (101 (ru lt2l (13)

jalan tol (khusus
jalan tol
beroperasi)

5. Menyampaikan
laporan jumlah
kecelakaan keda
dijalan tol
termasuk
karakteristik
kecelakaan,
waktu, dan
tanggal serta
upaya
penanganannya
(khusus jalan tol
konstruksi)

6. Menyampaikan
laporan jumlah
kecelakaan lalu
lintas di jalan tol
termasuk
karakteristik
kecelakaan,
waktu, dan
tanggal, serta

SK No 147351 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.399

No Kode
KBLI

Judul
I{BLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Rislko

Perizinea
Bcnreaha

Persyaratan Jangka
Wettu

Penerbitea

KewaJiban PB TIMKU Paramctcr Kcwenangan

(r) t2t (3) (4) (sl (6) t7l (8) (el (10) llu lt2l (13)

upaya
penanganannya
(khusus jalan tol
beroperasi)

7. Seluruh
kewajiban sesuai
dengan
Perjanjian
Pengusahaan
Jalan Tol (PPJT)

66 68111 Real
Estat
yang
dimiliki
sendiri
atau
disewa

Pengemba-
ngan Hunian
dan/atau
hunian
campuran:
Kelompok ini
mencakup
usaha
pembelian,
penjualan,
persewaan
dan
pengoperasi-

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah
- Besar

Mene-
ngah

Rendah

NIB dan
Sertihkat
Standar

Otomatis A. Pengembangan
Perumahan
MBR:
1. Memiliki

KKPR untuk
pengembang-
an
perumahan

2. Memperoleh
SK
Pengesahan
dari

Dalam satu
Kabupaten/
Kota

Bupati/
Walikota

Lintas
Kabupaten/
Kota dan
Daerah
Khusus
Jakarta

Gubernur

SK No 147352 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.400

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLala
Usaha

Tingtat
Rlsiho

Pcrizinan
Berusaha

Persyaratan Jangla
Waktu

Penerbitan

Kewajiban PB I'MI{U Parameter Kewenangan

(1) t2t (31 (4) t5) (6) t7l (8t (e) (10) ( 11) lr2l (131

an
perumahan
baik yang
dimiliki
sendiri
maupun
disewa

Pemerintah
Daerah
meliputi:

a) Rencana
induk
kawasan
perumahan
dan/atau
Rencana
tapak
perumahan

b) Rencana
pemisahan
sertipikat
HGB induk
per kaveling
dan/atau
per rumah
susun

c) Rencana
pertelaan
per rumah
susun

Lintas
Provinsi

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147353 C



FR.ESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.401

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Llngkup

SLala
Uqaha

Tingkat
Rislho

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangka
Waktu

Penerbltan

Kewajiban PB IIMKT' Parameter Kewenangen

l1) l2t t3) (41 (sl (6) 17l (8t (et (10) 111) lt2l (13l

d) Rencana
fungsi dan
pemanfaat-
an per
rumah
susun

e) Rencana
pemisahan
pengelolaan
area hunian
dengan non
hunian per
rumah
susun
dan/atau

f) Revisi
terhadap
dokumen a),
b), c), d),
dan/atau e)

3. Memperoleh
tanda terima
dari

SK No 147354C



PRESIDEN
REPUELIK INDONETIA

r.H.402

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLsla
Usaha

Tingtat
Risilo

Pcrlzinan
Berusaha

Persyereten Jengka
Waktu

Penerbitan

KewaJiben PB IIMKU Parameter Kewenangan

(1) t2t (3) (4) (5) (6) t7t (81 (e) (10) (1U lt2l (131

Pemerintah
Daerah
meliputi:

a) Laporan
keuangan
standar
yang telah
diaudit oleh
akuntan
publik

b) Proyeksi/an
alisis arus
kas

c) Laporan
pelaksanaan
sistem
perjanjian
pengikatan
jual beli
untuk
rumah tapak
dan rumah
susun dan

SK No 147355 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.403

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Strele
Usaha

Tingkat
Rlsiko

Perizinan
Berusaha

Persyeretan Jangka
trIelrtu

Penerbiten

KewaJiban PB IIMKU Parameter Kewenangan

(r) l2l (3t (4) (sl (61 t7l (8) (et (10) (1U lr2l (131

d) Laporan
pembentuk-
an
perhimpun-
an pemilik
dan
penghuni
satuan
rumah
susun per
rumah
susun

B.Pengembangan
Perumahan:
1. Memiliki

KKPR untuk
pengembang-
an
perumahan

2. Memperoleh
SK
Pengesahan

SK No 147356C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

r.H.404

I[o Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skah
Usaha

Tingtrat
Risiho

Perlzlnan
Bcrusahe

Persyaratan Jaagla
trIaktu

Peaerbitan

Kewqiiban PB IIMNU Parameter Kewenangan

(r) t2t (3t (4) l5) (6) t7t (8t (el (10) ( 11) lt2l (13)

dari
Pemerintah
Daerah
meliputi:

a) Rencana
Induk
Kawasan
Perumahan
dan/atau
Rencana
Tapak
Perumahan

b) Rencana
pemisahan
sertipikat
HGB induk
per kaveling
dan/atau
per rumah
SUSUN

c) Rencana
Pertelaan

SK No 147357 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

r.H.405

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLatr
Useha

Ttngkat
Rleiho

Perizinan
Berusaha

Persyaretan Jaagka
trIaktu

Penerbitan

Kewqiiban PB IIMKTI Parametcr Kewenangan

(U t2t (31 (4) (5) (6) 17l (8) (et (101 ( 11) lt2l (131

per rumah
susun

d) Rencana
fungsi dan
pemanfaat-
an per
rumah
susun

e) Rencana
pemisahan
pengelolaan
area hunian
dengan non
hunian per
rumah
susun

f) Perhitungan
dana
konversi
dan/atau

g) Revisi
terhadap
dokumen

SK No 147358C



PR.ESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.406

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngtup

SLrla
Usahe

Tiaglat
Risilro

Perlzlnan
Bcruseha

Persyaratan Jaagka
Waktu

Penerbiten

KcwaJibea PB INUXU Parameter Kewenangan

(1) t2t (3t (4) (s) t6) 17l (8t (e) (10) llu lt2l 113)

rencana a),
b), c), d), e),
dan/atau f)

3. Memperoleh
tanda terima
dari
Pemerintah
Daerah
meliputi:

a) Laporan
keuangan
yang telah
diaudit oleh
akuntan
publik dan
memuat
rekapitulasi
berupa:
1)Rasio

hutang
terhadap
aktiva
lancar

SK No 147359C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONE5IA

1.H.407

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

SLala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perlzinan
Benrsaha

Persyaratan Jangka
Waktu

Penerbltsa

KewaJiban PB IIMKT' Parametcr Kewenangan

(1) t2t (3) (41 (s) (6) 17l (8t (el (ro) ( 11) lt2l (13)

2)Rasio
hutang
terhadap
aktiva
tetap

3)Rasio
hutang
terhadap
ekuitas

b) Proyeksi/
analisis arus
kas

c) Laporan
pelaksanaan
sistem
perjanjian
pengikatan
jual beli
untuk
rumah tapak
dan rumah
susun dan

SK No 147360C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

I.H.408

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

SLeh
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Beruseha

Persyerataa Jangka
Waktu

Penerbitan

Kewajibaa PB IIIUKTI Paramcter Kewenangan

(U l2l (3) (41 (5) (6) 17l (81 (e) (10) ( 11) lt2l (13)

d) Laporan
pembentuk-
an
perhimpun-
an pemilik
dan
penghuni
satuan
rumah
susun per
rumah
susun

Pengemba-
ngan dan/
atau
pengoperasi-
an pusat
perbelanjaan

Mikro
Kecil
Mene-
ngah
Besar

Mene-
ngah

Rendah

NIB dan
Sertilikat
Standar

Otomatis Tunduk kepada
ketentuan
perundang
undangan sektor
perdagangan

Sertifikat
Pemenuh-
an Komit-
men Sistem
Manajemen
Keamanan
Pangan
Olahan di
Sarana
Peredaran

Dalam satu
Kabupaten/
Kota

Bupati/
Walikota

Lintas
Kabupaten/
Kota dan
Daerah
Khusus
Jakarta

Gubernur

Lintas
Provinsi

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147361 C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

I.H.409

ItIo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

Skala
Usaha

Tingtat
Risiko

Perizlnen
Berusaha

Persyeraten Janghe
Wektu

Penerbltra

Kewqiiban PB IIMKTI Parametcr Kewenangan

(U t2t (3) (4) (st (6) t7l (8t (e) (10) 111) lt2l l13)

Pengemba-
ngan selain
huruf a dan b

Mikro
Kecil
Mene-
ngah
Besar

Mene-
ngah

Rendah

NIB dan
Sertifikat
Standar

Otomatis Memperoleh
Persyaratan Dasar
perizinan berusaha

Dalam satu
Kabupaten/
Kota

Bupati/
Walikota

Lintas
Kabupaten/
Kota dan
Daerah
Khusus
Jakarta

Gubernur

Lintas
Provinsi

Menteri/
Kepala Badan

Pengemba-
ngan
campuran
antara huruf
a,b danl
atau c

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah
- Besar

Mene-
ngah

Rendah

NIB dan
Sertihkat
Standar

Otomatis Memenuhi
seluruh kewajiban
sesuai dengan
lingkup
pengembangan
campuran

Dalam satu
Kabupaten/
Kota

Bupati/
Walikota

Lintas
Kabupaten/
Kota dan
Daerah
Khusus
Jakarta

Gubernur

Lintas
Provinsi

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147362 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.410

IIo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingtup

Strela
Usaha

Tinglat
Rlslko

Perlzlnan
Berusaha

Persyeratan JangLa
Waktu

Penerbitea

Kewqiiban PB IIMKT' Parameter Kewenangan

(rl t2t (3) (41 (5) (61 17l (81 (e) (10) ( 11) lr2l (131

67 7 Itot Aktivitas
Arsitektur

Kode Sub-
klasifrkasi
Jasa
Arsitektural
Bangunan
Gedung
Hunian dan
Non Hunian
AROOI

Mikro
Kecil
Mene-
ngah

Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertihkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
AROOl

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertihkat
Standar

l. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifrkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifrkasi:
AROOl

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147363C



PR.ESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.41 1

IiIo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

Slrah
Usaha

TingLat
Risiko

Perizlnan
Berrsahe

Persyaratan Jangke
Waktu

Penerbitan

KewaJiban PB IIMKTI Parameter Kewenaagan

(u t2t (3t (4) (s) (6) 17t (81 (e) (10) ( 11) lr2l (13)

a. Merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
peizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum

bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertihkat
Standar
sesuai
subklasil-rkasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi
Besar dan
memiliki
klasifikasi/
subklasihkasi
sejenis yang
tercatat di
lembasa

SK No 147364C



PRESIDEN
REPUBLIK !NDONESIA

r.H.4t2

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingtup

SLale
Useha

Ttngkat
Rlsiko

Pcrlzlnan
Bcrusaha

Persyaretan Jengka
WaLtu

Penerbitan

Kewqflbaa PB IIMKTI Paremeter Kewenangan

(1) t2t (3t (4) ts) (6) 17l (El (el (10) (11) lr2l l13l

di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertifikat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negen/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional

pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Jasa
Konsultansi
Konstruksi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)seluruh

pekedaan
jasa
Konsultansi
Konstruksi
dilakukan di
dalam neseri

SK No 147365C



PRESIDEN
REFUELIK INDONETIA

I.H.413

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLda
Usaha

Tingkat
Risilro

Perizinan
Berusaha

Persyereten Jangka
Waktu

Peaerbitan

Kewqiibaa PB I'MKTI Parameter Kewenangan

(u t2t (3t (4) (51 (6) 17l (8t (et 110) (11) lr2l (13)

berkualifikasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2) Sertifikat
Badan Usaha
subsektorjasa
konstruksi

2)paling
sedikit 50%
(lima puluh
persen) dari
nilai
pekerjaan
jasa
Konsultansi
Konstruksi
dike{akan
oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasifikasi
Jasa
Arsitektural
Bangunan
Gedung
Hunian dan
Non Hunian
ARO04

Mikro Mene-
ngah

Rendah

NIB dan
Sertil-rkat
Standar

Otomatis l. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SKK masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di

Usaha Orang
Perseorangan
dengan skala
usaha Mikro

Bupati/
Walikota

SK No 147366C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

r.H.4t4

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

St nla
Usaha

Tinglat
Risiho

Perlzlnan
Bcrusaha

Persyaratan Jangke
Welrtu

Peaerbitan

KewaJiban PB IIMKII Parameter Kewenangan

(U tzt (3t (41 (sl (6) t7l (81 (e) (101 (1U lt2l 113)

bidang jasa
konstruksi

Kode Sub-
klasifikasi
Jasa
Arsitektural
Lainnya:
ARO02

Mikro
Kecil
Mene-
ngah

Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertilikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasihkasi:
ARO02

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
AROO2

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147367 C



FRESIDEN
REFUELIK INDONESIA

I.H.415

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Rueng
Llnglup

SLala
Useha

Tingtat
Risiko

Pcrlzlnan
Berusaha

Persyaratan Jangke
Wektu

Peaerbiten

KewaJlban PB IIMKT' Peremeter Kewenangan

(1) t2l (3) (41 (st (61 17l (8) te) (10) (1U lt2l (13)

a. Merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizrnan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertihkat
Standar
sesuai
subklasifikasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi
Besar dan
memiliki
klasifikasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di

SK No 147368C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.4t6

No Kode
KBLI

Judul
XBLI

Rueag
Lingkup

Skeh
Usaha

TiagLat
Rlsilo

Pcrlzinan
Benrseha

Persyaratan Janglra
Waktu

Penerbitan

KeweJiben PB UMKT' Parameter Kewenaugen

(1) t2l (3) (4) (st t6) 17l (8) (e) (10) (1U lt2l (13)

yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertifrkat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualihkasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifikasi

lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Jasa
Konsultansi
Konstruksi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)seluruh

pekery'aan
jasa
Konsultansi
Konstruksi

SK No 147369C



FRESIDEN
REFUELIK INDONESIA

r.H.4t7

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLele
Usaha

Tingtat
Rlslko

Perizinea
Berusahe

Persyaretan JangLa
Waktu

Peaerbitan

Kewqilbea PB I'MKI' Parametcr Kewenangan

(1) t2t (3) (4) (s) (61 17l (8) (e) (101 (1U lt2l (13)

Besar yang
dibuktikan
dengan:
1) Perizinan

berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2) Sertifrkat
Badan Usaha
subsektor jasa
konstruksi

dilakukan di
dalam negeri

2)paling sedikit
50% (lima
puluh persen)
dari nilai
pekerjaan jasa
Konsultansi
Konstruksi
dikerjakan
oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasifikasi
Jasa
Arsitektural
Lainnya:
AROOS

Mikro Mene-
ngah

Rendah

NIB dan
Sertifikat
Standar

Otomatis 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SKK masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undansan di

Usaha Orang
Perseorangan
dengan skala
usaha Mikro

Bupati/
Walikota

SK No 147370C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

I.H.418

Itto Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Liagtup

Skala
Useha

Tingkat
Rlslko

Perlzinen
Berusaha

Persyaratan Jaagka
Waktu

Penerbiten

KewaJiban PB IIMKII Parameter Kewenangan

(u t2t (3) (4) (51 (6) t7l (8) (el (101 (1U (121 (13)

bidang jasa
konstruksi

Kode Sub-
klasihkasi
Jasa
Pengemba-
ngan
Pemanfaatan
Ruang:
ALOOl

Mikro
Kecil
Mene-
ngah

Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasil-rkasi:
ALOOl

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

Besar Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

l. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertihkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
ALOOl

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147371 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

I.H.419

Ilo Kodc
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Liagkup

glrola
Usaha

Ttngtat
Rlslko

Periziaan
Berusaha

Pcrsyaratan Jaagka
I[aku

Penerbitan

KewaJiban PB IIMKTI Parameter Kewenangan

(U t2t (3) (4) (s) (6) 17l (8t (e) (10) llu ll2l (r3l

a. Merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
peizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum

undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar
sesuai
subklasifrkasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualihkasi
Besar dan
memiliki
klasihkasi/
subklasifrkasi
sejenis yang
tercatat di

SK No 147372C



PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA

r.H.420

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

SLala
Usaha

TingLat
Risiko

Perizinan
Beruseha

Pcrsyaraten JangLa
trIaktu

Penerbiten

Kewqilban PB IIMKTI Paramctcr Kewenangan

(U t2t (3) (4) (s) t6t 17l (8) (et (10) (11) lt2l (13)

di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2)Sertifrkat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifrkasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negei/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional

lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Jasa
Konsultansi
Konstruksi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)seluruh

pekeq'aan
jasa
Konsultansi
Konstruksi

SK No 147373C



PRESIDEN
REFUELIK INDONESIA

r.H.42t

ItIo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skrla
Usaha

Ttngkat
Rlslto

Perlzinan
Beruseha

Persyeratan Jangka
Waktu

Penerbltan

Kewqfiban PB IIMKT' Parameter Kewenangan

(1) t2l (31 (4) (s) (6) 17t (8) (e) (10) (1U lt2l (13)

berkualifikasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2) Sertihkat
Badan Usaha
subsektorjasa
konstruksi

dilakukan di
dalam negeri

2)paling
sedikit 50%
(lima puluh
persen) dari
nilai
pekerjaan
jasa
Konsultansi
Konstruksi
dike{akan
oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasifikasi
Jasa Pengem-
bangan
Wilayah:
ALOO2

Mikro
Kecil
Mene-
ngah

Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertil-rkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
ALOO2

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangarr

15 Hari 1. Menyampaikan
[,aporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undansan di

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

SK No 147374C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

t.H.422

IVo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Rueng
Linglup

Strala
Usaha

Tiaglat
Rlslho

Perizlnen
Berusehe

Persyaratan Jangka
trIaktu

Pcnerbitan

Kewajiben PB IIMIIU Paremeter Kewcnangan

(1) t2t (31 (4) (st (6) 17l (8) (e) (10) (1U lt2l (13)

bidang jasa
konstruksi

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

l. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
ALO02

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJI(A:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar
sesuai
subklasifikasi
setiap 3 tahun

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147375 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1.H.423

No Kode
I(BLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

Strala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perlzinaa
Berueaha

Persyaratan Jangka
trIektu

Pcnerbitan

KewaJiban PB IIITIKT' Parameter Kcwenengan

(1) t2t (31 (4) (s) (6) 17l (8) (e) (10) (11) ll2l (13)

undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertifikat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkua-lifrkasi
Besar di negara
asal atau yang

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi
Besar dan
memiliki
klasifikasi/
subklasihkasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Jasa
Konsultansi
Konstruksi

SK No 147376C



PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA

r.H.424

ItIo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skah
Usaha

Tinglat
Rlsllo

Perizlnan
Berusaha

Persyaratan Jangka
Waktu

Pcnerbitan

KewaJlban PB IIMI(U Paremeter Kewcnangan

IU t2l (3) (41 ts) (6) 17t (8) (e) (10) ( 11) lt2l (13)

sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifikasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
l)Perizinan

berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2) Sertifrkat
Badan Usaha
subsektorjasa
konstruksi

dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:

1) seluruh
pekedaan
jasa
Konsultansi
Konstruksi
dilakukan di
dalam negeri

2)paling
sedikit 50%
(lima puluh
persen) dari
nilai
pekerl'aan
jasa
Konsultansi
Konstruksi
dikeg'akan
oleh BUJKN
mitra KSO

SK No 147377 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1.H.425

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingtup

SLala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Benrsahe

Persyaratan Jangha
Waktu

Pencrbltan

Kewqiiban PB TIMKTI Parameter Kewenangan

(1) t2t (3t (4) (5) (6) 17l (8) (e) (10) 111) lr2l (131

Kode Sub-
klasifikasi
Jasa
Pengemba-
ngan
Perkotaan :

ALOO3

Mikro
Kecil
Mene-
ngah

Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

l. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
ALOO3

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

Besar Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertihkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasihkasi:
ALOO3

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147378C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

r.H.426

No I(ode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLala
Usaha

Tingkat
Risiho

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangke
trIehu

Penerbitan

Kewajiban PB IIMI(U Parameter Kewenangan

(1) t2t (31 (41 (st (6) t7l (8) (et (10) (1U lt2l (r3l

a. Merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJI(A:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertihkat
Standar
sesuai
subklasifikasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerl'a Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi
Besar dan
memiliki
klasifrkasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di
Iembaga

SK No 147379 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.427

lYo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLala
Usaha

Tinglat
RislLo

Perizinan
Berusahe

Persyaratan Jangta
trIahu

Penerbiten

Kewajiban PB I'MKTI Perameter Kewenangan

(u t2t (3) (41 (s) t6) 17l (8) (e) l10l ( 11) lL2l (131

yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2)Sertihkat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifikasi

pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Jasa
Konsultansi
Konstruksi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:

1) seluruh
pekedaan
jasa
Konsultansi
Konstruksi
dilakukan di
dalam negeri

SK No 147380 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1.H.428

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLqla
Ueaha

Tiagtat
Risiho

Perizinan
Berusaha

Persyaratan JangLa
Walrtu

Pcnerbiten

Kewajiban PB IIMKU Peremeter Kewenangan

(1) t2t (3) (4) (s) t6) 17l (El (e) (10) ( 11) lt2l (13)

Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2)Sertihkat
Badan Usaha
subsektorjasa
konstruksi

2)paling
sedikit 50%
(lima puluh
persen) dari
nilai
pekerjaan
jasa
Konsultansi
Konstruksi
dikerjakan
oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasifikasi
Jasa
Pengemba-
ngan
Lingkungan
Bangunan
dan l,anskap
ALO04

Mikro
Kecil
Mene-
ngah

Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifrkat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertihkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasihkasi:
ALO04

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

SK No 147381 C



PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA

1.H.429

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLala
Usaha

Ttngkat
Rlsiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangka
Illaktu

Penerbitan

Kewajlban PB IIMKU Paramcter Kewenangan

(1) t2t (31 (4) (5) (6t 17l (8t (e) (10) (11) lr,2l (13)

bidang jasa
konstruksi

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertihkat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasihkasi:
ALO04

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizrnan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar
sesuai
subklasifikasi
setiap 3 tahun

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147382C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

I.H.430

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLala
Usahe

Tingtat
Rlsiho

Perlzlnan
Bcrusaha

Persyaratan JangLa
WaLtu

Pcncrbitan

KcwaJibaa PB UMI(U Paramcter Kewenengen

lrl t2t (3t (41 (sl (6) 17l (E) (el (ro) ( 11) lt2l 113)

undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2)Sertifikat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang

b. Melakukan
Ke4'a Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi
Besar dan
memiliki
klasifikasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Jasa
Konsultansi
Konstruksi

SK No 147383C



PHESIDEN
REPUELTK INDONESIA

I.H.431

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLela
Usaha

TingLat
Risiho

Perizlnan
Berusaha

Persyaratan Jengta
Waktu

Peaerbitan

Kewqjibaa PB IIMI(U Paremetcr Kewenangan

(1) t2t (3t (4) (5t (6) t7l (8) (et (10) (11) (12) (13)

sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifikasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektorjasa
konstruksi

2) Serrifikat
Badan Usaha
subsektor jasa
konstruksi

dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:

1) seluruh
pekerjaan
jasa
Konsultansi
Konstruksi
dilakukan di
dalam negeri

2)paling
sedikit 50%
(lima puluh
persen) dari
nilai
pekerjaan
jasa
Konsultansi
Konstruksi
dike{akan
oleh BUJKN
mitra KSO

SK No 147384C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1.H.432

Ilto Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

SLda
Usaha

Ttagkat
Risllro

Perizinaa
Berusaha

Persyaratan Jangka
Itrelrtu

Penerbitan

Kewqllban PB IIMKT' Parametcr Kewenangan

(1) t2t (3t (41 (st (6) 17l (8) (e) (101 ( 11) lt2l (131

68 7tto2 Aktivitas
Keinsinyu
ran dan
Konsulta-
si Teknis
YBDI

Kode Sub-
klasifikasi
Jasa
Rekayasa
Konstruksi
Bangunan
Gedung
Hunian dan
Nonhunian
RKOOl

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah

Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasihkasi:
RKOOl

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

Besar Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
RKOOl

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJI(A:

15 Hari l. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147385C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.433

No Kode
rBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SL"l,a
Usaha

Tingtat
Risito

Perizinen
Benreaha

Persyaratan Jangke
Wektu

Penerbitan

KewaJlban PB INUKU Parameter Kcwenangan

(1) t2t (3t (4) (st (6t 17l (8t (e) (101 ( 11) lt2l (13)

a. Merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJI(A:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar
sesuai
subklasifikasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Keda Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi
Besar dan
memiliki
klasifikasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di
lembasa

SK No 147386C



PR,ESIDEN
REPUELTK INDONESIA

t.H.434

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

SLala
Usahe

Tingkat
Rlslko

Perizinan
Berusaha

Persyarataa Jangka
trIektu

Pcncrbitan

KcwaJiban PB IIMKU Paramctcr Kewenangan

(1) t2l (3t (4) (5) (6) 17l (8) (el (10) (r1) lr2l (131

yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertifrkat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualihkasi

pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Jasa
Konsultansi
Konstruksi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:

1) seluruh
pekerjaan
jasa
Konsultansi
Konstruksi
dilakukan di
dalam negeri

SK No 147387 C



PRESIDEN
REFUBLIK !NDONESIA

r.H.435

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tinglrat
Rislko

Perizinan
Bcrusaha

Persyaratan Jaagta
Waktu

Pcnerblten

Kewqfiben PB IIMKT' Paramcter Kewenaagaa

(1) t2l (3) (4) (5t (61 17l (8) le) (10) (11) lr2l (13)

Besar yang
dibuktikan
dengan:
1) Perizinan

berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2) Sertifikat
Badan Usaha
subsektorjasa
konstruksi

2)paling
sedikit 50%
(lima puluh
persen) dari
nilai
pekerjaan
jasa
Konsultansi
Konstruksi
dikerjakan
oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasihkasi
Jasa
Rekayasa
Konstruksi
Bangunan
Gedung
Hunian dan
Nonhunian
RKOO6

Mikro Mene-
ngah

Rendah

NIB dan
Sertihkat
Standar

Otomatis 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SKK masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di

Usaha Orang
Perseorangan
dengan skala
usaha Mikro

Bupati/
Walikota

SK No 147388 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.436

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngtup

Skala
Usaha

TingLat
RisiLo

Perlzlnan
Berusaha

Pcrsyaraten Jangta
Wahu

Penerbltan

Kewqilban PB IIMKU Peremeter Kewenangan

(1) t2l (31 (4) (s) (6) t7t (8t tet (10) (11) lt2l (13)

bidang jasa
konstruksi

Kode Sub-
klasifikasi
Jasa
Rekayasa
Pekerjaan
Teknik Sipil
Sumber Daya
Air: RKO02

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah

Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi /
Sertihkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
RKOO2

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

Besar Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifrkat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
RKO02

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJI(A:

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147389C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.437

IIo Kode
KALI

Judul
KBLI

Ruaug
Lingkup

Sknla
Ueaha

Tingtat
Rlslko

Perizinan
Berusahe

Persyaretan Jangke
Wahu

Penerbltan

Kewajiban PB I'MKU Paremeter Kewenangan

(r) t2t (3) (4) (5t (61 t7l (Et te) (10) (1U lt2l 113)

a. Merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar
sesuai
subklasifikasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Keq'a Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualihkasi
Besar dan
memiliki
klasifikasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di

SK No 147390C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.438

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skrle
Useha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Benrqaha

Pereyeratan Janglra
Waktu

Penerbitan

Kewqfiban PB UMKU Paramctcr Kewcnangan

(u t2l (3t (4) (5) (6) 17l (8) (et (ro) (1U lt2l (131

yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertifikat
perizrnan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifrkasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negei/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualil-rkasi

lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
Proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Jasa
Konsultansi
Konstruksi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Seluruh

pekerjaan
jasa
Konsultansi
Konstruksi

SK No 147391 C



PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA

1.H.439

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingtup

SLah
Usaha

Tingkat
Rlslko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangta
Waktu

Penerbitan

KewaJiban PB IIMKTI Peramcter Kewenangan

(r) t2t (31 (4) (5) (61 17l (8) (el (10) (1U (12) (13)

Besar yang
dibuktikan
dengan:

1) Perizinan
berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2) Sertifikat
Badan Usaha
subsektor jasa
konstruksi

dilakukan di
dalam negeri

2)Paling
sedikit 50%
(lima puluh
persen) dari
nilai
pekerjaan
jasa
Konsultansi
Konstruksi
dikefakan
oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasifikasi
Jasa
Rekayasa
Peker;'aan
Teknik Sipil
Transportasi
RKOO3

Mikro
Kecil
Mene-
ngah

Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifftat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
RKOO3

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

SK No 147392C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

t.H.440

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltagkup

SLata
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangka
Waktu

Penerbitan

Kewajiban PB TIMKT' Parametcr Kewenangan

(U t2l (3) (4) (s) (6) 17l (8t (e) (101 (1U lr2l (13)

bidang jasa
konstruksi

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertihkat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
RKOO3

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar
sesuai
subklasifrkasi
setiap 3 tahun

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147393 C



PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA

r.H.44t

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

SLale
Useha

Ttngtat
Rlslko

Perizlnan
Berusaha

Persyaratan Jangke
Waktu

Penerbitan

Kewqflben PB I'IUKTI Paremetcr Kewenangan

(1) t2t (3) (4) (s) (6) 17t (E) (e) (10) (11) lr2l l13l

undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertifrkat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang

b. Melakukaa
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi
Besar dan
memiliki
klasifikasi/
subklasifrkasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Jasa
Konsultansi
Konstruksi

SK No 147394C



PRESIDEN
R.EPUBLIK INDONESIA

t.H.442

lYo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

$tqla
Usaha

TingLat
Risiko

Perizinan
Benrsaha

Persyaretan Jangka
Wel*u

Pcnerbitan

KewaJiban PB IIMKT' Parameter Kewenangan

(1) t2l (3) (4) (s) (6) 17l (8) (e) (10) (1U (121 (131

seJenls yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeil
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifikasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2) Sertifrkat
Badan Usaha
subsektor jasa
konstruksi

dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Seluruh

pekerjaan
jasa
Konsultansi
Konstruksi
dilakukan di
dalam negeri

2)Paling
sedikit 50%
(lima puluh
persen) dari
nilai
pekerjaan
jasa
Konsultansi
Konstruksi
dikedakan
oleh BUJKN
mitra KSO

SK No 147395 C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

r.H.443

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perlzinen
Berusaha

Persyaratan Jangka
I[aktu

Penerbitan

KewaJiban PB IIMI(U Perametcr Kcwenangan

(1) t2t (3) (4) (st (6) 17l (8) (e) (101 (1U lr2l (131

Kode Sub-
klasifikasi
Jasa
Rekayasa
Pekerjaan
Mekanikal
Dalam
Bangunan
RKO04

Mikro
Kecil
Mene-
ngah

Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi /
Sertifrkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
RKOO4

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

Besar Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifrkat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
RKO04

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undanean di

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147396C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

r.H.444

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
LtngLup

St qla
Usaha

Tingkat
Rislho

Perizlnen
Berusahe

Persyaratan Jangka
Wektu

Pcnerbitan

KeweJiban PB IIMKT' Peremeter Kewcnangen

IU l2l (3) (41 (s) (6) t7l (81 (e) (10) (11) lt2l (13)

a. Merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar
sesuai
subklasihkasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi
Besar dan
memiliki
klasifrkasi/
subklasifrkasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga

SK No 147397 C



PRESIDEN
REFUBLTK INDONESIA

1.H.445

No Kode
I(BLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Ueaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangka
Wahu

Pcncrbitan

KcwaJiben PB IIMKTI Parameter Kewenangan

(1) t2t (3) (4) (5t (6) 17l (8) le) 110) (11) lt2l (13)

yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2)Sertihkat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negei/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifrkasi

pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Jasa
Konsultansi
Konstruksi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
l)Seluruh

pekerjaan
jasa
Konsultansi
Konstruksi
dilakukan di
dalam negeri

SK No 147398 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1.H.446

IlIo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLala
Usaha

Tingkat
Rislko

Pcrizlnan
Berueahe

Persyaratan Jangka
Waktu

Penerbltan

Kewajiban PB IIMKU Parameter Kewenangan

(r) t2t (3) (4) (51 (6) t7l (8) (e) (10) ( 11) lt2l (131

Besar yang
dibuktikan
dengan:
l)Perizinan

berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2) Sertifrkat
Badan Usaha
subsektorjasa
konstruksi

2)Paling
sedikit 50%
(lima puluh
persen) dari
nilai
pekerjaan
jasa
Konsultansi
Konstruksi
dikerjakan
oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasifikasi
Jasa
Rekayasa
Pekedaan
Mekanikal
Dalam
Bangunan
RKOOT

Mikro Mene-
ngah

Rendah

NIB dan
Sertifikat
Standar

Otomatis 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SKK masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undansan di

Usaha Orang
Perseorangan
dengan skala
usaha Mikro

Bupati/
Walikota

SK No 147399C



FRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

1.H.447

I[o Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Slrala
Usaha

Tingkat
Risiho

Pcrlzlnan
Bcrusaha

Persyaretan Jengta
Waktu

Pcnerbiten

Kewajiban PB I'MKII Peramcter Kewenangan

(U t2t (3) (41 (5t (61 t7l (8) (el (101 111) ltzl (131

bidang jasa
konstruksi

Kode Sub-
klasifikasi
Jasa
Rekayasa
Lainnya :

RKOO5

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah

Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
RKOO5

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertihkat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasihkasi:
RKOO5

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:

15 Hari 1. Menyampaikan
["aporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147400C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.448

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLala
Usaha

Tinglat
Risiho

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Janglra
WaLtu

Penerbltrn

Kewajlban PB IIMKT' Paremeter Kewenangan

(u t2t (31 (4) (s) t6t 17l (8) (e) (10) (11) lt2l (13)

a. Merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar
sesuai
subklasifikasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi
Besar dan
memiliki
klasifrkasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di

SK No 147401 C



PRESIDEN
REFUELIK INDONESIA

1.H.449

Itto Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLela
Usaha

Tingtat
Rlsiho

Perlzinan
Berusaha

Persyaraten Jaagka
Waktu

Pencrbitan

Kewqiiban PB IIMKTI Peremeter Kcwcnangan

(1) t2l (31 (41 (s) (6) t7l (81 (e) 110) ( 11) (12) (13)

yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertifrkat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifrkasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifrkasi

lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Jasa
Konsultansi
Konstruksi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1) Seluruh

pekerjaan
jasa
Konsultansi
Konstruksi

SK No 147402C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

I.H.450

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruaag
Ltngkup

SInla
Usahe

Tingkat
Risiko

Periziaan
Berusaha

Persyaratan Jangka
Wettu

Pcnerbltan

Kewajiben PB IIMNU Parameter Kewenangan

lr) t2t t3t (4) (51 (6) 17l (8) (e) (101 ( 11) lt2l (13)

Besar yang
dibuktikan
dengan:

1) Perizinan
berusaha
subsektorjasa
konstruksi

2) Sertifikat
Badan Usaha
subsektor jasa
konstruksi

dilakukan di
dalam negeri

2)Paling
sedikit 50%
(lima puluh
persen) dari
nilai
pekerjaan
jasa
Konsultansi
Konstruksi
dikedakan
oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasifikasi
Jasa
Rekayasa
Lainnya:
RKOOS

Mikro Mene-
ngah

Rendah

NIB dan
Sertifrkat
Standar

Otomatis l. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SKK masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di

Usaha Orang
Perseorangan
dengan skala
usaha Mikro

Bupati/
Walikota

SK No 147403 C



PRESIDEN
REFUELTK INDONESIA

I.H.451

Itto Kodc
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Llngkup

Skala
Usaha

Ttnglat
Rlsito

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangka
Wektu

Pencrbltan

Kcwqiiben PB I'IIIKU Parametcr Kewenangan

(1) t2t (3) (41 (5) (61 17l (8) (e) (101 ( 11) lt2l (13)

bidang jasa
konstruksi

Kode Sub-
klasifikasi
Jasa
Pelayanan
Studi
Investasi
Infrastruktur
: RT001

Mikro
Kecil
Mene-
ngah

Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasil-rkasi:
RTOOl

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporarr
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifrkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
RTOOl

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJI(A:

l5 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147404C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

t.H.452

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tinglat
Risilo

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangta
Waktu

Penerbitau

Kewajibea PB I'MNU Parametcr Kewenangan

(1) tzt t3l (4) (s) (6t 17t (8) te) l10l (11) lt2l (13)

a. Merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJI(A:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertihkat
Standar
sesuai
subklasifrkasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi
Besar dan
memiliki
klasifikasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di

SK No 147405C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.453

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLala
Usaha

Tingkat
Risito

Perizinan
Berusahe

Persyaratan Jangla
Waktu

Penerbltan

Kcwqflbaa PB UMKU Parameter Kewenangau

(1) t2t (31 (4) (s) (6) t7t (8t (el (10) (ru lr2l (131

yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2)Sertifikat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifikasi

lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Jasa
Konsultansi
Konstruksi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Seluruh

pekerjaan
jasa
Konsultansi
Konstruksi

SK No 147406C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

r.H.454

IIo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLala
Usaha

TingLat
Rislko

Perlzinaa
Benrseha

Persyaraten Jangka
Wektu

Penertitan

Kewqfibaa PB I'UKTI Parameter Kewenangan

IU t2t (31 (4) (s) t6) 17l (8t (et (101 ( 11) lt2l (13)

Besar yang
dibuktikan
dengan:

1) Perizinan
berusaha
subsektorjasa
konstruksi

2) Sertihkat
Badan Usaha
subsektorjasa
konstruksi

dilakukan di
dalam negeri

2)Paling
sedikit 50%
(lima puluh
persen) dari
nilai
peke{aan
jasa
Konsultansi
Konstruksi
dikerjakan
oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasifikasi
Jasa
Rekayasa
Konstruksi
Pembangkit,
Jaringan
Transmisi,
Gardu Induk,
dan
Distribusi

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah

Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi /
Sertihkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasil-rkasi:
RTOO2

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseoranqan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undansan di

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

SK No 147407 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.455

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Rueng
Lingkup

Stela
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Benrsaha

Persyaratan Jangka
Waktu

Penerblten

Kewqliban PB IIMKU Paremctcr Kewenangan

(1) t2t (3) (4) (sl (6) 17t (8) te) (101 (lrl lt2l (r3)

Tenaga Listrik
: RT002

bidang jasa
konstruksi

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertihkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasihkasi:
RTO02

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar
sesuai
subklasifikasi
setiap 3 tahun

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147408C



PR,ESIDEN
REPUELIK INDONESIA

I.H.456

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLqta
Usaha

Tinglat
RisiLo

Perlzlnan
Berusaha

Persyaratan Jengka
Waktu

Penerbitan

KewaJlban PB IIMKTI Parameter Kcwenangan

(U t2l (3) (4) (st (6) 17l (El te) (10) (11) l12l (13)

undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertilikat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifrkasi
Besar di negara
asal atau yang

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualihkasi
Besar dan
memiliki
klasifikasi/
subklasifrkasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
Proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Jasa
Konsultansi
Konstruksi

SK No 147409 C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.457

I{o Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

Skela
Ueaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangka
Illaktu

Penerbitan

KewaJiban PB TIMKTI Parameter Kewenangan

(U t2t t3t (4) (st (6t 17l (8) (et (10) (11) lt2l (131

seJenrs yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifikasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2) Sertifikat
Badan Usaha
subsektorjasa
konstruksi

dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Seluruh

pekerjaan
jasa
Konsultansi
Konstruksi
dilakukan di
dalam negeri

2)Paling
sedikit 50%
(lima puluh
persen) dari
nilai
pekerjaan
jasa
Konsultansi
Konstruksi
dike{akan
oleh BUJKN
mitra KSO

SK No 147410 C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

I.H.458

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

sL"la
Usaha

Tingkat
Risiko

Perlzlnan
Berusaha

Persyaretan Jenglra
Waktu

Penerblten

Kewajiban PB I'MKU Parameter Kewenangan

(u t2t (3) (41 (s) (6) t7l (8) (el (10) (11, lt2l 113)

Kode Sub-
klasifikasi
Jasa
Rekayasa
Proses
Industrial,
Produksi, dan
Fasilitas
Produksi :

RTOO3

Mikro
Kecil
Mene-
ngah

Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasihkasi:
RTO03

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertihkat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
RTO03

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No l474ll C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.459

No Kodc
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Ttngkat
Risiko

Perizlnan
Berusaha

Persyaratan Jaagke
WaLtu

Penerbiten

Kewqilban PB TIMKTI Parameter Kewenangaa

(1) t2t (3) (4) (sl (6) t7l (8) (e) (10) (1U lt2l (13)

a. Merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJI(A:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertihkat
Standar
sesuai
subklasifikasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualilikasi
Besar dan
memiliki
klasifikasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga

SK No 14741,,2 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.460

lYo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Ttngkat
RlslLo

Perizinen
Berusrha

Persyaratan Jengta
Wahu

Penerbitan

KewaJlban PB IIMKTI Parameter Kewenangan

(U t2t (3) (41 (51 (6t 17l (8) le) (10) (1U lt2l (13l

yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertihkat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualihkasi

pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Jasa
Konsultansi
Konstruksi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Seluruh

pekedaan
jasa
Konsultansi
Konstruksi
dilakukan di
dalam neqeri

SK No 147413 C



PRESIDEN
REPLIBLIK INDONESIA

I.H.46t

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

SLala
Usaha

Tingtat
Rlslko

Perizinen
Berusahe

Persyaratan Jangke
Itrektu

Penerbiten

KewaJiban PB IIMKU Perameter Kewenangan

(u l2t (3) (41 (5) (6) t7t t8) (e) (10) ( 11) lt2l (13)

Besar yang
dibuktikan
dengan:
l)Perizinan

berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2) Sertifikat
Badan Usaha
subsektorjasa
konstruksi

2)Paling
sedikit 50%
(lima puluh
persen) dari
nilai
pekerjaan
jasa
Konsultansi
Konstruksi
dike{akan
oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasihkasi
Jasa
Pembuatan
Prospektus
Geologi dan
Geofisika :

ITOOl

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah

Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertihkat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi /
Sertihkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasihkasi:
ITOOl

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

SK No l474l4C



PRESIDEN
REPUELTK INDONESIA

1.H.462

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Linglrup

Slrnla
Usahe

Ttnglat
Rlslko

Perizinen
Berusaha

Persyaratan Jeaglra
Waktu

Peaerbitan

Kcwqjlban PB UMKTI Peremeter Kewenangan

(1) t2l (3) (41 t5) (61 17l (8) (el (10) (1U lt2l (13)

bidang jasa
konstruksi

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertihkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasihkasi:
ITOOl

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJI(A:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar
sesuai
subklasifikasi
setiap 3 tahun

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No l474l5C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

r.H.463

IYo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingtup

Stala
Ueaha

Ttnglat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Pcrsyaratan Jangka
Waktu

Penerbitan

Kewajibaa PB IIMKU Parameter Kewenangan

lrl t2l (3) (41 (st (6t 17l (8) (e) (101 (rl) lr2l (13)

undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2)Sertifikat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi
Besar dan
memiliki
klasifikasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Jasa
Konsultansi
Konstruksi

SK No 147416C



PRESIDEN
REFIJBLIK INDONESIA

r.H.464

IYo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLala
Usahe

Ttngkat
Rlslko

Perlzlnan
Bcnreaha

Persyaretan Jengka
Waktu

Peaerblten

Kewqilban PB IIMKT' Paremeter Kewenangan

(1) tzt (3) (4) (5t (6t t7l (8t (el (10) ( 11) lt2l (13)

sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifikasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektor
jasa
konstruksi

2) Sertifikat
Badan Usaha
subsektor

dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:

1) seluruh
pekerjaan
jasa
Konsultansi
Konstruksi
dilakukan di
dalam negeri

2l paling
sedikit 50%
(lima puluh
persen) dari
nilai
pekerjaan
jasa
Konsultansi
Konstruksi
dike{akan
oleh BUJKN
mitra KSO

SK No 147417 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.465

No Kodc
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tinglat
Risiko

Perizinra
Berusaha

Persyaratan Janglra
Waktu

Penerbiten

KewaJibaa PB UMKT' Parameter Kewenangan

(r) t2l (3t (4) (5) (6t 17l (81 (e) (10) (11) lt2l (13)

jasa
konstruksi

Kode Sub-
klasihkasi
Jasa
Konsultansi
Ilmiah dan
Teknis Bawah
Tanah : IT002

Mikro
Kecil
Mene-
ngah

Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifrkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasilikasi:
ITOO2

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
Perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

Besar Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
ITOO2

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147418 C



PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA

r.H.466

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLol,a
Ueeha

Tingkat
Risiko

Perizlnan
Berusaha

Persyaratan Jangka
Waktu

Penerbitan

Kewqilban PB I'}IKTI Parameter Kewenangan

(1) t2t (3t (4) (s) t6t 17l (Et (et (10) ( 11) lt2l (13)

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJI(A:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
penzinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi

perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertihkat
Standar
sesuai
subklasifikasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi
Besar dan
memiliki
klasifikasi/
subklasifikasi
seienis yang

SK No 147419 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.467

I{o Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Stata
Usaha

Tinglat
Rislko

Perlzlnen
Berucaha

Pcrsyaratan Jangta
trIaktu

Pcnerbitan

Kewqiiban PB IIMKTI Parameter Kewenangan

(U t2t (3) (41 (st (6) t7l (8t (e) 110) ( 11) lt2l (13)

berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertifikat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negei/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi

tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Jasa
Konsultansi
Konstruksi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Seluruh

pekerjaan
jasa
Konsultansi
Konstruksi

SK No 147420C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

I.H.468

Ito Kode
KBLI

Judul
KBLI

Rueng
Liagkup

SLala
Ueaha

Tingkat
Risiho

Perizinan
Benrsahe

Persyaretan JangLa
WaLtu

Penerbltan

Kewajiban PB IIMKU Parameter Keweaangan

(1) t2t (3) (4) (s) (61 17l (El (el (10) (11) lt2l (131

I

nasional
berkualifikasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2) Sertifrkat
Badan Usaha
subsektorjasa
konstruksi

dilakukan di
dalam negeri

2)Paling
sedikit 50%
(lima puluh
persen) dari
nilai
pekerjaan
jasa
Konsultansi
Konstruksi
dikeq'akan
oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasifikasi
Jasa
Konsultansi
Ilmiah dan
Teknis
Permukaan
Tanah dan
Pembuatan
Peta: IT0O3

Mikro
Kecil
Mene-
ngah

Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
ITOO3

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

SK No l4742lC



PR.ESIDEN
REPUELIK INDONESIA

r.H.469

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Slrala
Usaha

Tinglat
Rlsiko

Perizinaa
Beruseha

Pcrsyaratan Jangke
Waktu

Pencrbitan

KewaJlban PB IIMKT' Parameter Kewenangan

(1) t2t (3) (4) (st (6) 17l (8t (e) (101 111) lt2l (r3l

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

undangan di
bidang jasa
konstruksi

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Serrifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
ITOO3

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar
sesuai

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147422 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.470

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skele
Usaha

Tingkat
Rlslko

Perlzinan
Bcnrsaha

Persyaretan Jaagla
trIaktu

Pcnerbitan

Kewqiiban PB IIMKU Parameter Kewenangan

(1) t2t (3) (4) (s) (6) 17l (8) (el (101 ( 11) lr2l (13)

sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2)Sertifikat
peizrnan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifikasi

subklasihkasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Keq'a Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi
Besar dan
memiliki
klasifrkasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Jasa

SK No 147423 C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

t.H.47 r

Itto Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

$Lela
Usaha

Tingkat
Risiho

Perizinan
Berusaha

Persyaratan JangLa
Wettu

Pcncrblten

Kewejiben PB I,MKU Parameter Kewenangan

(1) l2t (3) (4) (s) (6) 17l (8) le) (101 (1U (12) (13)

Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualil-rkasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektorjasa
konstruksi

2) Sertilikat
Badan Usaha

Konsultansi
Konstruksi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:

1) Seluruh
pekerjaan
jasa
Konsultansi
Konstruksi
dilakukan di
dalam negeri

2)Paling
sedikit 50%
(lima puluh
persen) dari
nilai
pekerjaan
jasa
Konsultansi
Konstruksi
dikeriakan

SK No 147424 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1.H.472

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Rueag
Lingkup

SLeta
Usahe

Tinglat
Rlsilo

Periziuan
Berueaha

Persyaratan Jangta
Welrtu

Pcncrbitan

Kewqiiban PB UMKU Paremeter Kewenangen

(1) t2t (3) (4) (s) (6t 17l (8t (e) (10) ( 11) lr2l (131

subsektor jasa
konstruksi

oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasifikasi
Jasa
Konsultasi
Ilmiah dan
Teknis
Prasarana
dan Sarana
Umum:
ITOO4

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah

Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertihkat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
ITOO4

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertilikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
ITOO4

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147425 C



PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA

1.H.473

No Kodc
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLela
Useha

Ttnglat
Rlslho

Pcrlzlnan
Berusaha

Persyarataa Jangka
Waktu

Pencrbitan

Kewqiiban PB IIMIIU Peramctcr Kcwcnangan

(1) tzl t3) (4) (s) (6) t7l (8) (e) (10) ( 11) lr2l (r3l

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi

perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJI(A:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar
sesuai
subklasifrkasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi
Besar dan
memiliki
klasifrkasi/
subklasifikasi
seienis yang

SK No 147426 C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

t.H.474

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

SLqla
Usaha

Tinglat
Risiko

Perizinan
Berusahe

Persyereten Jaagka
trIaktu

Penerbitau

Kewqifuan PB UMI(U Paremeter Kewenangan

(U l2t (3) (4) (s) (6) 17l (8) (e) (10) (1U (12) (131

berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertifikat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifrkasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi

tercatat di
Iembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Jasa
Konsultansi
Konstruksi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Seluruh

pekerjaan
jasa
Konsultansi
Konstruksi

SK No 147427 C



FR.ESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.475

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusahe

Persyaratan Jengka
Waktu

Penerbiten

Kewqiiban PB IIMKTI Parameter Kewenangan

(U t2t (3) (4) (sl (6) t7t (81 tet l10l ( 11) (12) (131

nasional
berkualifikasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2)Sertifikat
Badan Usaha
subsektor jasa
konstruksi

dilakukan di
dalam negeri

2)Paling
sedikit 50%
(lima puluh
persen) dari
nilai
pekerjaan
jasa
Konsultansi
Konstruksi
dike{akan
oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasifikasi
Jasa
Konsultasi
Ilmiah dan
Teknis
Prasarana
dan Sarana
Umum:
ITOO9

Mikro Mene-
ngah

Rendah

NIB dan
Sertifikat
Standar

Otomatis l. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SKK masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-

Usaha Orang
Perseorangan
dengan skala
usaha Mikro

Bupati/
Walikota

SK No 147428C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.476

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Llngtup

Skale
Usaha

Ttngket
Risiko

Perlzlnaa
Benrsahe

Persyaratan Jangke
Wektu

Penerbitaa

Kewqiiben PB UMKU Parameter Kewenangen

(r) t2l (3) (4t (s) (6) 17l (E) te) llol llu lt2l (131

undangan di
bidang jasa
konstruksi

Kode Sub-
klasifrkasi
Jasa
Konsultansi
Ilmiah dan
Teknis
Konstruksi
Sistem
Kendali Lalu
Lintas : IT005

Mikro
Kecil
Mene-
ngah

Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
ITOO5

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertilikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
ITOO5

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147429C



FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

r.H.477

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Llngtup

Skala
Usaha

Tingkat
Rlslho

Perizinan
Benrseha

Pcrsyeretan Jangka
Waktu

Penerbltan

Kewqjlban PB IIMKTI Parameter Kcwenangan

(U t2t (3) (4) (st (6) 17l (8t (e) (101 ( 11) (12) (131

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha

perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertilikat
Standar
sesuai
subklasifikasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifrkasi
Besar dan
memiliki
klasifikasi/
subklasifikasi
seienis vans

SK No 147430C



FRESIDEN
REFUELIK INDONESIA

r.H.478

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Linglup

SLela
Usaha

Ttngkat
Rlslko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangla
Waktu

Peaerbltaa

KewaJlban PB IIMKU Perametcr Kewenaagan

(1) t2t t3) (41 (5) (6) 17l (8) (e) (10) (11) lt2l (13)

jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2)Sertifrkat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negei/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha

tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
Proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Jasa
Konsultansi
Konstruksi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)seluruh

pekeq'aan
jasa
Konsultansi
Konstruksi

SK No 147431 C



FR.ESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

t.H.479

IlIo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tiagkat
Rlslko

Perizlnaa
Bcruseha

Pcrsyaratan Jenglra
Waktu

Penerblten

KewaJiban PB IIMKT' Parameter Kewenangan

(1) t2l (3) (4) (5t (6t 17l (8) (et llo) (11) llzl (131

jasa konstruksi
nasional
berkualifikasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:

1) Perizinan
berusaha
subsektorjasa
konstruksi

2)Sertifikat
Badan Usaha
subsektor jasa
konstruksi

dilakukan di
dalam negeri

2)paling
sedikit 50%
(lima puluh
persen) dari
nilai
pekerjaan
jasa
Konsultansi
Konstruksi
dikedakan
oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasifikasi
Jasa
Konsultansi
Ilmiah dan
Teknis
Konstruksi
Sistem

Mikro Mene-
ngah

Rendah

NIB dan
Sertifikat
Standar

Otomatis 1. Menyampaikan
[,aporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SKK masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan

Usaha Orang
Perseorangan
dengan skala
usaha Mikro

Bupati/
Walikota

SK No 147432C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

I.H.480

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

Skrle
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinen
Berusahe

Persyeratan Jeuglra
I[attu

Penerbitan

Kewajiban PB IIMKTI Peremeter Kewenangan

(1) t2l (3) (41 (s) (6) t7l t8) le) (101 (11) (12) (13)

Kendali [a.lu
Lintas : IT006

perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

Kode Sub-
klasihkasi
Jasa
Konsultansi
Ilmiah dan
Teknis
Hidrolika,
Hidrologi dan
Oceano-
graphy :

ITOOT

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah

Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertil-rkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
ITOOT

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
penrndang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

Besar Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
ITOOT

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147433 C



PRES!DEN
REPIJBLIK INDONESIA

I.H.481

IYo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Llngkup

Sf.afa
Usaha

Tingkat
Rislko

Perizinan
Berusaha

Persyaraten Jangka
Waktu

Penerbitan

Kewajiban PB IIMKTI Peremeter Kewcnangan

(1) t2t (3t (4) (s) (6) 17l (8) (e) (101 (11) lt2l (13)

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. UNTUK BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi

peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar
sesuai
subklasifikasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi
Besar dan
memiliki
klasifikasi/
subklasifikasi

SK No 147434 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

t.H.482

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

glrcla
Useha

Tingket
Risilro

Perizinan
Benrsaha

Persyaraten Jaagla
Waktu

Penerbiten

Kcwqilbaa PB IIMKU Parameter Kewcnangan

(u tzt (3) (4) (5) (6) 17l (E) (et (101 (1U lt2l 113)

berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2)Sertifikat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi

sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Jasa
Konsultansi
Konstruksi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Seluruh

pekerjaan
jasa
Konsultansi

SK No 147435 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.483

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruaag
Liagkup

SLala
Usaha

Tingkat
Rislho

Perizinan
Berusahe

Pcrsyaraten Jangka
trIaktu

Penerbitan

Kewajibaa PB IIMXU Parameter Kewenangan

lr) t2t (3) (41 (s) (6) 17l (8) (e) (10) (11) ltzl (13)

nasional
berkualifikasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2) Sertifikat
Badan Usaha
subsektor jasa
konstruksi

Konstruksi
dilakukan di
dalam negeri

2)Paling
sedikit 50%
(lima puluh
persen) dari
nilai
pekerjaan
jasa
Konsultansi
Konstruksi
dike{akan
oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasihkasi
Jasa
Konsultansi
Ilmiah dan
Teknis
Hidrolika,
Hidrologi dan
Oceanograp-
hy: IT008

Mikro Mene-
ngah

Rendah

NIB dan
Sertihkat
Standar

Otomatis 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SKK masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-

Usaha Orang
Perseorangan
dengan skala
usaha Mikro

Bupati/
Walikota

SK No 147436C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONEEIA

r.H.484

ItIo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

glrola
Usaha

TingLat
Risiho

Perizinan
Benrsaha

Persyaretan Jangka
Walrtu

Penerbitan

Kewqiiban PB IIMKTI Paremeter Kewenangan

(1) t2t (3) (4) (st (6) 17l (8) (e) 110) 111) lt2l (13)

undangan di
bidang jasa
konstruksi

Kode Sub-
klasihkasi
Jasa
Pengujian
dan Analisis
Teknis
Geologi,
Geofisika dan
Geokimia:
ATOOl

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah

Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertihkat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi /
Sertifrkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasihkasi:
ATOOl

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasihkasi:
ATOOl

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147437 C



PRESlDEN
REPUBLTK INDONESIA

r.H.485

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLala
Usahe

Tingket
Risito

Perizinaa
Bcrusahe

Pereyeretan JengLa
WaLtu

Penerbitan

Kewajlben PB UMI{U Parameter Kewcnangan

(1) l2t (3) (4) (st (6) 17l (8t (et (101 (11) lt2l (13)

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
peizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha

perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJI(A:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertihkat
Standar
sesuai
subklasifikasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi
Besar dan
memiliki
klasifrkasi/
subklasihkasi
sejenis yang

SK No 147438C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.486

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Rueng
Lingkup

SLela
Usaha

Tingkat
Rislko

Perizinen
Berusaha

Persyaratan Jangka
Wahu

Pencrbitan

Kewajlban PB IIMKU Paramcter Kewenangan

(1) t2t (31 (4) (st (6) 17l (81 (et (10) (1U lt2l (131

jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertihkat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualihkasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha

tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Jasa
Konsultansi
Konstruksi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)seluruh

pekerjaan
jasa
Konsultansi
Konstruksi

SK No 147439C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.487

ItIo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Liagkup

Strah
Usaha

Tingtat
RlslLo

Perlzlnan
Benrsaha

Persyaratan Jangta
Waktu

Pcnerbitan

Kewqiiban PB UMKTI Parameter Kcwenangan

(1) t2t (3) (4) (st (6) 17t (8) (et (10) (111 lr2l (13)

jasa konstruksi
nasional
berkualifikasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2) Sertifikat
Badan Usaha
subsektor jasa
konstruksi

dilakukan di
dalam negeri

2)paling
sedikit 50%
(lima puluh
persen) dari
nilai
pekerjaan
jasa
Konsultansi
Konstruksi
dikerjakan
oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasifikasi
Jasa
Pengujian
dan Analisis
Teknis
Komposisi
dan Tingkat

Mikro
Kecil
Mene-
ngah

Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
ATOO2

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

SK No 147440C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONE3IA

I.H.488

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Sknla
Usaha

Ttngkat
Rislho

Perizinan
Berusehe

Persyaratan Janglra
Waktu

Penerbitan

Kewqjiban PB TIMKT' Parameter Kewenangan

(U l2l (3) (41 (5) (6) 17l (8) (et (10) ( 11) lL2l (13)

Kemurnian
ATOO2

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

Besar Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertihkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasil-rkasi:
ATOO2

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar
sesuai

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No l4744lC



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

I.H.489

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLala
Usaha

Tiagtat
Rislho

Pcrlzlnan
Berueaha

Persyaratan Jangka
Wa&tu

Penerbitan

KewaJiban PB IIMKU Parametcr Keweaaagan

(1) t2t (3) (4) (s) (6t 17l (8t le) (10) t1u (12) (13)

sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2)Sertifikat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifikasi

subklasihkasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifrkasi
Besar dan
memiliki
klasifikasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
Proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Jasa

SK No 147442 C



FRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

I.H.490

![o Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

Skala
Usahe

Tingkat
Rlsiko

Perlzlnen
Benrsaha

Persyaratan Jangta
Wektu

Pencrbltan

KewaJiban PB IIMNU Paramctcr Kewenangan

(1) t2t (3) (41 (5) (6) t7l (8) (e) (10) ll rl lt2l (13)

Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifikasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektorjasa
konstruksi

2) Sertifikat Badan
Usaha subsektor
jasa konstruksi

Konsultansi
Konstruksi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1) seluruh

pekerjaan
jasa
Konsultansi
Konstruksi
dilakukan di
dalam negeri

2)paling
sedikit 50%
(lima puluh
persen) dari
nilai
pekedaan
jasa
Konsultansi
Konstruksi
dikeriakan

SK No 147443C



PRESIDEN
REPIJELIK INDONESIA

r.H.491

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Linglup

Skala
Usaha

Tingkat
Rislko

Perizineu
Bcrusaha

Persyaratan Jangta
trIaktu

Penerbiten

Kewajiben PB I'MKII Peramctcr Kewenangan

(rl l2l t3l (4) (st (6) 17l (8t tet (ro) (1U lr2l (131

oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasifikasi
Jasa
Pengujian
dan Analisis
Teknis
Komposisi
dan Tingkat
Kemurnian:
ATOOS

Mikro Mene-
ngah

Rendah

NIB dan
Sertihkat
Standar

Otomatis 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SKK masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

Usaha Orang
Perseorangan
dengan skala
usaha Mikro

Bupati/
Walikota

Kode Sub-
klasifikasi
Jasa
Pengujian
Hasil
Pekerjaan
Konstruksi
dan Fasilitas
Laboratorium
: AT003

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah

Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifrkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
ATOO3

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

SK No 147444C



PRES!DEN
REPUBLIK INDONESIA

1.H.492

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruaag
Ltngkup

Skela
Usahe

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangka
Waktu

Penerbltan

Kewqjlban PB IIMKTI Paremeter Kcwenangan

(1) t2t t3t (4) (s) (6t 17l (8t (el (10) (11) lt2l (13)

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

undangan di
bidang jasa
konstruksi

Besar Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifrkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasihkasi:
ATO03

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
penzinan
berusaha per
jenis usaha

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar
sesuai

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 14745 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.493

I{o Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skrla
Usahe

Tingtat
Rlslko

Perlzlnan
Berueaha

Persyaratan Jangka
Wektu

Pcncrbltaa

KewqJlben PB T'MI{U Paremeter Kewenangan

(U t2t t3) (4) ls) (6t t7l (E) (et (10) 111) lt2l 113)

sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertifikat
perizinan
bidang usaha

subklasifikasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkua-lihkasi
Besar dan
memiliki
klasifikasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Jasa

SK No 147446C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1.H.494

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Slrela
Usaha

Tingtat
Rislto

Perizlnan
Berusahe

Persyaratan Jangta
Waktu

Penerbitan

Kcwqilban PB IIMKU Paremeter Kcwenangan

l1) t2t l3) (4) (s) (6) t7l (8) (et (10) (ru lt2l (13l

jasa konstruksi
berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifrkasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektorjasa
konstruksi

Konsultansi
Konstruksi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:

l) seluruh
pekeq'aan jasa
Konsultansi
Konstruksi
dilakukan di
dalam negeri

2)paling sedikit
50% (lima puluh
persen) dari nilai
pekeq'aan jasa
Konsultansi
Konstruksi
dike{akan oleh
BUJKN mitra
KSO

SK No 14747 C



PRES!DEN
REPUELIK INDONESIA

I.H.495

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Sltala
Usaha

Tiagkat
Rlsiko

Perizinan
Bcrusahe

Persyeratan Jangka
Waktu

Penerbitaa

KewaJiban PB IIMKT' Parameter Kewenangan

(1) t2t (31 (4) (sl (6) 17t (8) (e) (ro) ( 11) lt2l (13)

2) Sertihkat
Badan Usaha
subsektor jasa
konstruksi

Kode Sub-
klasifikasi
Jasa
Pengujian
dan Analisis
Teknis
Parameter
Fisikal :

ATOO4

Mikro
Kecil
Mene-
ngah

Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertilikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
ATOO4

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertihkat
Standar

Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147448C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

r.H.496

IYo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLrla
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizlnan
Berusahe

Persyaratan Jengke
Waktu

Pcnerbltan

Kewqilban PB UMKU Parameter Kewcnangan

IU t2t (3) (41 (sl (6t 17l t8) (e) (rol (1U lt2l (13)

Subklasifikasi:
ATO04

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar
sesuai
subklasihkasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerl'a Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi
Besar dan
memiliki

SK No 14749 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.497

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Rueng
Ltngkup

Strla
Usaha

Ttngkat
Rlslko

Perizlnan
Berusaha

Persyaretan Jenglra
Waktu

Penerbitan

Kewajiban PB IIMKTI Parameter Keweaangan

(1) l2t (3) (4t (s) (61 17t (8t (e) (101 ( 11) lt2l (13)

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2)Sertihkat
periztnan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negen/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan

klasil-rkasi/
subklasil-rkasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Jasa
Konsultansi
Konstruksi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)seluruh

pekeriaan

SK No 147450 C



FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

I.H.498

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usahe

TingLat
Risiho

Perizinaa
Berusaha

Persyeratan Jangka
Waktu

Penerbitea

Kewqiiban PB I'MKTI Parameter Kewcnangan

(rl t2t (31 (4) l5l (6) 17l (8) (e) (10) ( 11) lt2l (131

badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualihkasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
l)Perizinan

berusaha
subsektorjasa
konstruksi

2) Sertifikat
Badan Usaha
subsektor jasa
konstruksi

jasa
Konsultansi
Konstruksi
dilakukan di
dalam negeri

2)paling
sedikit 50%
(lima puluh
persen) dari
nilai
pekerjaan
jasa
Konsultansi
Konstruksi
dikerjakan
oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasifikasi
Jasa
Pengujian
dan Analisis
Teknis
Hidrolika,
Hidrolosi dan

- Mikro
- Kecil
- Mene-

ngah

Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
ATOO5

15 Hari l. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

SK No 147451 C



PR.ESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1.H.499

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLaIa
Usaha

TingLat
Risilo

Perizinan
Berusahe

Persyaratan Jenglra
Waktu

Penerbltan

Kewqiibea PB IIIUKTI Paramctcr Kewenangan

(1) t2t (3t (4) (sl t6) 17l (Et (e) llol ( 11) (121 (13)

Oceanograp-
hy: AT005

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangan

peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
ATOOS

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147452 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.500

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Strela
Usaha

TingLat
Rislko

Perizinen
Berusaha

Persyaratan Jangka
Wahu

Penerbitan

Kewqiiban PB IIMKU Paramctcr Kcwenangan

(U t2t (3) (4) (5t (6) 17l (81 (et (10) (1U lr2l (13)

jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertifikat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi

sesual
subklasif,rkasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Ke4'a Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi
Besar dan
memiliki
klasifrkasi/
subklasihkasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan

SK No 147453 C



FRESIDEN
REPUBLIK !NDONESIA

I.H.501

l{o Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Slrrla
Usahe

Tiaglat
Risiho

Perizinan
Berusaha

Persyaraten Jangka
trlaktu

Penerbitan

Kewqjiban PB IIMKU Paremeter Kewenangan

(u t2t (3) (4) (51 (6) 17l (8t (e) (ro) (11) lr2l (13)

berkualihkasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualihkasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1) Perizinan

berusaha
subsektorjasa
konstruksi

2) Sertifikat
Badan Usaha

Jasa
Konsultansi
Konstruksi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Seluruh

pekerjaan
jasa
Konsultansi
Konstruksi
dilakukan di
dalam negeri

2)Paling
sedikit 50%
(lima puluh
persen) dari
nilai
pekerjaan
jasa
Konsultansi
Konstruksi

SK No 147454C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.502

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skah
Useha

Tingkat
Rielko

Perlzlnan
Berusaha

Persyeratan Janglra
Waktu

Penerbiten

Kewqiiban PB IIMKT' Paremeter Kewenangan

IU t2t (3t (4) (s) t6) 17l (8) (et (ro) tlu lt2l (131

subsektorjasa
konstruksi

dikedakan
oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasihkasi
Jasa
Pengujian
dan Analisis
Akustik dan
uibrator
Gedung
Hunian dan
Nonhunian :

ATOO6

Mikro
Kecil
Mene-
ngah

Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
ATO06

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangarl

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
ATO06

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147455 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.503

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Rueng
Lingkup

Skala
Usehe

Tinglat
Rlsiho

Perizlnan
Benrsaha

Persyareten Jangka
Wahu

Penerbiten

Kewqiiban PB IIMI(U Parametcr Kewenangan

(1) t2t (3) (4) (s) (61 17l (8) (e) (10) ( 11) lt2l (131

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi

perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar
sesuai
subklasihkasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Kerja Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi
Besar dan
memiliki
klasifikasi/
subklasihkasi
seienis yang

SK No 147456C



PRES!DEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.504

ITo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Useha

Ttagtat
Rlelko

Perlzinan
Bcrusaha

Persyaratan Jangta
Wektu

Peaerbltan

Kewajiban PB IIMKU Parameter Kewenangan

(1) t2l (3) (41 (st (6) 17l (8) (et (10) (11) lt2l (131

berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertifrkat
per.tzinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi

tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Jasa
Konsultansi
Konstruksi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
l) seluruh

pekerjaan
jasa
Konsultansi
Konstruksi

SK No 147457 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONE9IA

r.H.505

lYo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

SLala
Usaha

Tinglret
Risiko

Perizinen
Berusaha

Persyaratan Jengke
Waktu

Penerbiten

Kewqiibea PB I'MKT' Parameter Kewenangan

(1) t2t (3t (4) (st (6t 17l (8) (e) (10) ( 11) lr2l (13)

nasional
berkualifikasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektor
jasa
konstruksi

2)Sertifikat
Badan Usaha
subsektor
jasa
konstruksi

dilakukan di
dalam negeri

2)paling
sedikit 50%
(lima puluh
persen) dari
nilai
pekerjaan
jasa
Konsultansi
Konstruksi
dikedakan
oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasifikasi
Jasa
Pengujian
dan Analisis
Akustik dan
vibrator
Gedung

Mikro Mene-
ngah

Rendah

NIB dan
Sertifikat
Standar

Otomatis 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SKK masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam

Usaha Orang
Perseorangan
dengan skala
usaha Mikro

Bupati/
Walikota

SK No 147458C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.H.506

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLala
Usehe

Tingtat
RisiLo

Perlzlaan
Berusaha

Persyaretan Jangka
Wektu

Penerbitan

Kewqilban PB IIMI(U Paramcter Kewenengan

(1) t2t (3t (4) (s) (6) t7l (8) (e) (101 ( 11) lt2l (13)

Hunian dan
Nonhunian
ATO09

peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

Kode Sub-
klasifikasi
Jasa
Commission-
ing Proses
Industrial:
ATOOT

Mikro
Kecil
Mene-
ngah

Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertihkat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertihkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasihkasi:
ATOOT

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
Perseorangan

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

Besar Mene-
ngah

Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

l. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147459C



FF,ESIDEN
REPUELTK INDONESIA

I.H.507

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skrla
Useha

Tingtat
Risiho

Perizlnan
Benrsaha

Persyeraten Janglre
Waktu

Penerbitan

Kewqilban PB IIMKTI ParaECter Kewenangan

(1) t2t l3) (4) (st (6) t7l (81 (e) (10) ( 11) lt2l (13)

Subklasifikasi:
ATOOT

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per
jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar
sesuai
subklasil-rkasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Ke{a Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi
Besar dan
memiliki

SK No 147460C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.508

IIo Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skale
Usaha

TtngLat
Rlslho

Pcrlzlnen
Berusahe

Persyaratan Jangka
trIaktu

Penerbltea

KcwaJiban PB UMKI' Peremeter Kcweneagan

(1) t2t t3t (4) (s) (6) 17t (8) (e) (101 ( 11) lt2l (13)

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertil-rkat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi
berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan

klasifikasi/
subklasifikasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan
Jasa
Konsultansi
Konstruksi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Seluruh

pekeriaan

SK No 147461 C



PRESIDEN
REFUBLTK INDONESIA

r.H.509

(U

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Useha

Tingtat
Risiko

Perizinan
Berusehe

Pcrsyaratan Jangka
trIaktu

Penerbitan

KewaJiban PB IIMKTI Perametcr Kewenangan

t2t (3t (4) (s) (6) 17l (8) (el (10) (1rl lt2l (13)

badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifikasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektorjasa
konstruksi

2) Sertihkat
Badan Usaha
subsektor jasa
konstruksi

jasa
Konsultansi
Konstruksi
dilakukan di
dalam negeri

2)Paling
sedikit 50%
(lima puluh
persen) dari
nilai
peke{aan
jasa
Konsultansi
Konstruksi
dike{akan
oleh BUJKN
mitra KSO

69 74r20 Aktivitas
Desain
Interior

Kode Sub-
klasifikasi
Jasa Desain
Interior pada
Bangunan
Gedung dan
Bangunan
Sipil: ARO03

Mikro
Kecil
Mene-
ngah

Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifrkat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifrkat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifikasi:
AROO3

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam

BUJKN
dengan skala
usaha Mikro,
Kecil,
Menengah

Bupati/
Walikota

SK No 147462 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.510

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Ltngkup

Skala
Usehe

Tingkat
Risiko

Perlzinan
Berueaha

Persyaretan Jangke
Waktu

Peaerbitea

KcwaJiban PB IIMKT' Perameter Kewenangan

(1) l2t (3) (4) (5) t6) 17l (8) (e) (101 (11) lt2l (13)

2. Merupakan BUJKN
bukan usaha orang
perseorangarl

peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

Besar Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertihkat
Standar

1. Standar Penetapan
Kemampuan Badan
Usaha Jasa
Konstruksi
/Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Subklasifrkasi:
AROO3

2. Untuk Kantor
Perwakilan BUJKA:
a. Merupakan

badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal

b. Membayar biaya
administrasi
perizinan
berusaha per

15 Hari 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SBU masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

4. Untuk Kantor
Perwakilan
BUJKA:
a. Melakukan

perpanjangan
Sertifikat
Standar

BUJK dan
Kantor
Perwakilan
BUJKA

Menteri/
Kepala Badan

SK No 147463C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.511

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Useha

Tingkat
Risiko

Perizlnan
Berusaha

Persyaratan Jangka
Waktu

Peaerbitan

KewaJiban PB IIMKU Parameter Kcwenangan

(u t2t (3t (4) (s) l6l 17l (8) (el 110) ( 11) (12) 113)

jenis usaha
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

3. Untuk BUJK PMA:
a. Penanam modal

asing/ pemegang
saham asing
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
berbadan hukum
di negara asal
yang dibuktikan
dengan:
1)Akta pendirian

yang
dilegalisasi

2) Sertifikat
perizinan
bidang usaha
jasa konstruksi

sesuai
subklasifikasi
setiap 3 tahun

b. Melakukan
Ker;'a Sama
Operasi (KSO)
dengan
BUJKN
berkualifikasi
Besar dan
memiliki
klasifrkasi/
subklasihkasi
sejenis yang
tercatat di
lembaga
pengemba-
ngan jasa
konstruksi
sebelum
mengikuti
proses
pemilihan

c. KSO untuk
pelaksanaan

SK No 147464C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

I.H.512

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

SLela
Usrha

TtngLat
Rlslho

Perlzlnan
Berusaha

Persyaretan Jengka
trIektu

Penerbitan

Kewqiiben PB I'MKU Parameter Kewenangan

(u t2t (3) (41 (s) (6) t7l (E) (e) (101 (11) lt2l (13)

berkualifikasi
Besar di negara
asal atau yang
sejenis yang
dilegalisasi

b. Penanam modal
dalam negeri/
pemegang saham
dalam negeri
merupakan
badan usaha
jasa konstruksi
nasional
berkualifikasi
Besar yang
dibuktikan
dengan:
1)Perizinan

berusaha
subsektor jasa
konstruksi

2) Sertifikat
Badan Usaha

Jasa
Konsultansi
Konstruksi
dilaksanakan
dengan
ketentuan
kriteria teknis
KSO sebagai
berikut:
1)Seluruh

pekerjaan
jasa
Konsultansi
Konstruksi
dilakukan di
dalam negeri

2)Paling
sedikit 50%
(lima puluh
persen) dari
nilai
pekedaan
jasa
Konsultansi
Konstruksi

SK No 147465 C



PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA

I.H.s13

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

TingLat
Risiho

Perizinen
Berusaha

Persyaratan Janglra
Wektu

Pcnerbitaa

Kewqfiban PB IIMKU Parameter Kewenangan

(r) l2t (31 (4) (s) (6) 17l (8t (e) (10) llu lr2l (131

subsektor jasa
konstruksi

dikeg'akan
oleh BUJKN
mitra KSO

Kode Sub-
klasifikasi
Jasa Desain
Interior pada
Bangunan
Gedung dan
Bangunan
Sipil: AR006

Mikro Mene-
ngah

Rendah

NIB dan
Sertifikat
Standar

Otomatis 1. Menyampaikan
Laporan
Kegiatan Usaha
Tahunan

2. SKK masih
berlaku

3. Melaksanakan
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan di
bidang jasa
konstruksi

Usaha Orang
Perseorangan
dengan skala
usaha Mikro

Bupati/
Walikota

70 7 t20l Jasa
Sertifikasi

Lembaga
Sertifikasi
Badan Usaha
(LSBU)Jasa
Konstruksi

Seluruh Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertihkat
Standar

Standar Penetapan
Kemampuan
Sertifikasi Badan
Usaha Jasa
Konstruksi/ Lisensi
Lembaga Sertifikasi
Badan Usaha Jasa
Konstruksi

30 Hari 1. Lisensi LSBU
masih berlaku

2. Menyampaikan
laporan kegiatan
operasional
lembaga
sertihkasi

3. Memiliki bukti
akreditasi oleh

Pendafta-
ran
L,embaga
Penilaian
Kesesuaian
(LPK)

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 147466C



PRESIDEN
REPUBLTK !NDONESIA

I.H.514

No Kode
KBLI

Judul
I(BLI

Ruang
Lingkup

SLela
Usahe

Tingtat
Risilo

Perlzinaa
Berusaha

Persyaratan Jangka
WeLtu

Pcncrbitan

KewrJiban PB IIMKTI Parameter Kcwcnangan

(1) t2t (3) (4) (sl (6) 17l (8) le) (101 ll r) lt2l (13)

lembaga
independen
sesuai peraturan
perundang-
undangan,
paling lambat 1

(satu) tahun
setelah
diterbitkannya
lisensi

7t 7432r Aktivitas
Sertifikasi
Profesi
Pihak 3

Lembaga
Sertifikasi
Profesi (LSP)
Jasa
Konstruksi

Seluruh Mene-
ngah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

Standar Penetapan
Kemampuan
Sertihkasi Profesi
Jasa Konstruksi/
Lisensi Lembaga
Sertifikasi Profesi
Jasa Konstruksi

65 hari 1. Lisensi LSP
masih berlaku

2. Menyampaikan
laporan kegiatan
operasional
lembaga
sertifikasi

3. Memiliki bukti
akreditasi oleh
lembaga
independen
sesuai peraturan
perundang-
undangan,
paline lambat I

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 147467 C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

r.H.515

No Kode
KBLI

Judul
KBLI

Ruang
Lingkup

$tola
Usaha

Tingkat
Risiho

Perizinan
Beruseha

Pcrsyaratan Jangka
Waktu

Penerbitan

Kewajiban PB IIMKT' Parameter Kewenangan

(1) t2t (3t (4) (s) (6) 17l (8) (e) 110) (11) lt2l (131

(satu) tahun
setelah
diterbitkannya
lisensi

SK No 147468C


